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limpahan rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang
begudul: “Pencabutan Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Pasca Penolakan Dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Sistem
Hukum Nasional (Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan).”

Berkaitan dengan topik tesis ini, Penulis tertarik karena pada tahun 2008,
Presiden Republik Indonesia dengan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam
Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Jaring Pengaman Sistem Keuvangan (Perpu JPSK). Perpu ini merupakan salah
satu dari 3 paket yang berkaitan dengan perbankan dan keuangan, yaitu Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi undang-undang berdasarkan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan menjadi undang-undang
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuvangan
pada tanggal 18 Desember 2008 tidak mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). Hal ini menjadi permasalahan apabila Presiden terus menerapkan
Perpu ini, meskipun sudah dinyatakan ditolak oleh DPR, sehingga secara juridis hal
ini dapat menimbulkan persoalan tersendiri. Persoalan terhadap penolakan Perpu
tersebut antara lain mendapatkan pro dan kontra baik dari Pemerintah maupun DPR. -

Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara pada Pascasarjana Fakultas
Hokum Universitas Indonesia.
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ABSTRAK

Nama : Wiwin Sri Rahyani
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Pencabutan Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Pasca Penolakan Dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional (Analisis Yuridis
Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan)

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) merupakan salah satu jenis
peraturan perundang-undangan dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia.
Dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
menycbutkan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Jika mengacu pada
rumusan ini maka jelaslah bahwa Perpu merupakan suatu peraturan pemerintah, namun
berfungsi sebagai undang-indang. Perpu tersebut pada pokoknya hanya dapat ditetapkan oleh
Presiden apabila persyaratan kegentingan yang memaksa itu terpenuhi sebagaimana
mestinya, Pada Tahun 2008, Presiden Republik Indonesia dengan kewenangannya
sebagaimana tercantum dalam Pasel 22 UUD 1945, mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
(Perpu JPSK). Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) adalah suatu mekanisme
pengamanan sistem keuangan dari krisis yang mencakup pencegahan dan penanganan krisis.

Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan pada tanggal
'18 Desember 2008 tidak mendapat persetujuan dari DPR. Hal ini menjadi permasalahan
apabila Presiden terus menerapkan Perpu ini, meskipun sudah dinyatakan ditolak oleh DPR,
sehingga secara juridis hal ini dapat menimbulkan persoalan tersendiri. Persoalan terhadap
penolakan Perpu tersebut antara lain mendapatkan pro dan kontra baik dari Pemerintah
maupun DPR.

Berdasarkan rumusan Pasel 22 UUD 1945, dapat- diketahui bahwa Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang mempunyai hierarki, fungsi, dan materi muatan yang
sama dengan Undeng-Undang, hanya di dalam pembentukannya berbeda dengan Undang-
Undang. Ketentuan dalam Pasal 22 UUD 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka eksistensi suatu Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang dapat tergantung pada ada atau tidaknya persetujuan dari Dewan
Perwakilan Rakyat terhadap pembentukan Perpu tersebut. Perpu JPSK dalam Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat tersebut terdapat beberapa penafsiran karena DPR tidak secara
jelas menolak Perpu JPSK akan tetapi karena mayoritas dari Fraksi di Dewan Perwakilan
Rakyat menyatakan menolak maka Perpu tersebut diputuskan tidak mendapatkan persetujuan
dari DPR. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dinyatakan
bahwa Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
dalam persidangan yang berikut dam. jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan
pemerintah itu harus dicabut”. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasel 36
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan.
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ABSTRACT

Name : Wiwin Sri Rahyani
Study Program : State Constitutional Law
Title : Revocation Of Govemment Regulation In Lieu Of Law After The

Rejection Of The House Of Representatives Of The Republic Of
Indonesia In National Legal System (Legal Analysis Of Government
Regulation in Lieu of Law Number 4 Year 2008 About Financial Safety
Net)

Government Regulation In Lieu Of Law is one type of legislation in the system of legal
norms of the Republic of Indonesia. In Article 22 of the Constitution of the Republic of
Indonesia Year 1945 mentions that in the things that force crunch, the President has the right set
of government regulations in lieu of law. When referring to this formulation it is clear that the
regulation is a government regulation, but serves as a law. Exemption Law in principle only be
determined by the President if requirements are met crunch that forced it properly. In the Year
2008, the President of the Republic of Indonesia to its authority as stated in Article 22 of the
1945 Constitution, issued Government Regulation in Lieu of Law No. 4 of 2008 on the Financial
Systein Safety Net. Financial Safety Net is a mechanism for securing the financial system from
the crisis that includes prevention and crisis management.

Govemnment Regulation in Lieu of Law No. 4 of 2008 concerning Financial Safety Net
on December 18, 2008 did not get approval from parliament. This is a problem if the President
continues to apply this regulation, even though it was declared rejected by the parliament, that in
the juridical side can cause problems of its own. The issue of refusal Government Regulation in
Lieu of Law include pros and cons either from the govemment and the parliament.

Based on the formulation of Article 22 UUD 1945, it is known that the Government
Regulation in Lieu of Law has a hierarchy, function, and the same substance with the Act/Law,
only different in its formation by the Act/Law. The provisions in Article 22 UUD 1945 is then
further regulated in Article 25 of Law No. 10 of 2004 on the establishment of legislation. Based
on those two articles, the existence of a2 Government Regulation in Lieu of Law may depend on
the presence or absence of approval from the House of Representatives on the formation of the
Exemption Law. Government Regulation in Lieu of Law No. 4 of 2008 on the Financial System
Safety Net then in Decision of House of Representatives there are several interpretations since
the House did not clearly reject it, but because the majority of the faction at the House of
Representatives rejected the Government Regulation in Lieu of Law, then decided not to get
approval from parliament. Subject to the provisions in Article 22 paragraph (2) and paragraph (3)
of the 1945 Constitution stated that government regulation should get approval in the House of
Representatives by the next trial and if not approved, then the government regulations shall be
repealed ". This is also consistent with the provisions of Article 36 of Law No. 10 of 2004 on the
establishment of legislation.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan salah satu
jenis peraturan perundang-undangan dalam sistem norma hukum Negara Republik
Indonesia. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dikonsepsikan sebagai
suatu peraturan yang dari segi isinya seharusnya ditetapkan dalam bentuk undang-
undang, tetapi karena keadaan kegentingan memaksa ditetapkan dalam bentuk
peraturan pemerintah.!

Menurut Jimly Asshiddigie, pada pokoknya peraturan pemerintah sebagai
pengganti undang-undang itu sendiri bukaniah nama resmi yang diberikan oleh
UUD 1945. Namun, dalam praktik selama ini, peraturan pemerintah yang
demikian itu lazim dinamskan sebagai peraturan pemerintah (tanpa kata
“sebagai’’) pengganti undang-undang atau disingkat PERPU atau biasa juga ditulis
Perpu.? Penamaan demikian sangat berbeda dari ketentuan yang terdapat dalam
Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949 dan Undang-Undang
Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950.°

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945) menyebutkan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden
berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.* Jika
mengacu pada rumusan ini maka jelaslah bahwa Perpu merupakan suatu peraturan
pemerintah, namun berfungsi sebagai undang-undang.

Dengan demikian Perpu merupakan salah satu instrument hukum yang
dapat ditetapkan oleh Presiden tanpa memerlukan keterlibatan Dewan Perwakilan

imly Ashiddigie, Hukum Tata Negara Darurat, Edisi ke-1, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2007),
hal.3.

- imly Ashiddigic, Perital Undang-Undang, (Jakurta: Konstitusi Press, 2006), hal 81.

*Kedus Undang-Undang Daser ini sama-tama menggunakan istileh undang-undang darurat untuk
pengertien yang mirip atau serupa dengan Perpu, Menurut Jimly Asshiddigie, disini sengaja disebut mirip atau
serupa karena pada pokoknya antara Perpu menurut UUD 1945 dan undang-undang darurat menurut Konstitusi
RIS Tahun 1949 dan UUDS Tahun 1950 itu memang tidak terdapat perbedaan yang prinsipil antara satu sama lain.

{Lihat Pasal 22 ayat {!), Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945, )
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Presiden apabila persyaratan kegentingan yang memaksa itu terpenuhi
sebagaimana mestinya. Keadaan kegentingan yang memaksa yang dimaksud di
sini berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan dengan pengertian “keadaan
bahaya” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UUD 1945. Pasal 12 tersebut
menyatakan, “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya
keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”. Kedua ketentuan Pasal 12
dan Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 terscbut sama-sama berasal dari
ketentuan asli UUD 1945, yang tidak mengalami perubahan dalam perubahan
pertama sampai dengan perubahan keempat. Artinya, norma dasar yang
terkandung dj dalamnya tetap tidak mengalami perubahan.®

Oleh karena itu, sebagai dokumen historis, uraian penjelasan atas pasal-
pasal ini dalam naskah Penjelasan tentang UUD 1945 dapat dijadikan rujukan
untuk memahami rumusan kedua pasal ini, terutama dalam Pasal 22 secara
mendalam.® Dalam pengertian “kegentingan yang memaksa” itu terkandung sifat
darurat atau “emergency” yang memberikan alas kewenangan kepada Pesiden
untuk menetapkan Perpu atau disebut undang-undang darurat menurut Konstitusi
RIS 1949 dan UUDS 1950, atan “emergency legislation” menurut ketentuan
konstitusi di berbagai Negara.’

Pengalaman Indonesia bemegara sejak Proklamasi Kemerdekaan 17
Agustus 1945 menunjukkan, khususnya di bawah naungan UUD 1945, cukup
banyak Perpu yang dikeluarkan berdasarkan “noodverordeningsrecht” Presiden
ini.® Di masa berlakunya UUDS 1950 tercatat pula cukup banyak undang-undang
darurat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuaﬁ konstitusional pada waktu itu.
Semuanya dikeluarkan dalam keadaan yang dianggap darurat yang sejajar dengan

SJimly Asshiddiqie, Perikal Undang-Undang. op.cit., hal. 82.
SLihat Penjelasan Pasal 22 UUD 1945 yang menyatakan, “Pasal ini mengenai “noodverordeningsrecht

Presiden Aturan scbagai ini memang perlu diadakan agar supaya kesclamatsn Negara dapst dijemin oleh
pemerintzh dalam keadsan yang genting, yang memaksa pemetintah untuk berrtindak lekas dan tepat. Meskipun
demikian, pemerintsh tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwikilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan
pemerintzh dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan
Perwakilen Rakyat

"imly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang, op.cir., hal. 82.

¥).C.T. Simorangkir, Hukum dan Konstitust Indonesia, (Jekarta: Gunung Agung, 1986), hal.154,
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pengertian dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Semuanya juga
dikeluarkan supaya keselamatan Negara dalam arti yang seluas-luasnya terjamin.’

Peran DPR dalam Perpu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) dan
ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “peraturan pemerintah itu harus
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut” dan
jika tidak mendapatkan persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus
dicabut”.!?

-Menurut Herman Sihombing, sebaiknya Perpu (noodverordening) itu
diajukan kepada DPR seperti diharuskan oleh Pasal 22 ayat (2) UUD 1945,
setelah bahaya atau ancaman bahaya itu sudah dapat dihadapi dengan upaya biasa
(normal), dan bukan ketika bahaya itu sedang menjadi-jadi dan masih nyata
dihadapi oleh Pemerintah. Oleh karena pada umumnys, dalam kegentingan yang
memaksa itu tidak mungkin diadakan persidangan DPR dan sudah dapat
dipastikan bahwa persidangan DPR berikutnya diadakan setelah bahaya atau
ancaman bahaya itu sudah berkurang atau hilang. Disini dimaksudkan, bahwa
pengawasan akan wewenang luar biasa Presiden atau Penguasa bahaya itu tetap
dapat dilakukan oleh DPR.M

Berbeda dengan undang-undang, masa berlakunya Perpu sangat singkat
yakni sampai dengan persidangan DPR yang terdekat dengan tanggal penetapan
Perpu tersebut. Masa berlakunya Perpu itu paling lama adalah 1 tahun. Jika dalam
waktu 1 tahun masa persidangan DPR, Perpu itu tidak mendapat persetujuan
sebagaimana mestinya, berarti Perpu itwharus dicabut.

.Mengenai hal ini Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 lebih tegas
menentukan bahwa jika undang-undang darurat tidak mendapat persetujuan DPR,
undang-undang darurat itu demi hukum tidak berlaku lagi. Dalam Pasal 22 ayat
(3) “jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus
dicabut”. Berdasarkan lgetenttmn tersebut tentunya Presiden yang mencabut Perpu
tersebut karena Presiden yang menetapkan Perpu itu sendiri. Jika DPR tidak

X

%1bid., hal 154,

®Menurut Jimly Asshiddigie, karena pada dasamya Perpu itu sederajat etau memiliki kekuatan yang sama
dengen undang-undang, maka DPR harus secara aktif mengawasi baik penetepan maupun pelaksanaan Perpu itu di
lapangan jangen sermpai bersifat eksesif dan berientangan dengen tujuan awal yang melatarbelakanginys.

UHerman Sihombing, Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia, (Jekarta: Djambatan, 1996), hal.3.
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menyetujui pemberlakuan Perpu, Perpu itu tidak dapat menjadi undang-undang
sebagaimana mestinya, dan sebagai akibatnya ia harus dicabut lebih dulu oleh
Presiden baru kemudian daya ikatnya sebagai hukum menjadi hilang.'?

Menurut Maria Farida Indrati, Berdasarkan kedua pasal yaitu Pasal 22 UUD
1945 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, maka eksistensi suatu
Perpu dapat tergantung pada ada atau tidaknya persetujuan dari Dewan Perwakilan
Rakyat terhadap pembentukan Perpu tersebut. Dalam Pasal 36 Undang-Undang
MNomor 10 Tahun 2004 menentukan pula bahwa pembahasan rancangan undang-
undang tentang Perpu menjadi undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme
yang sama dengan pembshasan rancangan undang-undang. Dewan Perwakilan
Rakyat hanya menerima atae menolak Perpu. Dalam hal rancangan undang-undang
mengenai penetapan Perpu menjadi undang-undang ditolak DPR, Presiden
mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutem Perpu yang dapat
mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut. Setelah ifw, diperlukan
ketegasan sikap dari DPR apakah skan menyetujui atau tidak menyetujui Perpu
tersebut. Pengajuan Perpu ke DPR dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan
undang-undang tentang penetapan Perpu tersebut menjadi undang-undang. '*

Dalam hal DPR menyetujui Perpu tersebut maka rancangan undang-
undang tentang penetapan Perpu tersebut menjadi undang-undang disahkan
menjadi undang-undang, sedangkan jika Perpu itu ditolak oleh DPR maka Perpu
tersebut tidak berlaku dan Presiden mengajukan rancangan undang-undang
tentang pencabutan Perpu tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari

penolakan tersebut.

ZKetentuan ini diatur pula di dalam Pasal 25 Undang-Undeng Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentuksn Peraturan Perundsng-undengan undangan (Lembaran Negara Tehun 2004 Nomor 53, Tambakan
Lembaran Negara Nomor 4389). Pasal 25 Undang-Undang ini menentukan:

)
2

3
4

Perairan  Pemerintah Pengganti Undang-Undeng herus digjukan ke Dewan Perwakilen Rakyat delam
persidangan yang berikut.

Pengajuan Pershman Pemerintsh Pengganti Undang-Undang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam bentuk pengajuan rancangan indzng-mdang tentang penctapan peraturan pc:numtnh pengganti undang-
undang menjadi undang-undang.

Dalam hal Peraturan Penerintsh Pengganti Undang-Undang ditolak Dewan Pmmhlan Rakyat, maka Pershrran
Pamerintsh Pengganti Undang-Undsng terseburt tidak Berfaku.

Dalem hal Peraturan Pemerintsh Pengganti Undang-Undang ditolak Dewan Perwaldlan Rakyat, meka Presiden
mengajukan rancangan undangamdang teatang pencabutan peraturan pemexintsh pengganti undangamdang
tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut.

UMeria Farida Indrati ., flsu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya, (Yogyakarta:

Kanisius, 2007), hal. 191.
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Jika misalnya, Presiden terus menerapkan Perpu itu, meskipun sudah
dinyatakan ditolak oleh DPR, secara juridis, hal ini dapat menimbulkan persoalan
tersendiri.’ Persoalan tersebut antara lain terhadap penolakan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring
Pengaman Sistern Keuangan (JPSK) pada tanggal 18 Desember 2008. Penolakan
tethadap Perpu tersebut mendapatkan pro dan kontra baik dari Pemerintsh
maupun DPR.'® Ketua DPR Periode 2004-2009 mengatakan, berdasarkan
pandangan akhir fraksi ada empat fraksi yang menyetjui atau menerima Perpu
JPSK, dua fraksi belum menyetujui yaitu sementara itu fraksi yang menolak ada
empat. Hasil Keputusan Paripurna merekomendasikan forum konsultasi telah
menyepakati untuk meminta pemerintah agar segera mengajukan Rancangan
Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK)
sebelum tanggal 19 Januari 2009 dan selanjutnya ditindaklanjuti sebagaimana
mekanisme yang berlaku.

Empat fraksi setuju atau menerima yaitu Partai Demokrat, Partai Persatuan
Pembanguman, Partai Damai Sejahtera, dan Partai Keadilan Sejahtera, Dua fraksi
belum dapat menyetujui yaitu Partai Golkar dan Partai Bintang Pelopor
Demokrasi. Sementara empat fraksi menolak yaitu Partai Demokrasi Indonesia
Petjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Bintang Reformasi, dan Partai
Kebangkitan Bangsa.'®

Pemerintah menetbitkan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK pada
pertengahan Oktober 2008, yang merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia terkait pengambilan keputusan
dalam kondisi kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan mengantisipasi
ancaman krisis keuangan global yang dapat membahayakan stabilitas sistemn

Wimly Ashiddigic, Peribal Undang-Undang, op.cit., hal. 88.
"*Hal it berdasarkan dokumen notulensi rapat paripurna DPR tanggal 18 Desember 2008, penjelasan

Ketua DPR periode 2004-2009, surat Ketuz DPR RI kepada Ketua BPK pada tanggal 1 September 2009 perihal
permintasn audit investigasi dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap Bank Century serta berdasarkan
leporan Komisi XI DPR mengenai pembahasan laporan kemajuan pemeriksaan investigasi kasus Beank Cenhury
dalam repat paripuma DPR tanggal 30 September 2009, DPR menystakan bahwa Papu Nomor 4 Tatum 2008
tentang JPSK ditolak oleh DPR.

"%Pendapat yung berbeda disampaikan oleh Pemerintch yang mengatakan bshwa DPR tidak secara jelas

menolek Perpu JPSK meka perpu tersebut dapat berleku tetapi dalam implementasinys akan memperhatikan
situasi perkembangan dan mengajukan RUU JPSK.
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keuangan dan perekonomian nasional. JPSK merupakan suatu mekanisme
~ pengamanan sistem keuangan dari ancaman krisis yang mencakup pencegahan
‘ dan penanganan krisis. Secara umum JPSK ditujukan untuk menciptakan dan
memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan
lembaga keuﬁngan dan sistem pembayaran, penyediaan fasilitas pembiayaan
jangka pendek, program penjaminan simpanan, serta pencegahan dan penanganan
krisis.!” Tindakan pencegahan dan penanganan krisis meliputi penanganan
kesulitan likuiditas dan/atau masalah solvabilitas bank yang berdampak sistemik,
dan penanganan kesulitan likuiditas dan/atau masalah solvabilitas lembaga
keuangan bukan bank yang berdampak sistemik. Instrumen yang dipakai akan
disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat ancaman terhadap sistem keuangan
antara lain berupa fasilitas pembiayaan darurat dan penambahan modal melalui
penyertaan modal sementara.  Salah satu yang menjadi permasalahan adalah pada
saat Perpu JPSK itu tidak mendapat persetuyjuan dari DPR, Pemerintah
membentuk Komite Stabilitas Sistem keuangan (KSSK)'"® yang ada dalam Perpu
JPSK yang dijadikan dasar hukum dalam. pengambilan keputusan terhadap
penanganan Bank Century melalui bailout Rp 6,7 trilivn. Perpu Jaring Pengaman
Sektor Keuangan (JPSK) memang digunakan KSSK saat menetapkan Bank
Century sebagai bank gagal berdampak sistemik pada 20-2} November 2008."

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka akan dianalisis mengenai
mekenisme persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan bagaimana kekuatan
hukum Peraturan Pemerintah Nomor 4> Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman
Sistem Keuangan yang tidak mendanatkan persetujuan dari DPR dan mekanisme
serta implikasi pencabutan dari Peraturan Pemerintsh Nomor 4 Tahun 2008
tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang tidak mendapatkan persetujuan
dari DPR sesuai dengan sistem hukum nasional

"Keterangan Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Pemerintsh Pengganti Undang-Undang

tentang Jaring Pengamen Sistem Keuangan (JPSK), tanggal 16 Oktober 2008,

“Untuk mencapai wjuan dari “JPSK, dibentuk komite stabilitas sistem keuangan (KSSK) yang

beranggotakan Menteri Keuangan dan Gubemur Bank Indonesia yang didukung oleh sekretariat KSSK
menctapkan kebijakan dan langkeh-langkah dalam rangks pencegahan dan penanganan krisis di sekior kevangan
dan melakukan koordinasi dengan berbagai otoritas dalem pelaksansannya

¥BPK sebelumnya menystekan, dari Rp 6,7 triliun dana penyelamatan atau bailout Bank Century yang

disalurken LPS, sebanysk Rp 2,8 trilfun diantaranys tidek memiliki daser hukum. Hal itu terjadi karena dana
penyelamatan masih disalurken ketika Perpu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) sudeh ditolak DPR,
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B. Pokok Permasalahan
LBerdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas,
pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang melatarbelakangi penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang oleh Presiden?

2. Apakah persyaratan untuk dipenuhinya kriteria hal ihwal kegentingan yang
memaksa dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang? .

3. Bagaimana mekanisme persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan
bagaimana kekuatan hukum dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang yang tidak mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat
khususnya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring
Pengaman Sistem Keuangan?

4. Bagaimana mekanisme dan implikasi pencabutan dari Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang yang tidak mendapatkan persetujuan dari Dewan
Perwakilan Rakyat khususnya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan sesuai dengan sistem hukum
nasional?

C. Maksud danTujuan Penelitian
1. Maksud Penelitian »

Untuk mendapatkan pemecahan masalah dalam pencabutan suatu
peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang tidak mendapatkan
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan diharapkan dapat memberikan
manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi praktek bukum dalam peraturan
perundang-undangan.
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2. Tujuan Penelitian ;
) Berdasarkan empat hal yarg menjadi pokok permasalahan sebagaimana
divraikan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

a. Menganalisis hal-hal yang menjadi latar belakang penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Presiden.

b. Menganalisis persyaratan untuk dipenuhinya kriteria hal ihwal
kegentingan yang memaksa dalam menetapkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang.

c. Menganalis mekanisme persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyata dan
bagaimana kekuatan hukum dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang yeng tidak mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan
Rakyat khususnya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008
tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

d. Menganalisis mekanisme dan implikasi yuridis terthadap pencabutan dan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang tidak mendapatkan
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat khususnya tethadap Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem
Keuangan sesuai dengan sistem hukum nasional.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
1. Kerangka Teori
a. Negara Hukum

Pemahaman terhadap apa yang dinamakan dengan Negara hukum
tentu saja tidak terlepas dari berbagai gagasan yang berkembang baik pada
saat terdahulu maupun terkini, dimana hal itu sangat dipengaruhi oleh
konsep-konsep Negara hukum sebagaimana konsep Eropa Kontinental
(rechisstaaf) maupun Anglo Saxon (rule of law) dan konsep-konsep
lainnya *® Istilah Negara hukum atau Negara berdasarkan hukum dalam
kepustakaan Indonesia hampir selalu dipadankan dengan istilah
“rechstaat’, “etat de droit”, “the staat according to law”, “legal staaf”,

PHamidi, Jazim, dkk. (Green Mind Community), Teori dan Politik Hukum Tata Negara, (Yogyakarta:
Total Media, 2009), hal, 152.
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dan “rule of law”. Di samping itu, dikenal juga istilah “the principle of
social;‘sr legality” yang lahir dari ideologinya kaum komunis.?! FR.
BOthlglk sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, dikatakan bahwa Negara
hukum adalah “de staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is
beperkt door grenzem van recht’, bahwa Negara dimana kebebasan
kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan umum >

Sedangkan menurut A. Hamid s. Attamimi sebagaimana mengutip
pendapatnya Burkens mengatakan bahwa Negara hukum (rechtsstaat)
secara sederhana adalah Negara yang menempatkan hukum sebagai dasar
kekuasaan Negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam scgala
bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.?

Dalam dokumen penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen)
digunakan suatu istilah rechfsstaat di antara dua kurung setelah kate
“Negara Berdasarkan Atas Hukum”. Setelah amandemen ketiga, oleh
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 digunakan istilah “Negara Indonesia adalah
Negara Hukum”. Menurut Notohamidjojo, menuliskannya dengan sebutan
“... Negara hukum atau rechsstaar’.** Muhammad Yamin menuliskannya
dengan “Republik Indonesia ialah Negara Hukum (rechfsstaat,
government of law)*® Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka dari
kata “atau” di antara katz ‘Negara hukum”, sulit untuk menghilangkan
nuansa rechstaat dari pengertian istilah “Negara hukum™,

Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa konsep Negara hukum
yang dianggap berpengaruh dan tiap-tiap konsep tersebut memiliki
karakter dan ciri yang berlainan satu sama lainnya. Dalam rechtsstaat,
merupakan konsep yang dikenal di Belanda, The Rule of Law, konsep yang

Mrfan Fachruddin, Pengawasan Peradilon Administrasi terkadap Tindakan Pemerintak, (Bandung: PT.
Alumni, 2004), hal. 109,

ZRidwan HR, Hukum Adminisirasi Negara, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 18.

DA, Heinid 5. Attamimi, Teori Perundang-undangan di Indonesia, Makalah pada Pidato Upacara
Pengulkuhan Jabatan Guru Besar Tetap di Fakultas hukum Universitas Indonesia, (Jakarte: 25 April 1992), hal 8.

M1 ihat Notohamidjojo, Makna Negara Huhum, (Jakarta:Badan Penerbit Kristen, 1970), hal. 27.

BMuhammad Yamin, Proklamast dan Konstitusi di Indonesia, (Jakarta: Pencrbit Ghalia Indonesie, 1982),
hal.72.
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dikenal di Negara-negara Anglo Saxon seperti di Inggris dan Amerika
Serikat, Soqialist Legality, yang dianut oleh Negara-negara komunis,
Negara Hukum Pancasila, konsep Negara hukum yang didasari oleh
Pancasila di Indonesia, Nomokrasi Islam, konsep Negara hukum yang
berdasar pada hukum islam.?

Sementara menurut Friederich Julius Stahl dalam karya ilmiahnya
yang berjudul “Philosophie des Rechis” (sebagai seorang yang dipengaruhi
oleh alam pikiran Negara hukum liberal), sebagaimana dikutip oleh Padmo
Wahjono, menyatakan bahwa dalam Negara hukum terdapat beberapa
unsur utama secara formal, yaitu: a) pengekuan dan perdindungan terhadap
hak asasi manusia, b) untuk melindungi hak asasi tersebut maka
penyelenggaraan Negara harus berdasarkan pada teori trias politica, ¢)
pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan pada undang-undang
(wetmatigheid van bertuur), d) apabila pemerintah dalam menjalankan
tugasnya berdasarkan undang-undang masih melanggar hak asasi manusia
(campur tangan pemerintah dalam kehdupan pribadi seseorang), maka ada
penpadilan administrasi yang akan menyclesaikannya.?’

Ada dua fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum di dalam
masyarakat, yaitu pertama sebagai sarana kontrol sosial dan kedua sebagai
sarana untuk melakukan social engineering. Sebagai sarana kontrol sosial

. maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada
di dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.”® Di dalam
peranannya yang demikian ini hukum hanya mewmpertahankan saja apa
yang telah menjadi sesuatu yang tetap dan diterima di dalam masyarakat
atau hukumn sebagai penjaga status quo. Tetapi ketika melihat teori dari
Roscoepound yang menyatakan bahwa law as tool of social engineering

X

#philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, (Sursbaya: PT. Bina Ttmu, 1987),
hal. 71-74.

Dpadmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia, (Jakarta: ind. Hill Co, 1989), hal. 151.

BSoerjono Sockanto, Pengantar Sasialogi Hukum, (Jakarta:Bharata, 1973), hal. 58.
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maka kita akan melihat bahwa hukum harus mempengaruhi kehidupan
masyarakat.?’

Untuk d:apat memenuhi peranannya Roscoe Pound lalu membuat
penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh
hukum, yaitu:

a. Kepentingan umum (Public Interest);
1. kepentingan negara sebagai Badan Hukum; dan
2. kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
. b. Kepentingan Masyarakat (Socia! Engincering)
kepentingan akan kedamaian dan ketertiban;
perlindlmgan'lembaga-lembaga sosial;
pencegahan kemerosotan akhfak;
pencegahan pelanggaran hak; dan
kesejahteraan sosial.
Menurut teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, bahwa
hukum sebagai 2lat rekayasa sosial/pembangunan, (law as a tool of social
engineering)”, maka hukum menurutnya berasal dari atas ke bawah (fop
down) maksudnya disini adalah hukum itu berasal dari pemerintah untuk
dijalankan oleh masyarakat karena hukum butuh regulasi dari
apemerintah.*° Pendapat Roscoe Pound tersebut tentunya berbeda dengan
Karl Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum tumbuh dan berasal
dari:masyarakat (bottom up).

Menurut Jimly Asshiddigie, ada dua belas prinsip pokok negara
hukum (rechtsstaaf) yang berlaku di zaman sekarang. Keduabelas prinsip
pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri

ook B

tegaknya satu negara modemn sechingga dapat disebut sebagai negara
bukum (The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) dalam arti yang

P ihet Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hubum, Terjemahan  Mobammad Radjab, (Jekarts: Bharata,
1972},

Y1oid, hal. 46.
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sebenamya. Salah satu prinsip pokok negara hukum tersebut adalah
adanya perlindungan hak asasi manusia.’!

‘ Indonesia mérupakan negara yang berdasarkan pada hukum.
Penafsiran negara berdasarkan hukum tidak boleh sempit. Hukum harus
responsif terhadap cita-cita dari sebuah negara bukum. Salah satu yang
menjadi tujuan fundamental dari pembangunan hukum adalah menjamin

terwujudnya sebuah negara hukum.*?

b. Tolak Ukur “hal ihwal kegentingan yang memaksa”

Kegentingan yang memaksa dapat digambarkan sebagai suatu
kondisi yang abnormal yang membutuhkan upaya-upaya di luar kebiasaan
untuk segera mengakhiri kondisi tersebut. Dalam lintasan sejarah bangsa
Indonesia seringkali terjadi peristiwa dan kondisi-kondisi yang bersifat
abnormal, baik di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, bencana alam,
dan sebagainya, dimana instrument hukum positif yang ada sering kali
tidak mampu berperan sebagai solusi. Dalam UUD RIS Tahun 1949,
istilah yang dipakai adalah keadaan yang mendesak dan undang-undang
darurat. Pasal 139 ayat (1) menyatakan, “Pemerintah berhak atas kuasa dan
tanggung jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk
mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintahan federal yang karena
keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.” Ketentuan
yang sama ini diadopsikan pula dalam UUDS 1950, yaitu dalam Pasal 96
ayat (1) yang berbunyi, “Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung
jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal
penyelenggaraan pemerintahan yang karema keadaan-keadaan yang

mendesak perlu diatur dengan segera”. >

Indonesia Kontemporer.
Diunidoh 10 Meret 2010.

52T Mulya Lubis, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan {Jakn.ﬂa;' Yayasan Lembags Bantuan Hukum
Indonesia, 1987), hal. 36,

BJimly Ashiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, op.cit., hel. 205,
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Dalam UUD 1945, ketentuan mengenai hal di atas diatur dalam
dua pasal, yaitu dalam Pasal 12 dan Pasal 22.** Dari kedua ketentuan di
atas, dapat diketshui adanya dua kategori keadsan menurut UUD 1945,
yaitu keadaaan bahaya dan hal jhwal kegentingan yang memaksa.*®

Keadaan dan hal ihwal kegentingan yang memaksa yang
dimaksud dalam Pasal 22 tidak identik atau tidak sama dengan keadaan
bahaya yang dimaksud dalam Pasal 12. Keadaan bahaya yang dimaksud
dalam Pasal 12 boleh jadi termasuk kategori keadaan atau hal ihwal
kegentingan yang memaksa seperti yang dimaksud dalam Pasal 22. Akan
tetapi, alasan kegentingan yang memaksa menurut Pasal 22 tentu tidak
selalu merupakan keadaan bahaya seperti yang dimaksud dalam Pasal 12.
Artinya, keadaan atau hal ihwal kegentingan yang memaksa menurut Pasal
22 itu lebih luas cakupan meknanya daripada keadsan bahaya menurut
Pasal 12. Dalam sectiap keadaan bahaya, Presiden berhak menetapkan
peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. >

Dalam hal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak
menetapkan perpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) UUD
1945.” Bahwa ada persyaratan tambahan dalam Pasal 22 UUD 1945 itu
memang jelas dan terang, namun sementara waktu, Pasal 22 ayat (1)
adalah berdiri sendiri dan mandiri discbabkan “kepentingan yang
memaksa” tersebut, supaya keseclamatan Negara dapat dijamin oleh
pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah: untuk
bertindak lekas dan tetap. Demikian penjelasan Pasal 22 itu dapat dibaca,

Mpacal 12 menyntakan, “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan skibatnya keadaan
bahaya ditctapkan dengan undang-undang.™ Pasal 22 ayat {1} menyatakan, Dalam hal ihwal kegentingan yang
memaksa, Presiden berhek menetapkan peraturan pexnerintah sebagai pengganti undang-undang.”

Yigtilah (legal terms) yang dipakai dalam kedua pasal tersebut jelas berbeda Istilah yang pertama
menggunakan istilah “keadaan bahaya” yeng tidek lain sama dengan pengertian keadaan darurat (state of
emergency), sedangkan yang kedua memakai istilai “hal ihwal kegentingan yeng memaksa”™, Istilah hal thwal
dengan keadaan tentu Gdak sama, Keadaan edalah struktumnys, sedsngkan hal ihwal adalah isinya. Namun, dalam
praktik, keduanya dapat mengandung makna praktis yang sama.

¥Jimly Ashiddigie, Hukum Tata Negara Darurat, op.cit., hal. 207.

YK egentingsn yang memaksa dengan bahays adaleh sama maksudnys, bahkan Pasal 22 ayat (1) itu lebih
genting dan amat terpaksa dan memaksa, tanpa menunggu adanys syarat-syaret yang ditentuksm lebih dahubs olch
dan dalam suatu undang-tmdang dan bagaimana akibat-akibatnya tidak sempat ditunggu dan ditetapkan dalam
suafty undang-undang, make Presiden berhak menetapksan perpu tersebut sckeligus menyatakan suafu keadaan
bahaya atau darurat.
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sedemikian sifat dan karekter hukum tata Negara darurat itu, yakni tanpa
menunggu undang-undang biasa, maka Presiden diberi kuasa membuat
sendiri Perpu yang sederajat de::igan undang-undang sehingga maksud dan
syarat yang ditentukan dalam Pasal 12 UUD terpenuhi.®®

Penentuan syarat-syarat dan akibat “keadaan bahaya™ dalam Pasal
12 UUD 1945 jelas memerlukan keterlibatan DPR untuk ditetapkan
dengan undang-undang sedangkan ‘“kegentingan yang memaksa” dalam
Pasal 22 UUD 1945 sangat tergantung subyektifitas Presiden, meskipun
nantinya tergantung pula pada persetujuan obyektif para wakil rakyat di
DPR,

Ketentuan mengenai “keadaan bzhaya” yang ditentukan dalam
Pasal 12 jelas lebih menekankan sifat bashaya yang mengancam
(dangerous threat) sedangkan “ kegentingan yang memaksa” dalam Pasal
22 lebih menckankan aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak
atau kemendesakan yang terkait dengan persoalan waktu yang terbatas. Di
satu pihak ada unsur “reasonable necessity”, tetapi di pihak lain terhadap
kendala “/imited time”. Dengan demikian, terdapat tiga umsur penting yang
secara bersama-sama membentuk pengertian keadaan bahaya yang
menimbulkan kegentingan yang memaksa, yaitu:*’
1z unsur ancaman yang membahayakan (dangerous threaf),

2. unsur kebutuhan yang mengharuskan (resoanable necessity); dan
3. unsur keterbatasan waktu (/imited time) yang tersedia.

Jika ketiga unsur tersebut ada, keadaan Negara dapat dikatakan
berada dalam kondisi berbahaya atau darurat. Ketiga unsur tersebut di atas
sama-sama merupakan persyaratan logis untuk diberlakukannya keadaan
darurat dengan melakukan tindakan-tindakan yang berada di lvar norma
hukum yang berlaku dalam keadaan nommal (ordinary law). Namun agar
semua tindakan tetap berada dalam koridor hukum, di masa keadaan tidak

*¥Herman Sihombing, op.cit., hal. 2.

¥Cora Hoexter mengistilahkan hal ini sehagai “objective wording” (Jimly Asshiddigic (1), op.cit., hal. 12-
13).

“Jimly Asshiddigic, Hidum Tata Negara Daruras, op.cit., hal 207-208.
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normal itu diperlukan juga kersngka hukum yang tersendiri dengan .
membentuk peraturan yang berbeda. ltu sebabnya Pasal 12 UUD 1945
mengharuskan dibentuknya mdané—undang tersendiri yang mengatur
keadaan bahaya atau darurat itu dan Pasal 22 ayat (1) menentukan bahwa
dalam keadaan yang semacam itu, diperbolehkan membentuk peraturan
khusus yang disebut Perpu.*!

Ketentvan dalam Pasal 22 memberikan kewenangan kepada
Presiden untuk secara subjektif menilai keadaan Negara atau hal ihwal.
yang terkait dengan Negara yang. menyebabkan suatn undang-undang tidak
dapat dibentuk segera, sedangkan kcbutuhan akan pengaturan materiil
mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak sehingga Pasal 22
UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan
Perpu. Jika kelak Perpu itu telah dinilai oleh DPR sebagaimana mestinya,
akhirnya diterima oleh DPR, barulah dapat dikatakan bahwa keadaan atau
hal ihwal kegentingan yang memaksa yang menjadi syarat pemberlakuan
perpu yang bersangkutan menjadi keadaan atau hal jhwal yang memang
bersifat kegentingan yang memaksa berdasarkan penilaian yang objektif
atas keadaan atau hal ihwal dimaksud yang dilakukan bersama-sama oleh
DPR bersama-sama dengan pemerintah.*?

3
¢. Daya Laku dan Daya Guna

Suatu .norma ifu berlaku karena ia mempunyai “daya laku”
(validitas) atau karena ia mempunyai keabsahan (validity/geltung). Daya .
laku (validity) ini ada apabila norma itu dibentuk oleh norma yang lebih
tinggi atau lembaga yang berwenang membentuknya, misalnya, suatu
peraturan pemerintah adalah sah apabila dibentuk oleh Presiden untuk
menjalankan undang-undang dan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945,

“'Namun demikian, Pasal 22 hanya menckankan aspek-aspek kegentingan yang memsksa, yaitu unsur
“reasonable necessity” dan “limited time” dan tidek menekanken sifat bahayanya ancaman {dangerous threat).
Dulam keadaan darurat, dasar logis untuk membuat pengaburen yang bersifat kiusns itu adalah harus adanya unsur
bahaya (dangerous threat) yang dimaleoud dalem Pasal 12 discrtai olch kebutuhan (reasonable necessity) dan
kegeatingan wakiu (fimited time) yang dimaksud dalam Pasal 22,

imly Asshiddiqic, Hukum Tata Negara Darurat, op.cit., hal. 209,
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atau suatw Keputusan Presiden yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan
Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.%

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila
norma hukum itu mefnang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang
dianut oleh suatue negara Seperti dalam pandangan Hans Kelsen mengenai
“erundnorm” atau dalam pandangan Hans Nawiasky tentang
“staatsfundamentalnorm”, pada setiap negara selalu ditentukan adanya
nilai-nilai dasar atau nilai-nilai filosofis tertinggi yang diyakini sebagai
sumber dari segala sumber nilai luhur dalam kehidupan kenegaraan yang
bersangkutan.**

Norma dasar atan Grundnorrm hanya mempunyai fongsi
epistemologis. Secara etimologi, epistemologi merupakan kata gabungan
yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme dan
logos. Episteme artinya pengetahuan, sedangkan logos lazim dipakat untuk
menunjukkan adanya pengetahuan sistematik. Dengan demikian
epistemologi dapat diartikan éebagai pengetahuan sistematik mengenai
pengetahvan. Webster Third New International Dictionary mengartikan
epistemologi sebagai “The Study of method and ground of fmowledge,
especially with reference to its limits and validity”. Paul Edwards, dalam
The Encyclopedia of Philosophy, menjelaskan bahwa epistemologi adalah
“the theory of knowledge.” Pada tempat yang sama ia menerangkan bahwa
epistemologi merupakan “the branch of philosophy which concerned with _
the nature and scope of knowledge, its presuppositions and basis, and the
general reliability of claims 1o knowledge.” Jadi epistemologi adalah
pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. la merupakan salah satu
cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber
pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh

“Mearia Ferida Indrati S., limu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Y ogyakarte:
Kanisius, 2007), hal. 39.

“Bandingkan dengan Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hudum,
(Jakarta: Konstitusi Press, 2006).
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pengetahuan, validitas dan kebenaran pengetahuan*® Epistemologi yaitu
cabang filsafat yang membicarakan tentang asal mula, susunan, metode-
metode, dan sahnya pengetahuan.“’ ;

Hans Kelsen menyatakan bahwa norma dasar sebagai landasan
validitas. Suatu norma yang validitasnya tidak dapat diturunkan dari suatu
norma yang lebih tinggi disebut norma dasar (basic norm). Validitas
semmua norma dapat dilacak pada satu atau beberapa norma dasar yang
membentuk suafu sistem norma atau aturen. Norma dasar ini membentuk,
sebagai sumber bersama, suatu ikatan antara semua norma-norma yang
berbeda yang menjadi isi dari aturan.*’

Bahwa suafu norma adalah milik suatu sistem norma tertentu
dapat diuji hanya dengan meyakinkan bahwa norma tersebut
menderivasikan validitasnya dari norma dasar membentuk tata hukum.
Jadi alasan validitas suatu norma adalah suatu preposisi bahwa terdapat
suatu norma akhir yang valid, yaitu norma dasar. Uraian alasan validitas
norma ini bukan sesuatu penjelasan yang tiada akhir, tetapi berakhir pada
suatu norma tertinggi yang menijadi alassan akhir validitas di dalam sistem
normatif.**

Ajaran stufentheorie yang dikemukakan oleh Hans Kelsen
berpendapat bahwa suatu sistem hukum adalah suatu hierarkis dari hukum
di mana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum
lainnyas yang lebih tinggi. Sebagai ketentuan yang lebih tinggi adalah
grundnorm atau norma dasar yang bersifat hipotesis. Ketentuan yang lebih
rendah adalah lebih konkret daripada ketentuan yang lebih tinggi.*’

Y Asta Qauliyah, Eptstunologl, Sejamh, Pengu'uan, dan Ruang Lingkup,
:/fastagauliyah ¢ D jars ingkup

diunduh 12 Febwuari

“H. Muchsin, Ihtisar Mater! Pokok Filsafat Hukum, (Depok: STIH IBLAM, 2004), hal 9,

“limly Asshiddigie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Konstitusi Press,
2006}, hal. 94. Dalam Hans Kelsen, General Theory of Law and State, translated byr andars wedberg, (newyork:
Russel & Russel, 1961), hal. 110-111.

®Lili Rasjidi dan Ira Thenia Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004), hal. 61,
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Menurut tipe norma dasamnya, dapat dibedakan dua prinsip atau
sistem normatif yaitu sistem statis dan sistem dinamis. Suatu norma adalah
norma tipe statis karena ditentukan norma dasar baﬂ:: validitasnya maupun
materinya. Validitas norma dan kualitas norma ini karena dapat
diderivasikan atau dideduksikan secara logis langsung dari norma dasar
tertentu. Bentuk umum dari norma yang valid berdasarkan nilai
substansinya, adalah norma moral. Norma dasar dari moralitas memiliki
karakter substansi yang statis. Tipe kedua yzitu sistem norma yang
dinamis terdapat pada suatu sistem dimana validitas suatu norma tidak
dapat digantungkan pada isi dari norma itu sendiri, tetapi valid karena
dibuat dengan cara tertentu. Karekter dinamis ini menjadi karakter dari
norma hukum dimana norma dasar dari suatu sistem hukum adalah aturan
dasar yang mengatur pembuatan norma-norma dalam sistem tersebut.*®

Penurunan norma-norma Suatu tata hukum dari norma dasarnya
dilakukan dengan membuktikan bahwa norma-norma khusus telah dibuat
menurut norma dasamya. Terhadap pertanyaan mengapa suatu tindakan
paksaan tertentu seperti fakta bahwa seseorang mencabut kebebasan orang
lain dengan jalan memenjarakannya disebut suatu tindakan hukum,
jawabannya adalah: karena tindakan tersebut ditetapkan oleh svatu norma
khusus, yakni putusan pengadilan. Terhadap perianyaan mengapa norma
khusus ini valid®' sebagai bagian dari swatu tata hukum tertentu,
jawabannya adalah karena norma khusus ini telah dibuat menurut suatu
undang-undang pidana. Undang-undang pidana ini telah ditetapkan oleh
organ yang kompeten menurut cara yang ditentukan oleh konstitusi
tersebut.

Jika bertanya mengapa konstitusi itu valid, mungkin dapat
menunjuk pada konstitusi lama. Akhimya mencapai beberapa konstitusi

%Hang Kelsen, Pure Theory Of Law, translation from the sccond (revised and enlarged) German Edition,
translated by: Max Knight, (Berkelcy, Los Angeles, London: University of California Press, 1967), hal. 195-196,
Pulam Jimly Asshiddigie, op.cit., hal, 95.

$Mengapa konstitusi itu valid? Secara kebetulan kita mengetahui bahwa konstitusi jtu lahir lebih dahulu.
Pada akhirnys kita sxmpai kepada suatu konstitusi yang sccara historis pertama kali ada dan teleh ditetspkan oleh
seseorang individu pemegang kekuasasn atau oleh suatu majelis.
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hingga konstitusi pertama yang ditetapkan oleh individu atau semacam
majelis. Validitas konstitusi pertama adalah presuposisi terakhir, postulat
yang final, di mana validitas semuz norma dalam tat.-a aturan hukum
bergantung. Dokumen yang merupakan wujud konstitusi pertama adalah
konstitusi sesungguhnya, suatu norma mengikat, hanya dalam kondisi
dipresuposisikan sebagai valid®?. Presuposisi inilah yang disebut dengan
istilah trancendental-logical pressuposition.”

Semuz norma hukum adalah milik satu tata aturan hukum yang
sama karena validitasnya dapat dilacak kembali, secara langsung atau tidak
kepada konstitusi pertama. Bahwa konstitusi pertama adalah norma hukum
yang mengikat adalah sesuatu yang dipreposisikan dan formulasi preposisi
tersebut adalah norma dasar dari tata aturan hukum ini. >

Hans Kelsen membahas validitas norma-norma hukum dengan
menggambarkannya sebagai suatu rantai validitas yang berujung pada
konstitusi negara. Jika bertanya mengapa konstitusi itu valid, mungkin
dapat menunjuk pada konstitusi lama. Akhimya mencapai beberapa
konstitusi hingga konstitusi pertama yang ditetapkan oleh individu atau
semacam majelis. Validitas konstitusi pertama adalah presuposisi terakhir,
postulat yang final, di mana validitas semua2 norma dalam tata aturan
hukumn bergantung. Dokumen yang merupakan wujud konstitusi pertama
adalah konstitusi sesungguhnya, suaty norma mengikat, hanya dalam
kondisi dipresuposisikan sebagai valid®®*. Presuposisi inilah yang disebut
dengan istilah trancendental-logical pressuposition.

SHans Kelsen, General Theory of Law and State, translated by: Anders Wedberg, (New York: Russeil &
Russell, 1961), hal. 115.

$Hang Kelsen, Pure Theory Of Law, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition,
Translated by: Max Knight, (Berkeley, Los Angeles, London: University of Califoria Press, 1967), hal, 201 —

HMbid., hal. 99.

%Hang Kelsen, General Theory of Law and Staze, translated by: Anders Wedberg, (New York: Russell &
Russell, 1961), hal, 115.

*Hans Kelsen, Pure Theory Of Law, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition,
Translated by: Max Knight, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1967), bal. 201 —
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Semua norma hukum adalah milik satu tata aturan hukum yang
sama karena validitasnya dapat dilacak kembali, secara langsung atau
tidak, kepada konstitusi pertama. Bahwa konstitusi pertama adalah norma
bukum yang mengikat adalah sesuatu yang dipreposisikan, dan formulasi
preposisi tersebut adalah norma dasar dari tata aturan hukum ini.”’ Kalimat
terakhir jelas menunjukkan adanya dua hal, yaitu norma dasar adalah
presuposisi atas validitas konstitusi pertama. Norma dasar tidak dibuat
dalam prosedur hukum oleh organ pembuat hukum. Norma ini valid tidak
karena dibuat dengan cara tindakan hukum, tetapi valid karena
dipresuposisikan valid, dan dipresuposisikan valid karema tanpa
presuposisi ini tidak ada tindakan manusia dapat ditafsirkan sebagai
hukum, khususnya norma pembuat hukurm.*®

Dalam pelaksanaannya berlakunya suatu norma karena adanya
daya laku (validity), dihadapkan pula pada daya guna (efficacy) dari norma
tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat apakah suatu norma yang ada dan
berdaya berlaku itu berdaya guna secara efektif atau tidak, atau dengan
lain perkataan apakah norma itu ditaati atau tidak. Dalam hal ini dapat pula
terjadi bahwa, suatu ketentuan dalam sebuah peraturan perundang-
undangan tidak berdaya guna lagi walaupun peraturan tersebut masih
berdaya laku karena belum dicabut. Hal ini dapat terjadi apabila dalam
suatu peraturan perundang-undangan  merumuskan ketentuan yang
bertujuan untuk menggantikan rumusan dalam peraturan perundang-
undangan yang lain, tetapi tidak dengan melakukan pencabutan terbadap
ketentuan yang diubah tersebut.*

3.

7K elsen, General Theory, op cir., hal 115
1bid, bal 116, Kelsen, Pure Theory of Law, Op Clit., hal. 195.
¥Maria Farida Indrati S., flmu Perundang-wundangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya, op.cit., hal.
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‘(. Hierarki Peraturan Perundang-undangan
1) Teori Hans Kelsen _
Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans i(elsen
mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (stufentheorie).
Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-
jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam
arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar
pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku,
bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, rorma yang lebih
tinggi berfaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi
lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat
ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar
(Grundnorm).®
Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam suatu
system norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suats norma yang lebih
tinggi lagi, tetapi Norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh
" masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi
norma-orma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu
dikatakan presupposed.®!

(13

2) Teori Adolf Merkl

- Menurut Adolf Merkl suatu: norma bukum itu ke atas ia
bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia
juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum di bawahnya,
sehingga suatu norma hukwm itu mempunyasi masa berdaku
(rechtskracht) yang relative, oleh karena masa berlakunya suatu norma
hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya.
Apabila norma hukumyang berada di atasnya dicabut atau dihapus, pada

“Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (New York: Russel & Russel, 1945), hal. 113.

$1Teori jenjang norma hukmm dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf
merkl yag mengemukekan bahwe sueiu norma hukum itu selale mempunyai dus wajeh (das Doppelic
Rechtsantlitz). :
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dasarnya norma-norma hukum yang berada di bawahnya akan tercabut
atau terhapus pula.* _

Berdasarkan teori dari Adolf Merkl terscbut maka dalam teori
jenjang normanya Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa suafu norma
hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya,
tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi
dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya.“

Dalam hal tata susunan/hierarki system norma, norma yang
tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma
di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi
rusaklah system norma yang berada di bawahnya.

3) Teori Hans Nawiasky

Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen
mengembangkan teori gurunya tentang teori jemjang norma dalam
kaitannya dengan suatu Negara. Hans Nawiasky dalam bukunya yang
begudul “Allgemeine Rechtslehre” mengemukakan bahwa sesuai
dengan teori Hans Kelsen, maka suatu norma hukum dari Negara
manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di
bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih:tinggi,
norma yang lebih tinggi b&laku, bersumber dan berdasar pada notma
yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang
disebut Norma Dasar.**

Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma ifu
berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu Negara
itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokkan norma hukum
dalam suatu Negara itu terdiri atas empat kelompok besar.5®

Maria Farida Indrati, fimu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, op.cit. , hal, 41,
©1bid,, hal 42.
$41bid., bal 44,

SEmpat kelompok nomma terscbut adalah sebagai berikut. Kelompok I: Staatyfiundamentalnorm (Nomma
Fundamental Negara), Kelormpok II: Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara/Aturan pokok Negara), Kelompok
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Kelompok-kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada
dalam tata susunan norma hukum setiap Negara walaupun mempunyai
istilah yang berbeda-beda ataupun adanyaz jumlah nomma hukum yang
berbeda dalam tiap kelompoknya.

4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
Hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Setelah selesainya Perubahan keempat Undang-
Undang Dasar 1945 dan ditetapkannyz Ketetapan MPR Nomor
1/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960
sampai dengan tahun 2002, maka Dewan Perwakilan Rakyat
mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 5
Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan pula tentang jenis
dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7, yeng
dirumuskan sebagai berikut:
_ Pasal 7
(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai
berikut :
8. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;
c. Peraturan Pemerintah;

I: Formell Gesetz (Undang-Undang formal), Kelompok IV: Verordnung and Autonoe Satxing {Afuran
pelaksana dan Aturan otopom),

®Seteleh melalui proses pembahasan, rencangan undang-undang tersehut kemudian disahkan dan
divndangkan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangrn (Lembaran Negars Tahmm 2004 Nomor 53, Tambahen Lembaran Negara Nomor 4389) yang dinyatakan
mulai berlaku pada tanggal 1 November 2004.
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d. Peraturan Presiden;
€. Peraturan Daerah.
(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

meliputi:

a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat
daerah provinsi bersama dengan gubemur;

b. Peraturan Daemh kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan
rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;

c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan
perwakilan desa atan nama lainnya bersama dengan kepala
desa atau nama lainnya.

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengensi tata cara pembuatan Peraturan
Desa/peraturan yang sefingkat diatur dengan Peraturan Daerah
kabupaten/kota yang bersangkutan.

(4) Jemis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(5)  Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai
dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Dalam Penjelasan Pasal 7 dinyatakan bahwa ayat (1), ayat (2)
huruf b dan huruf c, serta ayat (3) adalah “cukup jelas”, sedangkan ayat-
ayat yang lainnya diberi penjelasan sebagai berikut: Penjelasan ayat (2)
huruf a bahwa termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi adalah
Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan
Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.

Sedangkan Penjelasan ayat (4) yaitu bahwa jenis Peraturan
Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara’ lain, peraturan
yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,
Mahkamsh Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia,
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Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk
oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubemur, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang
setingkat. Penjelasan ayat (5) berbunyi bahwa dalam ketentuan ini yang
dimaksud denpgan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan
Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dari sudut isi sebuah Perpu itu mengatur materi muatan Undang-
Undang. Artinya isi Perpu itu sebenamya adalah Undang-Undang yang
dibuat dalam kegentingan yang memakse yang alasan-alasannya
merupakan hak subjektif Presiden. Tetapi justru karena dibuat dalam
keadaan genting itulah UUD 1945 melalui Pasel 22 menyatakan bahwa
“Perpu itu harus mendapat persetujuan dari DPR pada masa sidang
berikutnya,” yang “apabila DPR tidak menyetujuinya maka Perpu itu
harus dicabut atau dibatalken,” tetapi “apabila DPR menyetujuinya maka
Perpu itu ditetapkan menjadi Undang-Undang.” Jadi kewenangan
Mahkamah untuk menguji Perpu yang memang bermaterikan Undang-
Undang itu hanya dapat dilakukan apahijla sudah diuji, dinilai, dibahas,
atau apapun namanya dalam forum politik di DPR dan DPR
menyetujuinya menjadi Undang-Undang. Jika DPR tidak menyetujui
maka Perpu itu dicabut tetapi jika DPR menyetujui maka Perpu itu
ditetapkan menjadi Udang-Undang dan setelah menjadi Udang-Undang
inilah Mahkamah baru dapat melakukan pengujian yudisial atasnya. Di
sinilah letak imbangan bagi “keadaan genting” itu; artinya karena Perpu
berisi Udang-Undang tapi dibuat dalam keadaan genting maka DPR harus
memberi penilaian atau melakukan pengujian politik (political review)
lebih dulu, apakah akan disetujui menjadi Undang- Undang atau tidak.®’

*"Lihat Putusan Perkara Nomor {38/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian Peraturan Pemerintah
Peaggami Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Kuisi Pemberantasen Tindak Pidana Korupsi.
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2. Kerangks Konseptual

Dalam upaya menyamakan pemahaman dan persepsi atas suatu materi

dan terminologi yang dipergunakan dalam penelitian ini, peneliti hendak
menguraikan batasan-batasan atau definisi dari suatu materi dan terminology
tersebut, kirususnya yang terkait dengan permasaahan yang telah diidentifikasi.
Secara sistematis, akan dijabarkan sebagai berikut:

1.

Pembentukan undang-undang adalah proses pembuatan Peraturan
Perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan,
persigpan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan,
pengundangan, dan penyebarluasan.*®

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk
oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara
umum.” )

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.”™
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adaleh Peraturan
Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal
kegentingan yang memaksa.”

Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambehan Berita
Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.™
Politik hukum merupakan kebijaksanaan hukum yang akan atau telah
dilaksanakan secara melihat konfigurasi kekuasaan, kekuatan yang ada di

3 ihat Pasal | angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tshun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Peundang-undangan {Lembaran Negam Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).

% jhat Pasal | engka 2, ibid. *

™Lihat Pasal 1 angka 3, ib/d,
MLihat Pasa! | angka 4, thid.

T ihat Pasa! 1 engka 11, ibid,
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belakang perbuatan dan penegakan hukum itw”  Politik hukum
merupakan kebijakan dari Negara melalui badan-badan Negara yang
berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang
diperidrakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung
dalam masyarakat dan untuk mencari apa yang dicita-citakan.”*

7. Politik Perundang-undangan merupakan kebijaksanaan tentang penentuan
isi atau obyek pembentukan peraturan perundang-undangan.”

8. Salah satu kewenangan Presiden yaitu, dalam hal ikhwal kegentingan yang
memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai
pengganti undang—undang.” Peraturan pemerintah itu harus mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut,
da.n jika tidak mendapat persetujuan, maka persetujuan, maka peraturan
pemerintah itu harus dicabut.”’

9. Mekanisme pengajuan Perpu yaitu: ™
a. Peraturan Pemerintah Pengpganti Undang-Undang harus diajukan ke

Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut;

b. Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk
pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang;

c. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak
- Dewan Perwakilan Rakyat, maka Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang tersebut tidak berlaku;

d. Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak
Dewan Perwakilan Rakyat, maka Presiden mengajukan rancangan undang-

PMoh. Mahfud MD., Politik Hidn di Indonesia, Jakerta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1998.

MSoedarto, Perkembangun lmu Hukum dan Politik Hukum, Majalah Hokum dan Keadilan, Nomor §
Tahun V11, Januari-Februari 1979. -

"Satyn Arinanto, Politik Huhum: Kumpulan Moteri Kulich Tihun Akademik 2008-2009, Fakultas Hukum,
Pasca Sarjana Universitas Indonesia

*Lihat Pasal 22 ayat (1) UUD 1945,
TLihat Pasal 22 ayat (2) dan eyat (3), ibid.
MLihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, op.cir..
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undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-
undang tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan
tersebut.

10. Hukum Tata Negara Darurat” dalam arti “nood-staatsrecht” itu kadang-
kadang dibedaken dari pengertian Hukum Tata Negara Darurat dalam arti
“staatsnoodrecht”. Sementara itu, menurut sejarahnya, Hukum Tata Negara
Darurat di Indonesia sejak zamen Hindia Belanda dibedakan dalam tingkatan
darurat dan darurat perang. Pembedaan demikian tercermin dalam pengaturan
oleh Regeling op de Staat van Qorlog en van Beleg (Regeling SOB) Hindia
Belanda lama yang membedakan antara pengaturan dalam Bab II Pasal 5
sampai dengan Pasal 33 dari pengaturan yang terdapat dalam Bab III Pasal 34
sampai dengan Pasal 37.%°

E. Metode Penelitian .

Metode peneclitian yang tepat untuk permasalahan di atas ialah metode
penelitian hukum normatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Soetjono Soekanto
dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum,
penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian tethadap taraf sinkronisasi
vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.®! |

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder
melalui studi kepustakean dan studi dokumen. Jenis data yang digunakan dalam
penelitian adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari
bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam kajian ini diperoleh dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bagen hukum tersier. Yang dimaksud

®Herman Sthombing, Hukum Tata Negara Darurat dr‘xfndanala, (Jakarta: Djambatan, 1996), hal. 26.

YPagal 5 sampai dengan Pasal 33 mengatur mengenai negara dalam keadaan perang dengan segala syarat
dan akibat-akibatnya, sedangkan Pasal 34-Pasal 37 mengatur mengensi kedudvkan hukum tata negara darurat
dalam tingkat keadasn darurat dalam erti “Staat van Beleg ™ dengan kedudukan beserta akibat-alabatnys.

YSoerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinfauan Singkat, (Jakarta: CV.
Rajawali, 1985), hal. 34-35, dan 41.
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dengan ketiga bahan hukum tersebut dalam penelitian ini mencakup buku-buku
termasuk kamus dan berbagai sumber lainnya seperti; artikel; majalah ilmiah; surat
kabar; tesis, disertasi dan data/sumber yang tidak diterbitkan; kasus pengadilan;
bahan-bahan dari internet; peraturan dasar dan peraturen perundang-undangan; dan
bahan-bahan lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini.®

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri
dari peraturan perundang-undangan yang terkait. Bahan hukum sekunder

. merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan
dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain
risalah peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, dan pendapat
ahli hukum. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bshan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, antara lain meliputi kamus dan ensiklopedia.®?

Adapun pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approach).
Pendekatan perundang-undangan digunakan karena dalam menganalisa
permasalahan, yang akan diteliti adalah berbagai aturan bukum atau perundang-
undangan terkait yang menjadi sumber acuan dalam penelitian®.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan secara deskriptif
analitis, Maksudnya, fakts-fakta yang ada dideskripsikan kemudian dianalisis
berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju
pada pemecahan masalah yang ada Pelaksanaan Metoda deskriptif ini tidek
terbatas hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi
meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri. Selanjutnya sebagai
cara untuk menarik kesimpulan dari data-data yang terkumpul dipergunakan
metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan menginterpretasikan,
menguraikan, menjabarkan, dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan
tujuan penelitian,

Ribid.
Urbid.

Yelerine JLK, Metode Penelitian Hukum, Kumpulan Materi Kuliah, (Jskarts: Pasca Sarjana Fekultas
Hukum Universitas Indonesia), 2009, hel. 415,
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F. Sistematika Penulisan

Dari metode penelitian yang disampaikan diatas dan oleh karena penelitian
ini sebagai bentuk dari suatu kegiatan ilmiah, maka diperlukan sistim atau
sistimatika®® dalam pengorganisasian keterangan-keterangan/ data/bahan/hasil
penelitian.

Dalam laporan penelitian, sistematika penulisan dibagi dalam lima bab
yaitu:

Bab [ berisi mengenai latar belakang penelitian, pokok permasalahan,
maksud dant ujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, serta
metode penelitian yang digunakan.

Bab II berisi peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam sistem
hukum mnasional dan akan diuraikan mengenai peraturan pemerintash pengganti
undang-undang dalam konstitusi, pengertian peraturan pemerintah pengganti
undang-undang ,syarat materiil dan formil penetapan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang, - serta -materi muatan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang, Selain itu juga akan diuraikan mengenai persyaratan dipenuhinya
kriteria hal ihwal kegentingen yang memaksa, keberlakuan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang, dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
dalam hierarkhi peraturan perundang-undangan.s

Bab III berisi tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan Jaring Pengaman
Sistem Keuangan dan akan diuraikan mengenai tujuan jaring pengaman sistem

YUntuk memberikan penjelasan mengapa suatu sistim atau sistimatika itu diperlukan dalam penclitian,
berikut disampaikan penjelasan dari Soejono Soekanio:

... Schingga, pada sefiap upaya yang dapat dikwalifikasikan sebagai suatu kegiatan ilmiah,
pertanyaan  yang periama-tama disjukan adalah sistim dan metoda yang menjadi pedoman
pengerahannys Suatu sistim ateu sistematika, merupakan susunan yang teratur daripada hubungan-
hubungan yang ada pada suatu realita, susunen mang merupakan suatu kesatuan atau kebulatan. ... Oleh
karena lazimnya setiap ilmu pengetshuan memulsi dengan berusaha untuk merumuskan suatu definisi
tentang apa yang dijedikannys sebagai ohyek peninjanan atau obyek studi. Biesanys, obyek studi
tersebut disusun menurut pole tertefitu, sehingga perbedasnnya nyata dengan obyek-obyek studi lainnya.

Kiranys depallah dinyatekan, bahwa upays-opaye mengadakan sistematika, sudah merupakan
awal darl suatu kegiatan jlmish. Di satu pihak hal ity merupakan suatu hasgil deri upaya-upaya untuk
menemukan azas-azas pengaturan, dan di lain pihak sistematika tersebut dapat dipakai sebagai titik tolak
bagi ussha-yssha untuk mengungkepkan kecbenmmn-kebenaran kelak di kemudian heri. Artinya,
gistematika merupaken hasil usaha daripada pengorganisasian keterangan-keterangmn, untuk membuka
perspektif bagi ussha-ussha mengadaken eksplorasi yang barue. ( Lihat, Soejono Sockanto, Pengantar
Penelitian Hukum, op.cit., hal13-14, )
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kevangan, ruang lingkup jaring pengaman sistem keuangan, latar belakang
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, serta sistematika Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem
Keuangan.

Bab IV berisi implikasi yuridis terhadap pencabutan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang dan akan diuraikan mengenai mekanisme pembentukan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang, -proses pembentukan peraturan

- pemerintah pengganti undang-undang proses penetapan dan pengundangan per-
aturan pemerintah pengganti undang-undang, serta hubungan antara pengundangan
dan daya ikat. Selain itu juga akan diuraikan mengenai mekanisme pembahasan
rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang, proses pemberian persetujuan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, serta implikasi yuridis terhadap
pencabutan dari peraturan pemerintah pengpanti undang-undang yang tidak
mendapatkan persetujuan dari dewan perwakilan rakyat khususnya terhadap
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Bab V berisi mengenai kesimpulan dan saran.
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BABII
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

A. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Konstitusi
1. Pengertian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan kegiatan negara
dan pemerintahan dalam keadaan darurat itu dalam bahasa Inggris disebut
“material law” atau “emergency legislation”. Dipandang dari segi isinya,
peraturan demikian sebeltamya merupakan '“legisiative act’ atau undang-
undang, tetapi karema keadaan darurat tidak memungkinkan untuk
membahasnya bersama-sama dengan parlemen, maka kepala pemerintahan
¢ksekutif menetapkannya secara sepihak tanpa didahului oleh persetujuan

parlemen, yaitu dalam bentuk peraturan yang khusus yang disebut “martial
» “

rF ¥

emergency law”, atau “ emergency legislation™,
Perkataan “peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”
ayat (1) tertulis dengan huruf kecil.)” Dengan demikian, perkataan “peraturan
pemerintah sebagai pengganti undang-undang' tersebut tidak menunjuk
kepada'mm nama tertentu.

Demikian pula perkataan “peraturan pemerintah”,®® menunjuk kepada
pengertian bahwa 'jperarx;;'au pemerintah sebagai pengganti undang-undang’

itu merupakan salah satu bentuk peraturan pemerintah yang juga bukan
89

law”

sebagai nama.

YJimly Asshiddigie, HukumTata Negara Darurat, op.cit, hal, 281,

$7Lihat Pasal 22 UUD 1945 yang berbunyi:
(1) Dalam hal jhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak mencizpkan peraturan pemerintah scbagai
pengganti undang-umdang.
(2) Peraturen pemerintah ity harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka pemturan pemerintah it harus dicabut)

8] jhat Pasal 5 Ayat (2) den (3), ibid.

YArtinys, ada peraturan pemerinteh scbegaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945 yaitu,
“Presiden menetapkan peraturan pemerintak untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinpa.” Ada
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Namun, dalam perkembangan praktik, istilah-istilah peraturan yang
tersebut di atas telah dipakai sebagai kelaziman, yaitu peraturan pemerintah
yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) dinamakan Peraturan Pemerintzh (PP),
sedangkan peraturan pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 22 dinamakan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang disingkat PERPU atau
PERPPU. Sebenarnya, karena istilah “peraturan pemerintah sebagai
pengganti undang-undang’ itu bukan nama, dengan undang-undang namanya
dapat saja disebut, misalnya Undang-Undang darurat (UU darurat) atau PP
Khusus atau dengan nama lain. UUD RIS Tahun 1949 dan UUDS 1950 juga
menggunakan istilah Undang-Undang darurat. Namun, karena istilah Perpu itu
sudah menjadi kelaziman yang telah dikukubkan dalem berbagai peraturan
perundang-undangan yang ada selama ini, kita terima saja bahwa nama
peraturan yang dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945 itu adalah Perpu
(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang).”

2. Syarat Materiil dan Formil Penetapan Perataran Pemerintah Pengganti

Undang-Undang

Syarat materiil untuk penetapan Perpu itu ada tiga, yaitu:

a. ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak atau “reasonable necessity,

b. waktu yang tersedia terbatas (fimited time) atau terdapat kegentingan
wakty; dan

c. tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar (beyond
reasonable doubt) alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi
keadaan, schingga penetapan Perpu merupakan satu-satunye cara untuk
mengatasi keadaan terscbut.””

pula peraturan pemesintah yang berfungsi sehagai pengganti undang-undang schagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945.

4 ihat Jimly Asshiddiqie, HukumTata Negara Darurat, op.cir.
' Apabila ketign syarat terschut telsh terpenuhi, dengan sendirinym Presiden selaku kepala negara dan

sckaligus kepala pemerintehen dapat menetapkem Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sesuai
dengan kewenangan konstitugional yang dimilikinya untuk mengatuf hal-hal yang diperlukan dalam rengks
menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan uegare dan roda pemerintahan yang dipimpimmya.
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Dalam konteks Indonesia, beberapa syarat formil yang harus dipenuhi
untuk pemberlakuan suatu keadaan darurat atau keadaan bahaya (state of
emergency, state of exception, etat de siege) adalah sebagai berikut.”?

a. Pemyataan atau deklarasi berlakunya keadaan darurat itu harus
dituangkan dalam bentuk tertentu, yaitu dengan Keputusan Presiden,
sedangkan pengaturan materiil yang diperlukan dalam keadaan darurat
tersebut dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu) sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945.

b. Pejabat yang secara konstitustonal berwenang untuk menetapkan dan
mengatur keadaan darurat itu hanya Preslden, bukan pejabat yang lain.

c. Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu) yang dimaksud di atas disahkan dan
ditandatangani oleh Presiden serta diundangkan dalam lembaran negara
sebagaimana mestinya.”

d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) hendaklah
menentukan dengan jelas ketentuan-ketentusn undang-undang apa saja
yang dikesampingkan oleh berlakunya Perpu tersebut.

e. Peraturan Presiden (Perpres) yang dimaksud harus menentukan dengan
jelas wilayah hukum berlakunya dalam wilayah Republik Indonesia.
Misalnya apakah perpu itu berlaku untuk seluruh wilayah nasional atau
hanya berlaku di daerah tertentu saja, seperti hanya di provinsi tertentu
atau di kabupaten tertentu.

f. Perpu dan Perpres dimaksud di atas harus pula menentukan dengan pasti
lama masa berlakunya keadaan darurat tersebut. Jika pembatasan
semacam itu tidak ditepgaskan, berarti keppres atau Perpu tersebut hanya
berlaku selama masa persidangan DPR sampai dengan dibukanya kembali
masa persidangan herikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
UUD 1945.

RJimly Asshiddigie, HukumTata Negara Darurat, op.cit, hal. 80.

9Lihat Pesal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentuken Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389),
op.ciL.
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g. Segera setelah diberlakukan, Perpu harus diajukan kepada DPR untuk
mendapatkan persetujuan sebagaimana mestinya. Jika dalam masa
persidangan yang bersangkutan, DPR tidak atsu belum menyatakan
persetujuannya, Perpu itu harus dinyatakan dicabut oleh Presiden.*

Keadaan darurat (state of emergency, etat de siege) atau keadaan
pengecualian (state of exception) itu dapat pula dikaitkan dengan teori Colm

Campbell mengenai “seven levels of coersion by the state”.”

3. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Materi yang dapat dan perlu dimuat dalam Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentunya tergantung kebutuhan yang
dihadapi dalam praktik (the actual legal necessity). Bahkan, ketentuan tertentu
yang menyangkut perlindungan hak asasi manusia yang dijamin dalam
Undang-Undang Dasar dapat saja ditentukan lain dalam Perpu tersebut
sepanjang hal itu memang dimaksudkan untuk mengatasi keadaan darurat
guna melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.*®
Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang:*’
a. mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:

1. hak-hak:asasi manusia;

2. hak dan kewajiban warga negara;

MSemua hal yang diuraikan tersebut di atas berlaku sebagai prinsip-prinsip hukum dalem kondisi negara
berada dalam keadaan darurat (stote of emergency, etat de siege, state of exception). Sementara itu, dalam keadasn
normal (rormal state), norma hukumnya berlaku seperti biesa, yaitu berlaku untuk wmum dan bersifat tetap.
Demikian pula dengan keberadasn lembage-lembege hukum dan lembaga-lenbage penyelenggera kekuasaan
negara pada ymumnya, sermanya diharusken berfungsi atau menjalankan kekussaannya sebagaimana scharusnya
menurut konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya

%Lihat Colm Campbell, Emergency Law in Ireland, 1918-1925, Sweet & Maxweil, 1995; lihat G.R. Ruhin,
Law Quarterly Review, 1995, T (July), hal. 526-530.

* %Tentu saja, Perpu dan semua ketentuan yang tercantum di dalamnya, tetap terbuka dan tunduk kepada
pengujian oleh pengadilan (udicial review) sehingga konstitusionalitasnya, baik secara materiil maupun secara
formal, tetnp dapat dipertanggungjawabkan seczra hukum.

¥Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negera Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389),
op.cit.
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3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian
] kekuasaan negara;

4. wilayah negara dan pembagian daerah;

5. kewarganegaraan dan kependudukan;

6. keuangan negara,
b. diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-

Undang,

Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama

dengan materi muatan Undang-Undang.”®

B. Persyaratan Dipenuhinya Kriteria Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa

1. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS)
Tahun 1949
Dalamm Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD-
RIS) Tahun 1949, istilah yang dipakai adalah keadaan yang mendesak dan
undang-undang darurat. Pasal 139 Ayat (1) menyatakan, “Pemerintah berhak
atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat
untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pq}nenntahan federal yang karena
keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.” Ketentuan yang
sama ini diadopsikan pula dalam UUDS 1950, yaitu pada Pasal 96 Ayat (1)
yang berbunyi, “Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri
menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan
' pemerintahan yang karena keadaan-keadsan yang mendesak perdu diatur
dengan segera.”
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945), ketentuan mengenai ini diatur dalam dua pasal, yaitu Pasal
12 dan Pasal 22.

%] ihat Pasal 9, Undmg-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangen (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tembahan Lembaran Negara Nomor 4389), op.cil.

#Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Derurat, op.cit., hal 205,
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1. Pasal 12 menyatakan, “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat

dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.”

2. Pasai 22 Ayat (1) menyatakan, “Dalam hal ihwal kegentingan yang
memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai
pengganti undang-undang.”

Dari kedua ketentuan di atas, dapat diketahui adanya dua kategori
keadaan menurut UUD 1945; yaitu:

1. keadaan bahaya, dan

2. hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Istilah (Tegal terms) yang dipakai dalam kedua pasal tersebut jelas
berbeda. Istilah yang pertama menggunakan istilah “keadaan bahaya” yang
tidak lain sama dengan pengertian keadaan daruret (State of emergency),
sedanpgkan yang kedua memakai istilah “hal ihwal kegentingan yang
memaksa ", Apakah kata “hal ihwal” itu sama dengan pengertian “keadaan’’?
Keduanya tentu tidak sama. Keadaan adatah strukturnye, sedangkan hal ihwal
adalah isinya. Namun, dalam praktik, keduanya dapat mengandung makna
praktis yang sama. Oleh karena itu, keadaan bahaya kadang-kadang dianggap
sama dengan hal ihwal yang membahayakan, atau sebaliknya, hal ihwal yang
membahayakan sama dengan keadaan bahaya.'®

Segala sesuatu yang “membahayakan” tentu selalu memiliki sifat
yang menimbutkan “kegentingan yang memaksa”, tetapi segala hal ihwal
kegentingan yang memaksa tidak selalu membahayakan. Jika demikian, berarti
kondisi kegentingan yang memaksa itu lebih Inas daripada keadaan bahaya.'®
Beberapa hal yang dapat dikemnukakan sehubungan dengan perbedaan di antara
kedua ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Pasal 12 mengatur
mengenai kewenangan Presiden sebagai kepala negara (head of state),
sedangkan Pasal 22 berada dalam ranah (domain) pengaturan, yaitu berisi

1%7hid, hal 206.
110leh karena itu, kedua istilah “keadoan bakaya” dan “hal ifwal kegentingan yang memaksa” tersebut

dapat dibedakan satu dengan yang lain. Dengen adanya pembedagn itu, wajar apabila penetapan suatu peraturan
pemerintsh scbagai pengganti undzng-mdang berdasarian ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 tidak harus
didahului olch suatu deklarasi keadaan derurat. Sementara itu, pelaksanasn ketentusn Pazal 12 ULJD 1945
mempersyaratkan dilakukannya deldarasi atau proklamasi resmi dalam rangke pemberiakuan keadaan bahays itu
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norma pengecualian atas fungsi kekuasaan legislatif. Kewenangan untuk
menyatakan kondisi negara dalam keadaan bahaya atau melakukan
“declaration Lof a state of emergency” berada di tangan Presiden selaku kepala
negara, meskipun pengaturan mengenai keadaan bahaya, termasuk syarat
pemberlakuan, pengawasan terhadap pelaksanaannys, dan tata cara
mengakhirinya, harus terlebih dulu diatur dengan undang-undang atau
setidaknya diatur dalam undang-undang (bij de wet geregeld of in de wet
geregeld), tidak boleh dengan peraturan yang lebih rendah daripada undang-
undang,'® .
Kedua, seperti telah diuraiken di atas, keadaan dan hal ihwal
kegentingan yang memaksa yang dimaksud dalam Pasal 22 tidak identik atau
tidak sama dengan keadaan bahaya yang dimaksud dalem Pasal 12. Keadaan
bahaya yang dimaksud dalam Pasal 12 boleh jadi termasuk kategori keadaan
atau hal ihwal kepentingan yang memaksa seperti yang dimaksud oleh Pasal
22. Akan tetapi, alasan kegentingan yang memaksa menurut Pasal 22 tentu
tidak selalu merupakan keadaan bahaya seperti yang dimaksud Pasal 12.
Artinya, keadaan atau hal jhwal kegentingan yang memaksa menurut Pasal 22
itu lebih luas cakupan maknanya daripada keadaan bahaya menurut Pasal 12.'%°
Keadaan bahaya dapat dianggap sama dengan hal jhwal yang membahayakan,
atau sebaliknya, hal jhwal yang membahayakan juga merupakan keadaan yang
membahayakan. Akan tetapi, hal thwal kegentingan yang memaksa itu tidak
selalu membahayakan. Segala sesuatu yang “membahayakan” tentu selalu
bersifat “kegentingan yang memaksa”, tetapi segala hal jhwal kegentingan
yang memaksa tidak selalu membahayakan. '®

YZgementam itu, materi yang diatur dalam Pasal 22 berada dalam ranah fungsi kekuasaan legislatif, yaitu

mengenai kewenangan Presiden untuk menetapksn peraturan pemerintah scbagai pengganti undang-undang
(perpu), epabila terpenuhi syarat-syarat untuk itu, yaitu edanya hal ihwal ateu keadasn kegentingan yang memsaksa.

"™ Dalam setinp keadaan bahaya, Presiden berhak menctapkan peraturan pemerintsh schagai pengganti

undang-undang.  Sebaliknya, tidak setiap kali Presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-
undang berarti negara berada dalam keadaan bahaya.

1™ QOleh karena itu, dalzm keadaan bahaya menurut Pasal 12, Presiden dapat menetapken Perpu kapan eaja

diperiukan. Akan tetapi, penctapan Perpu oleb Presiden tidak selatu harus berarti ada keadaan bahaya lebih dulu,
Artinys, dalem kondisi negara dalam kesdaan normal pun, epabila memang memenuhi syarat, Presiden dapat saja
menetapkan suatu Perpu
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Ketiga, ketentuan mengenai “keadaan bahaya” yang ditentukan

dalam Pasal 12 Jjelas lebih menekankan sifat bahaya yang mengancam
_ (dangerous rhreat), sedangkan “kegentingan yang memaksa” dalam Pasal 22

lebih menekankan aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau
kemendesakan yang terkait dengan persoalan waktu yang terbatas. Di satu
pihak ada unsur “reasonable necessity”, tetapi di pihak lain terhadap kendala
“limited time.” Dengan demikian, terdapat tiga unsur penting yang secara
bersama-sama membentuk pengertian keadaan babaya yang menimbulkan
kegentingan yang memaksa, yaitu:
1. unsur ancaman yang membahayakan (dangerous threat);
2. unsur kebutuhan yang mengharuskan (reasonable necessity); dan -
3. unsur keterbatasan waktu (fimited time) yang tersedia.'®

Namun, agar semua tindakan tetap berada dalam koridor hukum, di
masa keadaan tidak normal itu diperlukan juga kerangka hukum yang tersendiri
dengan membentuk peraturan yang berbeda. Itu sebabnya Pasal 12 UUD 1945
mengharuskan dibentuknya undang-undang tersendini yang mengatur keadaan
bahaya atau darurat itu, dan Pasal 22 Ayat (1) menentukan bahwa dalam
keadaan yang semacam ifu, diperbolehkan membentuk peraturan khusus yang
disebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).'®

Keempat, Pasal 12 mempersyaratkan ditentukannya syarat-syarat
objektif untuk pemberlakuan, pengawasan, dan pengakhiran suatu keadaan
bahaya itu, sedangkan Pasal 22 tidak menentukan adanya syarat-syarat objektif .
semacam itu, kecuali menyerahkan pelaksanaan sepenuhnya kepada Presiden
untuk menilai sendiri apakah kondisi negara berada dalam keadaan genting dan
memaksa atau terdapat hal ihwal kegentingan yang bersifat memaksa untuk

'%Jika ketiga unsur tersebut ada, keadaan negera dapat dikatakan berada dalam kondisi berbahaya atau
darurat (emergency, d'siege). Keti unsur tersebut di atas sama-sama merupaken persysratan logis untuk
diberlakuknnnyn keadaan darurat dengan melakukan tindakan-tindaken yang berada di luar norma hukum yang
berlaku dalam keadaan normal (prdinary law).

1%Namnn demikian, Pasal 22 hanya menekankan aspek-aspek kegentingan yang memaksa, yaitu unsur
‘regsonable necessity dan ‘limited ftime’, dan tidak menckankan sifat bahayanys ancamsan {dangerous threat).
Dalam keadasn darurat, dasar logis untuk membuat pengatursn yangj bersifat khusus itu adelah harus adanya
unsur bahaya (dangerous threat) yang dimeksud dalam Pasal 12 disertai oleh kebutuhan (reasonable necessity)
dan kegentingan waktu (Jimited fime)} yang dimaksud oleh Pasal 22. Akan tetapi, untuk membust peratrren yang
bersifat khusus yang dinamakan Perpu itu tidak selalu herus mempersyaratian adamya ancaman bahaya atau bahwa
negara dinyatakan dulu berada dalem keadaan bahaya seperti yang dimsksud olch Pasal 12
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ditetapkannya suatu peraturan pemerintsh sebagai pengganti undang-undang
(Perpll).m?

2. Ketentuan Dalam UUD 1945

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1). UUD 1945 dinyatakan
bahwa dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Dalam
penjelasannya  disebutkan bahwa pasal ini adalah mengenai
“noodverordenings recht.” Ungkapan yang berbunyi *... dalam hal ikhwal
kegentingan yang memaksa ...,” menimbulkan kesan seolah-olah peraturan
pemerintah pengganti undang-undang itu dibuat berhubung dengan adanya
keadaan bahaya. Walaupun sama sekali tidak ditolak kemungkinan terjadinya
memang disebabkan adanya keadasn bahaya, tetapi dari sebagian besar
peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang pemsah ada, ternyata
tidak menunjukkan adanya hubungan dengan keadaan bahaya.'®® Oleh sebab
itu, niscaya yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa adalah
keadaan yang mendesak, sehinggn pemerintah perlu bertindak cepat membuat
peraturan yang berderajat undang-undang dengan tidek melalui cara-cara
scbagaimana biasanyas seperti membuat Undang-undang, yakni tidak
menunggu persetujuan DPR lebih dulu.'® !

Undang-undang dasar sementara mempergunakan istilah undang-
undang darurat terhadap hal yang same dengan peraturan pemerintah =
pengganti undang-undang dalam UUD 1945. Pemakaian perkataan “darurat”
dalam undang-undang darurat, dapat menimbulkan kekeliruan pengertian
dengan hukum/hak darurat negara. Hukum/hak danirat negara adalah
staatsnoodrecht, yang berbeda dengan noodverordenings recht yang menjadi

"Dengan periataan lain, Pasal 12 UUD 1945 mengatur mengenai penilaian yang bersifat objektif dari
Presiden apakah suatu situasi dan kondisi negara telah berada dalam keadasn bahaya atau tidak berdasarkan
ukuran-ukuran objektif yang telah ditentukan dalam undang-undang.

1% Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, Asas-asas Hukum Tata Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1991), hal.53.

1%Selain itu juga disertai dengan sysrat harus disahkan DPR dalzm persidangan berikutnya, atau jike tidak
mendspst persciujusn maka peraturen pemerintah penggmti undang-tmdang itu harus dicebut Jadi, yang
merupaken titik berat tekanm adalzh masalah prosedur pembuatanmya dan bukan keadaan baheya.
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dasar baik bagi undang-undang darurat {UUDS) maupun peraturan pemerintah

pengganti uadang-undang (UUD 1945).'"°

Pada noodverordeni;:gsrechr, adalah karena keadaan yang mendesak
yang menyebabkan penguasa menyimpang dari cara-cara biasa pembuatan
peraturan perundangan yang berderajat undang-undang. Menurut sistem UUD
1945, landasan hukumnya adalah pasal 22 UUD 1945.

Pada staatsnoodrecht, adalah karena negara dalam keadaan bahaya
yang menyebabkan penguasa bertindak menyimpang dari peraturen sehari-
hari. Staatsnoodrecht, dibedakan dalam dua hal: ™!

a. Staatsnoodrecht yang konstitusiopal atau disebut juga staatsnoodrecht
yang objektif Dalam hal ini kemungkinan timbulnya bahaya yang
mengancam negara, telah dapat dibayangkan terlebih dulu, sehingga telah
disediakan peraturan-peraturan yang dapat diperlakukan jika benar-benar
timbul keadaan bahaya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun
1959 tentang Keadaan Bahaya, yang telah memperoleh perubahan dengan
Undang-Undang Nomor 52 Prp Tahun 1960. Undang-undang tersebut
menurut sistem UUD 1945, telah dibuat berdasarkan Pasal 12 UUD
1945.112 .

b. .Staatsnoodrecht yang ekstra konstitusional atau disebut juga staars-
noodrecht yang subjektif. Dalam hal ini keadaan hahaya yang timbul
belum dapat dibayangkan kemungkinannya sebelumnya. Sehingga dalam
menghadapinya tidak mungkin diperlakukan tindakan-tindakan berdasar
pada peraturan-peraturan yang telah dipersiapkan sebelumnyn, sebab itu
dikatakan ekstra konstitusional. Tindakan penguasa adalah semata-mata
tergantung pada penpguasanya sendiri, sebah itu disebut subjektif.

11°4 bu Daud Busroh dan Abu Bakar Bustoh, ep.cit.

"'Juniarto, Selayang Pandang Temtang Sumber-sumber Hukum Tata Negara di Indonesia, Liberty,
Yogyakarts, 1981, hal. 115,

"2 Dikatakan konstitusional scbab tindakan penguasa didasarkan pada peraturan yang telah dipersiapkan
terschut jika negera dalam keadnaen bahaya Discbut objektif schab syurat-gyarat dan akibat-akibatnya dari tindakan
penguasa, adalah didasarkan pada wkuran-ukuran schagaimana telah diatur dalem undang-undang yeng telah
dipersiapkan tersebut.
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Walaupun sifat tindakan penguasa adalah subjektif, tetapi harus pula
didasarkan pada pertimbangan objektif di luar peraturan. H3

Penyebutan undang-undang seperti di atas, seringkali nampak adanya
huruf yang dicantumkan di belakang nomor undang-undang yang
bersangkutan, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 52 Prp Tahun 1960.
Tanda huruf “Prp” di belakang Nomor 52 tersebut menunjukkan arti bahwa
Undang-Undang Nomor 52 Prp Tahun 1960 tersebut adalah berasal dari
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 52 Tahun [960, yang
setelah disahkan menjadi Undang-undang disebut Undang-Undang Nomor 52
Prp Tahun 1960. Demikian pula tanda huruf ‘Prps” dan “Pnps” yang sering
diketemukan tercantum di belakang nomor suatu undang-undang, berarti
bahwa undang-undang yang bersangkutan masing-masing adalah bekas
“peraturan presiden” dan bekas “penetapan presiden”, yang berdasarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 sebagai pelaksanaan dari Ketetapan
MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali produk-produk
legislatif negara di luar produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945,
kemudian disahkan menjadi undang-undang.

2. Hukom Tata Negara Darurat'* ’

Menurut sejarahnya, Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia sejak
zaman Hindia Belanda dibedakan dalam tingkatan darurat dan darurat perang.
Pembedaan demikian tercermin dalam pengaturan oleh Regeling op de Staat
van Oorlog en van Beleg (Regeling SOB) Hindia Belanda lama''® yang
membedakan antara pengaturan dalam Bab II Pasal 5 sampai dengan Pasal 33
dari pengaturan yang terdapat dalam Bab III Pasal 34 sempai dengan Pasal 37.

"BAntara lain bshwa tindakan terscbut harus benar-bensr dapat dimaklumi edalsh demi kepentingan
menyclamatkan negara/hangsa dar ancamsn bahaya, di semping tindakan yeng dilakukan pengussa yang
bersangkutan herus pula seimbang dengen sifat bahayanya. Tindakan penguasa dalam hal ini tidak berdandaskan
pada hukum positif, melainkan pada asas hukum alam yakni szlus populi supreme lex (kepentingan rakyat adalah
merupakan hukum yang tertinggi). Sebagni contohnya adalah Dekrit 5 Juli 1959.

140leh para sarjans, Hukum Tata Negara Darurat dalam arti “nood-staatsrechs” itu kadang-kadang
dibedakan dari pengertisn Hukum Tata Negara Darurat dalam arti “staatsnoodrecht”,

151 ihat Staatsblad 1939 Nomor 582
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Pasal 5-Pasal 33 mengatur mengenai negara dalam keadaan perang dengan
segala syarat dan akibat-akibatnys, sedangkan Pasal 34-Pasal 37 mengatur
mengenai kedudukan hukum tata negara darurat dalam tingkat keadaan darurat
dalam arti “Staat van Beleg " dengan kedudukan beserta akibat-akibatnya.''s

Menurut Herman Sihombing, Hukum Tata Negara Darurat (HTN
Darurat) itu merupakan Hukum Tata Negara dalam keadaan bahaya atau
darurat, yaitu sebagai rangkaian pranata dan wewenang negara secara luar
biasa dan istimewa, untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. dapat
menghapuskan keadaan darurat atau bahaya yang mengancam, ke dalam
kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan
biasa.!"” Istilah Hukum Tata Negara Darurat (HTN Darurat) itu dipakai
sebagai terjemahan perkataan “staatsnoodrecht” yang membahas mengenai,
hukum negara darurat atau negara dalam keadaan bahaya (nood) itu.

Oleh sebab itu, harus dibedakan antara “staatsnoodrecht' dan
“noodstaatsrecht. Perkataan “nood” dalam “staatsnoodrecht” menunjuk
kepada keadaan darurat negara, sedangkan “nood’ dalam “staatsrecht’
menunjuk kepada pengertian keadaan hukumnya yang bersifat darurat.!'®
Dengan demikian, pengertian hukum yang dimaksud dalam “staatsnoodrecht
lebih luas daripada “noodstaatsrecht yang hanya menyangkut hukum tata
negara saja.!'® Kedua istilah ini, misalnya, digunakan oleh W.F. Prins'”® yang
membedakan antara “subjectieve staatsnoodrecht yang tidak tertulis,
“objectieve staatsmoodrecht yang tertulis, dan ‘“noodstaatsrecht yang
menunjuk kepada pengertian hukum tata negara yang bersifat tertulis. Ketiga
istilah itu diusulkan oleh Kabul Arifin dkk diterjemahkan ke dalam bahasa

"®Herman Sihomhing, Hihwm Tata Negara Darurat di Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1996), hal, 26,
Wiid, hal. 1.
"Di samping itu, pokok soal dalem “woodstaarsrecht sdalsh ‘“waatsrecht’, sedangkan dalam

“staatsnoodrecht adalah “staatsnood”. Artinyn, yang dipersoalkan dalam istilab “moodstaatsrechs itu adalah
“hukum tata negaranya yang berada dalam keadaan darurat”, sedangkan dalam istilah “staatsroodrechr negaranya
yang berada dalam keadaan darurat sehingga hukum yang berlaku adalah hukum yang memang dimaksudkan
untuk berlaku dalam keadaan darumat,

19K abul Arifin dkk, op.cir., hal 28-29.
1209 F. Prins, Buitengewone Regelingsbevoegdheden in het Indische Staatsrechs, (Ind Tijdschrift van het

Recht, 1941), hal. 353-391.
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Indonesia dengan menggunakan istilah yang lebih mudah dimengerti. Istilah
“staatsnoodrecht dalam arti subjektif dan tidak tertulis yang lazim disebut
dengan istilah “staatsnoodrecht saja, dius;.llkan ditegemahkan menjadi “hak
darurat negara” atau “hukum tata negara darurat subjektif. Sementara itu,
“noodstaatsrecht dalam arti objektif dan tertulis, diterjemabkan menjadi
“hukum darurat (tata) negara”, sedangkan istilah ‘“noodstaaisrecht yang
tertulis diterjemahkan menjadi “hukum tata negara darurat”. Istilah “Aukun
tata negara daruraf dan “hukum (tata) negara darurat’ pada pokoknya
menyangkut materi . yang sama sehingga keduanya dapat sama-sama disebut
dengan istilah “Hukum Tata Negara Darurat”.'"’

Dengan demikian, istilah yang dipakai cukup dua saja, yaitu: (i) hukum
tata negara darurat sebagai gabungan antara pengertian “noodstaatsrecht dan
“staatsnoodrecht dalam arti objektif, dan (ii) hukum tata negara darurat
subjektif sebagai pengganti atau terjemahan istilah. “staatsnoodrecht dalam
arti subjektif dan tidak tertulis. Namun, kedua istilah ini kadang-kadang
dianggap sama saja-oleh para ahli, misalnya oleh van Dulleman dalam
bukunya “Staatsnoodrecht en Demokratie” ,"* Istilah “Noodstaatsrecht dapat
dikaitkan dengan pengertian ‘“‘objectieve staaisnoodrecht. Hal yang
dibicarakan di dalamnya adalah negam yang berada dalam keadaan darurat
atau bahaya sehingga memerlukan tata hukum yang bersifat abnormal.
Sementara itw, “noodstaatsrecht berkaitan dengan kondisi objektif hukum tata
negara yang bersifat darurat atau berada dalam keadaan bahaya.

Selain itu, darl segi perstilahan, perkataan darurat itu sendid
sebenamnya berasal dari bahasa Arab, “dharuri”, yang biasa diartikan sebagai
keadaan yang tidak biasa atau tidak normal. Dalam bahasa Inggris, pengertian
demikian diistilahkan dengan kata “emergency” atau “nood” dalam bahasa
Belanda.'?

121 o ifin dkk, op.cit hal. 30-31.

'21bid, hal 47.

130lch kmrena jtu sama artinya dengan “siate of emergency” dalem bahasa Inggris atau “staatsnood”
dalam bahssa Belanda. Kedang-kadang oleh pare sarjana, keadnan darurat ini biasa disehut juga dengan istilah

keadaan pengecualian aiau “Wafe of exception” yang dipakai dalam pengertian yang sama demgmm “stale of
emergency”.
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Dalam sistem di Amerika Serikat, hukum yang berlaku dalam hukum
dalam keadaan darurat atau “state of emergency” itu biasa dikaitkan dengan
pengertian “martial law”. Sering kali istilah “martial low” itu seadiri
disalahartikan atau diartikan dengan cara yang bermacam-macam sehingga
mengaburkan makna yang sebenamya. Misalnya, istilah “martial law” hanya
dikaitkan dengan pengertian dalam konteks hukum militer, yaitu “the codes
governing the armed forces at home and abroad, in war and in peace.”*

Di Inggris sendiri pun di masa lalu istilah “martial law” cenderung
diidentikkan dengan apa yang sekarang disebut sebagai bukum militer.
Namun, dalam pengertian modern yang biasa dipraktikkan sekarang di
kalangan negara-negara Anglo Amerika, istilah ‘martial law' itu biasa
dikaitkan dengan pengertian bukum yang herlaku atau diberlakukan dalam
keadaan darurat atau “in a state of emergency yanmg kurang lebih mirip.
dengan hukum yang biasa diterapkan di negara-negara kontinental di dalam
keadaan luar biasa atau “efat de siege ”.'%

Dalam keadaan normal, berlaku hukum yang normal atau hiasa yang bersifat
tetap, sedangkan dalam keadasn tidak normal, berlaku hukum darurat yang
bersifat sementara. Inilah yang biasa disebut sebagai doktrin “constitutional
dualism” yang oleh John Fercjohn dan Pasquale Pasquino dirumuskan sebagai
“the notion that there should be provisions for two legal systems, one that
operates in normal circumstances to protect rights and liberties, and another

that is suited to dealing with emergency circumstances” 4%

M0, Hood Phillips, Paul Jackson, end Patricia Leopold, Constitutional and Administrative Law, 8"

edition, (London: Sweet and Maxwell, 2001), hal. 397-398.

1B]ctilah-istilah “state of emergency” (Inggris, Amerika Serikat), “etat de siege” (Francis), “staatmood”

(Belanda) dan Lain-lain semua menunjuk kepada pengertian keadaan uar biasa atsa keadaan di luar kebiasaan yang
memberikan pembenaran bagi diterapksn atau berlekunyn hukum yang juga luar bissa, di luar kebiasean normal,
Olch kmrena itu, keadsan darurat yang bereda di luar kebiasasn normal itu disebut juga schagai “state of
exception”, keadasn yang tidak pormal. Dalam masing-masing keadaan itu, berfaka aorma hukum yang berbeda.

}ohn Ferejohn and Pasquale Pesquino, The Law of the Exception: A Typology of Emergency Powers, 2

International Law Journal od Constitutional Law, 2004, hal. 234. Lihat juga Willixm Feldman, Theorics of
Emexgency Powers, Comnell International Law Journal, 2005, hal. 1041.
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Dalam doktrin dualisme konstitusional ite, dikembangkan pemahaman
mengenai keharusan akan adanya ketentuan yang mengatur untuk dua sistem
hukum yang berbeda. 127 | ‘

Kebiasaan demikian ini terus dipertahankan oleh para sarjana
mengingat sumber dari ‘staatsnoodrecht dalam arti subjektif itu adalah hak-
hak asasi manusia yang pada mulanya merupakan hukum tidak tertulis yang
bersandar pada hukum asasi sebagai hukum objektif. Namun demikian, karena
pengaruh perkembangan aliran positivisme dan ajaran tentang negara hukum
formil, barulah setelah itu berkembang istilah ‘staafsnoodrecht' dalam arti
objektif

Berbeda dengan pengertian hukum tata negara subjektif atau ’staats-
noodrecht’ dalam arti subjektif yang merupakan hek negara untuk bertindak
dalam keadaan darurat, maka yang dimeksud dengan ‘staatsmoodrecht dalam
arti objektif adalah hukum yang berlaku dalam masa negara berada dalam
keadaan darurat itu. Sekarang ketentuan hukum yang masih berleku dan
mengatur mengenai keadaan bahaya atau keadaan darurat ini adalah ketentuan
Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.'%

Sebagai istilah, perkataan ‘staafsnoodrecht dalam arti objektif ini
merupakan antonim atau lawan perkataan dari ‘staatsnoodrecht' (dalam arti
subjektif) yang biasa dipakai secara luas dalam ilmu hukum tata negara. Istilah
‘staatsnoodrecht objektif inilah yang oleh M.I. Prins diusulkan agar diubah

> dengan istilah ‘noodstaatsrecht’ karena yang diutamnakan dalam
'staatsnoodrecht objektif adalah keadaan daruratnya. '%

7Sistem yang pertams berlaku untuk keadaan normal guna melindungi hak-hak dan kebebasan sistem dan
yang kedua berlaku unink keadean yang bersifat darurat Hukum yang berlaku dalam keadsan darurat ateu luar
biasa itu dischut hukum (xta negara darurat, “emergencplaw”, “marticlimw”, atsu “Staatsnoodrechi”. Di
dalamnya berlsku doktrin yang diistilahkan olch Georg Jellineck dengan “oarecht wordrecht”, sesuatu yang
melanggar hulum menjadi berdasar atas hukum, sesuatu yang buken hukum menjadi hukum. Sebaliknya, hukum
yang bersifat tidak normal hanya berlaku dalam keadean yang tidak normal pula, “abnermale rechr woor
abnormale tijd.”

_ 13} ihat Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negars Repuhlik
Indonesia Talum 1959 Nomor 139).

hd

'Z0leh kerena itu, istilah ‘moodstaaisrecht’ meaurutnya lebih tepat untuk menggambarkan pengertian yang
terkandung dalam perkatean ‘staatsnoodrecht dalam arti objektif itu. Keadaan bahaya atau ‘sood” dapat terjadi di
mana saja, termasuk dapat texjadi hanya di suatu daerah tertentu saja Jika keadsan bahaya itu timbul, meskipun
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Dengan perkataan lain, istilah ‘moodstaatsrecht atau ‘staatsmoodrecht
dalam arti objektif merupakan hukum tata negara yang berlaku atau baru
berlaku pada waktu negara berada dalam keadaan darurat, keadaan bahaya,
atau dalam keadaan genting. Dalam perkataan 'moodstaatsrech! itu, subjek
utamanya adalah ‘stagtsrecht atau hukum tata negara, sedangkan dalam
perkataan ‘staatsnoodrecht (subjektif) subjek utamanya adalah “staatsnood”,
keadaan darurat negara atau keadaan bahaya yang memberikan hak kepada
negarz untuk bertindak dalam mengatasinya. Hukum danmat negara itu dapat
berupa hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, atanpun
lapangan hukum perdata. Sementara itu, dalam istilah ‘noodstaatsrecht yang
dibicarakan hanya hukum tata negare saja, yaitu hukum tata negara yang baru
berlaku ketika negara berada dalam keadaan darurat.'*’

Dengan demikian, antara ‘staatsnoodrecht dalam arti objektif menurut
istilah M.I. Prins dan ‘moodstaatsrecht menurut istilah WE Prins, sama sekali
tidak terdapat perbedaan yang substantif. Untuk mengetahui persamaan dan
perbedaan pengertian di antara para sarjana mengenai istilah-istilah yang
digunakan tersebut di atas, kita dapat membuat skema perbandingan antara
pandangan tiga sarjana, yaitu M.L. Prins, van der Pot, dan WE Prins.*!

Menurut Kabul Arifin, istilah'straatsnoodrecht dalam arti subjektif yang

- tidak tertulis atau ayang biasa disebut staatsnoodrecht saja, sebaiknya
diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan istilah ‘hak darurat negara’ atau
‘hukum tata negara darurat subjektif. Istilah 'staatsnoodrecht dalam arti
objektif yang tertulis sebagai Iawan kata ‘Staatsnoodrecht subjektif, sebaiknya
diterjemahkan menjadi ‘hukum darurat (tata) negara’. Sementara itu, istilah
‘hukum tata negara darurat' dipakai sebagai tefjemahan atas istilah
'noodstaatsrecht yang bersifat tertulis. Dengan perkataan lain, terdapat
persamaan antara pengertian ‘staatsmoodrecht dalam arti objekiif dan
pengertian ‘noodstaatsrecht yang bersifat tertulis, yaitu sama-sama dapat

X

hanya di dazrah tertentu saje, hal itu sudsh cukup memberikan alasan bagi negara untuk menjalanken hak
subjektifirys untnk memberiakukan keadsan derurat atau Staatsnoodrecht dalam erti subjektif.

19w F. Prins, “Noodstaatsrecht”, Majaleh Rechtsgeleerd Magazijn, Themis, 1956, lihat Kabul Arifin,
op.cit, hal. 29,

BIK abul Arifin dkk., op.cit, hal. 30.
Universitas Indonesia

Pencabutan terhadap..., Wiwin Sri Rahyani, FH Ul, 2011.




48

diterjemahkan dengan perkataan ‘hukum darurat tata negara’ atau dapat kita
sebut saja dengan ‘hukum tata negara darurat’. Dengan demikian, seperti
diusulkan oleh Kabul Arifin, dunia akademis cukup menggunskan dua istilah
yang dapat dengan mudah dibedakan satu sama lain, yaitu: (i) hukum tata
negara darurat subjektif sebagai terjemahan dar istilah 'staatsnoodrecht dalam
arti subjektif; dan (ii) “hukum tata negara darurat” saja sebagai terjemahan
dari perkataan 'noodstaatsrecht dan ‘staatsnoodrecht dalam arti objektif.
C. Keberlakuan Peraturan Perundang-undangan
1. Daya Laku (Validitas)

Suatu norma itu berlaku karena ia mempunyai “daya laku’ (validitas)
atau karena ia mempunyai keabsahan (validity/geltung). Daya laku (validity) ini
ada apabila norma itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau lembaga yang
berwenang membentuknya, misalnya, suatu peraturan pemerintah adalah sah
apabila dibentuk oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang dan
berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, atau suatu Keputusan Presiden yang
dibentuk oleh Presiden berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.'%2

Secara urmum dapat dikemukakan adanya 4 {(empat) kemungkinan faktor
yang menyebabkan norma hukum'®® dalam undang-undang atau peraturan pe-
nundang-undangan dikatakan berlaku.'** :

2.Keberlakuan Filosofis =
Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma
hukum itu memang bersesuaian dengan- nilai-nilai filosofis yang dianut oleh
suatu negara. Seperti dalam pandangan Hans Kelsen mengenai “grund-norm
atau dalam pandangan Hans Nawiasky tentang “staatsfundamentainorm”, pada

»r

YIMeria Farids Indmti S., Hmu Perundamg-undangan 1: Jemis, Fungsi, dan Materi Muatan,
(Yogyakerta:Kanisius, 2007), hal, 39,

"Nomma-norma hukum dimaksud depat dianggap beriaku karena patimbangan yeng bersifar filosofis,
kerena pertimbangan juridis, pertimbangan sosiologis, pertimbangan politis, ataupun dienggep berlaku karena
pertimbangan yang scmath-mata bersifat administratif {ntok undang-umdang yang dikstekan baik, sudah
gcherusnya kelitna syrmat tersebut di etas haruslah dipenuhi sekaligus, yaitu berdaku, baik secara filasofis, politis,
juridis, sosiologis, maupun secara administratif.

4Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, op.cit,hal 241.
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setiap negara selalu ditentukan adanya nilai-nilai dasar atau nilai-nilai filosofis
tertinggi yang diyakini sebagai sumber dari segala sumber nilai luhur dalam
kehidupan kenegaraan yang bersangkutan.'** ) f

Untuk hal ini, nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung
dalam Pancasila sebagai “staatsfundamentalnorm”. Di dalam rumusan kelima
sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa,
humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam
ikatan kebineka-tunggal-ikaan, soverenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan
bagi segenap rakyat Indonesia.'*®

3.Keberlakuan Juridis
Keberlakuan juridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan
daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilibat dari pertimbangan
yang bersifat teknis juridis. Secara juridis, suatu norma hukum itu dikatakan
berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang (i) ditetapkan sebagai norma
hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggt
seperti dalam pandangan Hans Kelsen dengan teorinya “Stuffenbau Theorie des
Recht™™¥, (ii) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan
keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya seperti dalam pandangan
JH.A. Logemann'®, (jii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur
pembentukan hukum yang berlaku seperti dalam pandangan W. Zevenbergen'*,
= dan (iv) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang
berwenang untuk itu. Jika ketiga kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana -

¥Bandingkan dengan Jimly Asshiddiqic dan Muchamad AH Safu'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,

(Vakerta: Konstitusi Press, 2006).

B5Tidak satupun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh disbaikan atan malzh ditentang oleh

norma hukum yang terdepat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangen dalem wadsh -

Negara Kesatuan Republik Indonesia,

x

1¥L_ihat “Stuffenbau Theotie” yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Kelsen, op.cit.
1331 H.A. Logemsann (1954) dalam Purnadi Purbacaraks, op.cit, hal.116,
1% jhat pandangan W. Zevenbergen mengenai soal ini dalam bukunya yang terbit pada tahun 1925, dalam

Ibid. hal. 114-115.
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mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan dapat dikatakan memang

4.Keberlakuan Politis

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara politis apabila
pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang
nyata (riele machtsfactoreri), Meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh
masyarakat lapisan akar rumput, sejalan pula dengan citacita filosofis negara,
dan memiliki landasan juridis yang sangat kﬁat, tetapi tanpa dukungan kekuatan
politik yang mencukupi di parlemen, norma hukum yang bersangkutan tidak
mungkin mendapatkan dukungan politik untuk diberlakukan sebagai hukum.'*

5. Keberlakuan Sosiologis

Pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung lebih
mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa
pilihan kriteria, yaitu (i) kriteria pengakuan (recognition theory), (ii) kriteria
penerimaan (reception 'theory), atau (iii) kriteria faktisitas hukum. Kriteria
(principle of recognition) menyangkut sejauh mana subjek hukum
yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya
untuk menundukkan diri terhadap norma bukum yang bersangkutan. Jika
subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis

norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya.
Kriteria penerimaan sebagai kriteria kedua (principle of reception) pada
pokoknya berkenzan dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan untuk
menerima daya atur, daya ikat, dan daya paksa norma hukum tersebut baginya.
Inilah yang dijadikan dasar Christian Snouck Hurgronje menyatakan bahwa di
Hindia Belanda dahulu yang berlaku adalah hukum adat, bukan hukum Islam.
Menurutnya, kalaupun hukum Islam itu secara sosiologis dapat dikatakan

"Dengan perkataan lain, keberlakuan politik ini berkaitan dengan teori kekuasaan (power theory) yang
pada gilirennya memberikan legitimasi pada keberlakuan sustu norma hukum semata-meta dari sudut pandang
kckuassan, Apabila suatc norma hukum telah mendapatian dukungan kekuassan, apapun wujudnya dan
bagaimanapun proscs pengambilan keputusan politik tersebut duapamya sudah cokup untuk menjadi dasar
legitimasi bagi keberlaknan noma hukum yang bersangkutan dari segi politik.
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berlaku, maka hal itu semata-mata disebabkan oleh kenyataan bahwa
masyarakat hukum adat sudah meresepsikannya ke dalam tradisi hukum adat
masyarakat setempat.*! . ) l

Sedangkan kriteria ketiga menekankan pada kenyataan faktual (faktisitas
hukum), yaitu sejauhmana norma hukum itu sendiri memang sungguh-
sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat Meskipun suatu
norma hukum secara juridis formal memang berlaku, diakui (recognized), dan
diterima (received) oleh masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada (exist)
dan berlaku (valid), tetapi dalam kenyataan praktikmya sama sekali tidak
efektif, berarti dalam faktanya norma hukum itu tidak berlaku. Oleh karena
itu, suatu norma hukum baru dapat dikatakan berlaku secara sosiologis apabila
norma hukum dimaksud memang berlaku menurut salah satu kriteria tersebut.

Suatu norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma
hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh
suatu negara. Seperti dalam pandangan Hans Kelsen mengenai “grundnorn’
atau dalam pandangan Hans Nawiasky tentang “staatsfindamentalnorm”,
pada setiap negara selalu ditentukan adanya nilai-nilai dasar atau nilai-nilai
filosofis tertinggi yang diyakini sebagai sumber dari segala sumber nilai luhur
dalam kehidupan kenegaraan yang bersangkutan. '

Norma dasar atau Grundnorm hanya mempunyai fungsi epistemologis.
Secara etimologi, epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari
dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme artinya
pengetahuan, sedangkan logos lazim dipakai untuk menunjukkan adanya
pengetshuan sistematik. Dengan demikian epistemologi dapat diartikan
sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahvuan. Webster Third New
International Dictionary mengartikan epistemologi scbagai “The Study of
method and ground of knowledge, especially with reference to its limits and

"“!Pendapat Christian Snouck Hurgrognje ini banyak ditentang oleh para sajana hukum Indonesia,

terutama oleh Prof Dr. Mr. Hazairin beserta murid-muridnya, seperti Sayuti Thalib, Mohernmad Daud Ali, dan
sebagainya. Bahlan, sarjena Belanda sendiri seperti C. van den Berg mempunyai pendepat yang sama seciali
berbeda dengen Snouck Hurgrognje mengenai soal ini yang dikenal dengan istilsh teori “receptie in complex:”,
Sedangken Hazairin dan Sayuti Thalib mengembangkan teori yang dikenal dengan “receptie a contrarie”. Lihat
Hazairin, op. cil.

"B andingiean dengan Jimly Asshiddiqie dan Muchamad Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukunm,

(Jalmrta: Konstitusi Press, 2006).
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validity”. Paul Edwards, dalam The Encyclopedia of Philosophy, menjelaskan
bahwa epistemologi adalah “the theory of knowledge.”

~ Epistemologi merupakan “fhe branch of philosophy which concerned
with the nature and scope of knowledge, its presuppositions and basis, and the
general reliability of claims to knowledge” Jadi epistemologi adalah
pengetahuvan sistematik mengenai pengetahuan. Ia merupakan salah satu
cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber
pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh
pengetahuan, validitas dan kebenaran pengetahuan'®® Epistemologi yaitu
cabang filsafat yang membicarakan tentang asal mula, susunan, metode-
metode, dan sahnya pengetahuan '

Hans Kelsen menyatakan bahwa norma dasar sebagai landasan validitas.
Suatu norma yang validitasnya tidak dapat diturunkan dari suate norma yang
lebih tinggi disebut norma dasar (basic norm). Validitas semua norma dapat
dilacak pada satu atau beberapa norma dasar yang membentuk suatu sistem
norma atau aturan. Norma dasar ini membentuk, sebagai sumber bersama,
suatu ikatan antara semua norma-norma yang berbeda yang menjadi isi dari
aturan '

Bahwa suatu norma adalah milik suatu sistem norma tertentu dapat diuji
hanya dengan meyakinkan bahwa norma tersebut menderivasikan validitasnya
dari norma dasar membentuk tata hukum. Jadi alasan validitas suatz norma
adalah suatu preposisi bahwa terdapat suatu norma akhir yang valid, yaitu
norma dasar. Uraian alasan validitas norma ini bukan sesuatu penjelasan yang
tiada akhir, tetapi berakhir pada suatu norma tertinggi yang menjadi alassan
akhir validitas di dalam sistem normatif'*

‘“Am Qauhyah, Epls:umlog(, Sqamh, Pengcruan, dan  Ruang  Lingkup,
ifast: ; { -Deng jarg isng-lingkupy, diunduh 12 Februari

x

YWH Muchsin, thtisar Materi Pokok Filsafat Hukum, (Depok: STIH IBLAM, 2004), hal..

WTimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teor! Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Konstitusi Press,
2006), hal. 94. Dalam Hens Kelsen, General Theory of Law and State, translated by: anders wedberg, (newyork:
Russel & Russel, 1961), hal. 110-111.

“bid.
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Ajaran stufentheorie yang dikemukakan oleh Hans Kelsen berpendapat
bahwa suatu sistem hukum adalah suatu hierarkis dari hukum di mana suatu
ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang
lebih tinggi. Sebagai ketentuan yang lebih tinggi adalah grundmorm atau
norma dasar yang bersifat hipotesis, Ketentuan yang lebih rendah adalah lebih
konkret daripada ketentuan yang lebih tinggi.'’

Menurut tipe norma dasamya, dapat dibedakan dua prinsip atau sistem

- normatif yaitu sistem statis dan sistem dinamis. Suatu norma adalah norma
tipe statis karena ditentukan norma dasar baik validitasnya maupun materinya.
Validitas norma dan kualitas norma ini karena dapat diderivasikan atau

- dideduksikan secara logis langsung dari norma dasar tertentu. Bentuk umum
dari norma yang valid berdasarkan nilai substansinya, adalah norma moral.
Norma dasar dari moralitas memiliki karakter substansi yang statis. Tipe
kedua yaitu sistem norma yang dinamis terdapat pada suatu sistem dimana
validitas suatu norma tidak dapat digantungkan pada isi dari norma itu sendiri,
tetapi valid karena dibuat dengan cara tertentu. Karakter dinamis ini menjadi
karakter dari norma hukum dimana norma dasar dari suatu sistem hukum
adalah aturan dasar yang mengatur pembuatan norma-norma dalam sistem
tersebut.'® Penurunan norma-norma suatu tata hukum dari norma dasamya
dilakukan dengan membuktikan bahwa norma-norma khusus telah dibuat
menurut norma dasamya Terhadap pertanyaan mengapa suatu tindakan
paksaan tertentu seperti fakta-bahwa seseorang mencabut kebebasan orang lain

dengan jalan' memenjarakannya disebut suatu tindakan hukum, jawabannya
adalah: karena tindakan tersebut ditetapkan oleh suatu norma khusus, yakni
putusan pengadilan. Terhadap pertanyaan mengapa norma khusus ini valid
sebagai bagian dari suatu tata hukum tertentu, jawabannya adalah karena
norma khusus ini telah dibuat menurut suatu undang-undang pidana. Undang-
undang pidana ini telah ditetapkan oleh organ yang kompeten menurut cara

19Lli Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004}, hal. 61.

'Hang Kelsen, Pure Theory Of Law, translation from the second (revised and enlarged) German Edition,
translated by: Max Knight, (Berkeley, Las Angeles, London: University of California Press, 1967), hal. 195-196.
Dalam Jimly Asshiddigie, op.ciz., hal. 95.
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yang ditentukan oleh konstitusi tersebut. Mengapa konstitusi itu valid? Secara
kebetulan kita mengetahui bahwa konstitusi itu lahir lebih dahulu. Pada
akhimya kita sampai kepada suatu konstitusi yang secara historis pertama kali
ada dan telah ditetapkan oleh seseorang individu pemegang kekuasaan atau
oleh suatu majelis.

Jika bertanya mengapa konstitusi itu valid, mungkin dapat menunjuk
pada konstitusi lama. Akhirnya mencapai beberapa konstitusi hingga
konstitusi pertama yang ditetapkan oleh individu atau semacam majelis.
Validitas konstitusi pertama adalah presupomm terakhir, postulat yang final, di
mana validitas semua norma dalam tata aturan hukum bergantung. Dokumen
yang merupakan wujud konstitusi pertama adalah konstitusi sesungguhnya,
suatu norma mengikat, hanya dalam kondisi dipresuposisikan sebagai valid'¥.
Presuposisi inilah yang disebut dengan istilah trancendentai-logical
pressuposition.m

Semma norma hukum adalah milik satu tata aturan hukum yang sama
karena validitasnya dapat dilacak kembali, secara langsung atau tidak kepada
konstitusi pertama- Bahwa konstitusi pertama adalah norma hukum yang
mengikat adalah sesuatu yang dipreposisikan dan formulasi preposisi tersebut
adalah norma dasar dari tata aturan hukum ini.'

 Hans Kelsen membahas validitas norma-norma hukum dengan
menggambarkannya sebagai suatu rantai validitas yang berujung pada
konstitusi negara. Jika bertanya mengapa konstitusi itu valid, mungkin dapat
menunjuk pada konstitusi lama, Akhimya mencapai beberapa konstitusi
hingga konstitusi pertama yang ditetapkan oleh individu atau semacam
majelis. Validitas konstitusi pertama adalah presuposisi terakhir, postulat yang
final, di mana validitas semua norma dalam tata aturan hukum bergantung.
Dokumen yang merupakan wujud konstitusi pertama adalah konstitusi

“$Hans Kelsen, General Theory of Law and State, translated by: Anders Wedberg, (New York: Russell &
Russell, 1961), hal. 115, :

1%Hans Kelsen, Pure Theory Gf Low, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German
Edition, Translated by: Max Knight, {Berkeley, Los Angeles, London: University of Califomia Press, 1967), hal.
201 - 205,

Yigid., hal. 99.

Universitas Indonesia

Pencabutan terhadap..., Wiwin Sri Rahyani, FH Ul, 2011.




55

sesungguhnya, suatu norma mengikat, hanya dalam kondisi dipresuposisikan
sebagai valid"™>Z, Presuposisi inilah yang disebut dengan istilah francendental-
logical pressuposition."

Semua norma2 hukum adalah milik satu tata aturan hukum yang sama
karena validitasnya dapat dilacak kembali, secara langsung atau tidak, kepada
konstitusi pertama. Bahwa konstifusi pertama adalah norma hukum yang
mengikat adalah sesnatu yang dipreposisikan, dan formulasi preposisi tersebut
adalah normez dasar dari tata aturan hukum ini.'** Kalimat terakhir jelas
menunjukkan adanya dua hal, yaitu norma dasar adalah presuposisi atas
validitas konstitusi pertarna. Norma dasar tidak dibuat dalam prosedur hukum
oleh organ pemhuat hukum. Norma ini valid tidak karena dibuat dengan cara
tindakan hukum, tetapi wvalid karena dipresuposisikan valid, dan
dipresuposisikan valid karena tanpa presuposisi ini tidak ada tindakan manusia
dapat ditafsirkan sebagai hukum, khususnya nonma pembuat hukum.'*

Dalam pelaksanaannya berlakunya suatu norma karena adanya daya laku
(validity), dihadapkan pula pada daya guna (efficacy) dari norma tersebut.
Dalam hal ini dapat dilihet apakah suatu norma yang ada dan berdaya berlaku
itu berdaya guna secara efektif atau tidak, atau dengan lain perkataan apakah
norma itu ditaati atau tidak. Dalam bal ini dapat pula terjadi bahwa, sutau

¢  ketentuan dalam sebuah peraturan perundang-undangan tidak herdayaguna
lagi walaupun peraturan tersebut masih herdayalaku (karena belum dicabut).
Hal ini dapat terjadi apabila dalam suatu peraturan perundang-undangan
merumuskan ketentuan yang bertujuan untuk menggantikan rumusan dalam
peraturan perundang-undangan yang lain, tetapi tidak dengan melakukan
pencabutan terhadap ketentuan yang diubah tersebut.'>

'*2Hans Kelsen, General Theory of Law and State, translated by: Anders Wedberg, (New York: Russell &
Russell, 1961), hal. 115. .

" Hans Kelsen, Pure Theory Of Law, Translation from the Second (Revised and Enlarged) German
Edition, Translated by: Max Knight, (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1967), hal,
201 -205.

K elsen, General Theory, op. cit., hal 115.

185K elsen, General Theory, op. cit., hal 116, Kelsen, Pure Theory of Law, op. cif., hal, 195.

'%Maria Farida Indrati 8., fimu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan maieri, op.cit., hel. 39.
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D. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Hierarkhi
Peraturan Perundang-undangan

1. Konstitusi sebagai Hukum Dasar

Selain Undang-undang Dasar masih terdapat pula bentuk-bentuk
peraturan perundangan lainnya, baik yang dikeluarkan oleh alat-alat
perlengkapan negara tingkat pusat, maupun yang dikeluarkan oleh alat-alat
perlengkapan negara tingkat daerah. Peraturan perundangan tersebut tersusun
secara hierarkhis dengan puncaknya Undang-undang Dasar. !>

Apabila kita bertumpu pada Undang Undang Dasar 1945, maka
Undang-undang Dasar merupakan bentuk peraturan perundangan yang
tertinggi yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan pokok tentang
sistem ketatanegaraan suatu negara, yang sifatnya tertulis. Pengertian ini
berbeda dengan pengertian Konstitusi, sebab Konstitusi memuat aturan-aturan
dan ketentuan-ketentuan pokok tentang sistemn ketatanegaraan suatu negara,
yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis. Jadi menurut pengertian tersebut
Undang-undang Dasar merupakan bagian yang sifatnya tertulis daripada
Konstitusi. Hal ini akan menjadi jelas apabila dipelajari Penjelasan Umum
Undang Undang Dasar 1945."**

Tetapi sementara itu istilah Undang-undang Dasar dan Konstitusi -
dapat pula mempunyai pengertian sama. Ini misalnya dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia di bawah kekuasaan Konstitusi Republik Indonesia
Serikat 1949. Pada waktu Negara Indonesia berbentuk Federasi untuk
menycbut Undang-undang Dasamnya dipergunakan istilah Konstitusi.'>

Sistem ketatanegaraan Indonesia sampai saat ini secara formal

pemah mengalami empat kali pergantian Undang-undang Dasar. Hal ini

¥iSochino, Hukum Tata Negara Telnik Perundang-undangan, Yogyskarta: Liberty, 1990, hal. 1.

"Dalam Penjelasan umum' ini entera lain dinyaiakan bahwa: Undang-undang Dasar suatu Negara ialah
hanya sebagian dari hukum dasar Negara itu. Undang-undang Dasar jalah hukum daser yang tertulis, sedang di
sampingnya Undang-undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, inlah aturan-gturan dasar yang
timbul dan terpelihara dalam prakick penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis.

15"Hal ini terlepas dari pendapat bahwa penycbutan itu merupakan suatu kelaziman yaitu bahwa Undang-
undang Dasar pada Negars Federasi lazim disebut Konstitusi.
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mengakibatkan terjadinya perbedaan bentuk-bentuk peraturan perundangan
yang dapat dikeluarkan pada masa berlakunya masing-masing Undang-undang
Dasar tersebut. Sehingga bentuk-bentuk peraturan perundangan Negara
Indonesia sejak berdirinya pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai saat ini dapat
dikemukakan sebagai berikut. '®Undang Undang Dasar 1945, sebagai
Undang-undang Dasar Nasional berlaku sampai tanggal 27 Desember 1949
(kurun waktu pertama), sebab pada tanggal 27 Desember 1949 itu mulai
berlaku Undang-undeng Dasar yang baru yaitu Konstitusi Sementara Republik
Indonesia Serikat 1949. Menurut Konstitusi ini bentuk-bentuk peraturan
perundangan yang dapat dikeluarkan adalah Undang-undang Federal, Undang-
undang Darurat, dan Peraturan Pemerintah.'®!

Berlakunya Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat ini
tidak lama, hanya sampai tanggal 17 Agustus 1950. Sebeb dengan Undang-
Undang Federel Nomor 7 Tahun 1950 Konstitusi Sementara Republik
Indonesia Serikat 1949 dirubah menjadi Undang Undang Dasar Sementara
Republik Indonesia 1950. Dalam Undang Undang Dasar Sementara 1950 ini
bentuk-bentuk peraturan perundangan yang dapat dikeluarkan yang terdapat
penyebutannya adalah Undang-undang, Undang-undang Darurat, dan
Peraturan Pemerintah.

Undang-undang Dasar Sementara 1950 tersebut berlaku sampai
dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959,'® sebsb delam diktum
Dekrit Presiden ini antara lain ditetapkan bahwa Undang-undang Dasar 1945
berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

18atu hari setelah berdirinys Negara Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia dengan mempergunakan Rancangan Undang-undang Dasar yang telah dipersiapken oleh
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sidangnys telah menetapkan Undang-
undang Desar bagi Negara Indonesia. Undang-undang Dasar ini kemudian dikenal sehagai Undang Undang Dasar
1945, Adapun bentuk-bentuk peraturan perundangan yang terdapat penyebutannya dalam Undang Undang Dasar
1945 ini adalsh Undang-undang, Peraturan Pemerintzh sebagai Pengganti Undang-undang, dan Peraturan
Pemerintah.

15)Negara Republik Indonesia Proklamasi. Negara Bagian tetap ini tetap menggunakan Undang Undang
Dasar 1945 sebagai Undahg-undang Dasarnya. Maka di Negara Bagian ini peraturen penmdangan yang dapat
dikeluarkan adalah Undeng-undang. Peraturan Pemerintsh sebagai Pengganti Undang-undang, dan Peraturan
Pemerintah.

B entuknyn adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia No, 150 tahun 1959, Lembaran Negera

Republik Indonesia No. 75 tahun 1959, Dekit Presiden Republik Indonesin/Penglima Tertinggi Angkatan Perang
tentang Kembali Kepada Undang-undang Dasar 1945.
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Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak
bertakunya lagi Undang-undang Dasar Sementara.'®

2. Peraturan Perundang-undangan di Bawah UUD 1945

Dengan berlakunya lagi Undang Undang Dasar 1945, sejak tanggal 5
Juli 1959, maka kembali pula bahwa bentuk-bentuk peraturan perundang-
undangan yang dapat dikeluarkan yang terdapat penyebutannya dalam
Undang-undang Dasar adalah Undang-undang, Peraturan Republik Indonesia
Serikat terdiri atas Daerah-daerah Bagian. Daerah-daerah Bagian yang telah
berstatus sebagai Negara Bagian juga mempunyai Undang-undang Dasar
sendiri. Salah satu Negara bagian itu adalah Pemerintah sebagai Pengganti
Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah.'%*

Dalam Surat Presiden tersebut dinyatakan bahwa di samping bentuk-
bentuk peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam Undang
Undang Dasar 1945, yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah sebagai
Pengganti Undang-undang, dan Persturan Pemerintah, dipandang perlu
dikeluarkan bentuk-bentuk peraturan perundangan yang lain, yaitu:'5®
1. Penetapan Presiden, untuk melaksanakan Dekrit Presiden/ Panglima

Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959, tentang Kembali Kepada
3 Undang Undang Dasar 1945.
2. Peraturan Presiden, yaitu :
» a. Peraturan Presiden yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1)
TJndang Undang Dasar 1945;
b. Peraturan Presiden yang dimaksudkan untuk melaksanakan Penetapan
Presiden.
3. Peraturan Pemerintah, yang dimaksudkan di sini Peraturan Pemerintah
untuk melaksanakan Peraturan Presiden, jadi lain dengan Peraturan

19 Dekrit Pesiden tanggal 5 Juli 1959. Diktum Kedua.,

*'Dengan hanya tiga macam bentuk peraturan perundangan tersebut dalam perkembangan ketatancgaraan
sclanjutnya dirasaksn belum dapat memenuhi kebutuhan, maka berdasarkan Surat Presiden yang ditujukan kepada
Ketue Dewan Perwakilan Rakyut No. 2262/HK/1959 tertanggal 20 Agustus 1959 dikeluarknnlah bentuk-bentuk
peraturan perundangan yang lain.

"“Sochino, op. cit, hal. 4.
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Pemerintah yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang Undang
Dasar 1945, tetapi Peraturan Pemerintah ini kemudian ternyata dihapuskan.

4. Keputusan Presiden, dimaksudkan untuk melakukan atau meresmikan
pengangkatan-pengangkatan.

5. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri, yang dibuat di Kementerian-
kementerian Negara atau Departemen-departemen Pemerintahan, masing-
masing untuk mengatur sesuatu hal dan untuk melakukan atau meresmikan
pengangkatan-pengangkatan .

Dalam pelaksanaannya dengan dikeluarkannya berbagai macam.
bentuk peraturan perundangan tersebut, terutama Penetapan Presiden dan
peraturan Presiden, kedua bentuk peraturan ini yang paling banyak
dikeluarkan menimbulkan berbagai ekses, antara lain :

1. Terjadinya kekacauan dalam tata urutan peraturan perundangan, karena
sulit untuk menentukan antara Penetapan Presiden dengan Undang-undang
itu' tingkatnya lebih tinggi yang mana, sehmgg sulit pula untuk
menyebutkan tata urutan peraturan perundangan itu secara hierarkhis.
Masalah ini timbul karena seperti telah dikemukakan bahwa Penetapan
Presiden dikelvarkan untuk melaksanakan Dekrit Presiden/Panglima
Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli tentang Kembali Kepada
Undang Undang Dasar 1945. Jadi Dekrit Presiden inilah yang merupakan
sumber hukum bagi berlakunys lagi Undang Undang Dasar 1945 sejak
tanggal 5 Juli 1959.'% Sedangkan Undang-undang dikeluarkan untuk
melaksanakan Undang Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memuat garis-garis besar dalam
bidang legislatif. Jadi jelas Undang-undang tingkatnya lebih rendah
daripada Undang-undang Dasar dan atau Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

2. Banyak materi yang seharusnya diatur dengan Undang-undang, diatur

dengan Penetapan Presiden atau dengan Peraturan Presiden atau dengan

Peraturan Pemerintah sebagai = Pengganti Undang-undang.  Ini

u

168) ihat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No, XX/MPRS/1966.
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mengakibatkan kurangnya kewibawaan Dewan Perwakilan Rakyat, sebab

dalam hal mengatur materi tersebut seharusnya diikutsertakan Dewan

Perwakilan Rakyat, tetapi kenyataannya Dewan Perwakilan Rakyat

ditinggalkan sebab materi tersebut cukup diatur dengan Penetzpan

Presiden atau dengan Peraturan Presiden atau dengan Peraturan

Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang.'”

3. Lebih daripada hal-hal tersebut di atas, banyak peraturan perundangan
seperti Penetapan Presiden, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah
sebagai Pengganti Undang-undang, dan bahkan Undang-undang yang tidak
sesuai dengan atau menyimpang dari jiwa Undang Undang Dasar 1945.

Sementara itu untuk segera dapat mengakhiri ekses-ekses serta
penyimpangan-penyimpangan dari jiwa Undang Undang Dasar 1945 tersebut

di atas, serta untuk terwujudnya kepastian dan keserasian hukum, serta

kesatuan tafsiran dan pengertian mengenei Pancasila dan pelaksanaan Undang

Undang Dasar 1945 perlu adanya perincian dan pencgasan mengenai sumber

tertib hukum dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia'®

dikeluarkanlah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor

XX/MPRS/1966. Ketetapan tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat

Gotong Royong Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan

Tata Urutan Perundangan Republik Indonesia.'® 3

Bentuk-bentuk peraturan perundangan Republik Indonesia menurut

Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. X3X/MPRS/1966 tersebut

adalah :

1¢7Penctapan Peraturan Pemerintah schagai Pengganti Undang-undang scharusnys memperhatiken dan

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 22 Undang-undang Desar 1945, Tetapi kenystaannys hal
tersebut pada waktu itu tidek dipenuhi.

K sistapan Majelis Permusyawaraten Rakyat Sementsra No. XJXUMPRS/1966. Konsidersn, Bagian

Msnimbang huruf b.

®yang dikukuhiem sebagai Ketctapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XX/MPRS/1966

adalah Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ter-tanggal 9 Juni 1966, yang telah diterima
secara bulat olch Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, memuat perincian dan penegasan termaksud scbagai
hasil peninjsuen kembali dan penyempumaan dari Memorendum Majelis Permusyawarstan Rakyat Sementara
tanggal 12 Ma 196! No. 1168/U/MPRS/6]1 mengenai "Penentuan Tate Unrten Perundang-undsngen Republik
Indonesia®
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1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, . . |

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Undang-undang/Peraturan Pemernintah Pengganti Undang- undang,
Peraturan Pemerintah,

Keputusan Presiden,

Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti :

a. Peraturan Menteri,

b. Instruksi Menteri.

Penyebutan tentang bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan
dalem Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.
XX/MPRS/1966 tersebut temyata lebih luas daripada penyebutan dalam
Undang Undang Dasar 1945. Namun demikian penyebutan tersebut baru
mengenai  bentuk-bentuk pokok peraturan perundangan yang dapat
dikeluarkan oleh alat-alat perlengkapan negara tingkat pusat dalam keadaan
normat.'”

Sedangkan apabila yang bertentangan itu antara peraturan
perundangan yang tingkat serta derajatnya sama, maka pada prinsipnya
peraturan yang lebih muda yang dimenangkan, artinya yang diberlakukan.
Sementara itu perlu diperhatikan bahwa suatu peraturan perundangan kadang-
kadang mengatur suatu materi haoya secara umum, dan di samping itu eda
pula peraturan perundangan yang mengatur materi tersebut secara khusus,
maka dalam hal ini secara teoritis yang diberlakukan adalah peraturan
perundangan yang mengatur materi tersebut secara khusus (Lex spesiale
derogate lex generale). Sifat penyebutan tata urutan peraturan perundangan
dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No.
XX/MPRS/1966 tersebut selain hersifat hierarkhis juga sifatnya, enunsiatif,
dalam arti bahwa di samping bentuk-bentuk peraturan perundangan yang telah

AN S

17Sifat penyebutan tata urutan peraturan perundangan dalanr Ketetapan Majelis Penmusyswaratan Rekyat

Sementara No. X00/MPRS/1966 tersebut adalah hierarkhis. Artinya bahwa peraturan perundangan yang discbutkan
lebih dehulu tingkatmya lebih tinggi darpads peraturan penmdangsm yang dischutkan kemudian, dengan
konsekuensi beshwa peraturan perundangsn yang tingkatnya lebih rendsh tidak boleh bertentengen dengan
peraturan perundangan yang tingkatnya lebih tinggi. Apebila materi peraturan perundangan yang tinghkainya lebih
readah bertentangan dengan materi peraturan yeng tingkatnya lebih tinggi, maka peraturan perundangan yang
tingkainya lebih rendah tadi pade prinsipnya dapat dinyatekan tidak mempunyai kelogatam hukum.
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disebutkan itu masih dapat pula dikejvarkan bentuk-bentuk peraturan
perundangan yang lain, terutama yang merupakan peraturan pelaksanaan.
Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor

27 Tabun 1969 tersebut di atas ternyata ada dua macam cara penyebutan

apabila suatu Undang-undang Darurat atau Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang itu ditetapkan sebagai Undang-undang, yaitu :

1. Apabila suatu Undang-undang Darurat, atau Peraturan Pemerintah
Pengpanti Undang-undang ditetapkan sebagai Undang-undang dengan satu
Undang-undang, jadi satu Undang-undang menetapkan saty Undang-
undang Darurat atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
sebagai Undang-undang, di mana dalam konsideransnya disebutken bahwa.
Undang-undang Darurat atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang itu telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, jadi
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan penetapan sebagai Undang-
undang terhadap Undang-undang Darurat atau- Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang itu dilakukan sekaligus dengan satu Undang-
undang, maka penyebutannya dengan mempergunakan Nomor dan Tahun
Undang-undang yang menetapkan Undang-undang Darurat atau Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang itu sebagai Undang-undang.'™

2. Tetapi apabila berbagai Undang-undang Darurat, atau berbagai Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang dengan satn Undang-undang
sekaligus ditetapkan sebagai Undang-undang, maka dalam hal ini sulit jika
menyebutnya seperti apabila satu Undang-undang Darurat, atau satu
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dengan satu Undang-
undang ditetapkan sebagai Undang-undang sebagaimana tersebut di atas.

71Sebagai contoh adalah Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1950 (Lembarzn Negara Republik Indonesia
Sexikat tahun [950 Nomor 1) tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesie Serikat dan Bearita Negara
Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulei Berlakunya Undang-undang
Federal dan Peraturan Pemerinteh, yang kemudian scteleh mendepat persetujusn Dewan Perwskilan Rakyat
Republik Indonesia Serikat, dengan Undang-undang Federal No. 2 tahun 1950 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Sexikat tahun 1950 No. 32) tentang Penctapan Undang-undang Daruret tentang Penerbitan Lembaran
Negara Republik Indonesin Serikat dan Berite Negara Republik Indonesia Seriket dan tentang Mengeluarkan,
Mengumumkan dan Mulzi Berlakunya Undang-undang Federal dan Peraturan Pemerintsh Sebagai Undang-
undang Federal, ditetapksm sebagai Undang-undang Federal Yang kemudian dikenal sebagai Undang-undang
Lembaran Negara dan Pengumumen (Undang-tndang Federal No. 2 tehun 1950, Lembaren Negara Republik
Indonesia Serikat Tahun 1950 Nomor 32).
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Oleh karena itu cara menyebutnya lalu sebagaimana ditetapkan dalam
ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1969. Konsep

hierarki nporma hukum ini merujuk pada pandangan Hans Kelsen yang
terkenal dengan sebutan teori hierarki norma hukum (stufenbau des rechts)
atau ada yang menyebut dengan (stufenbau theorie). Meskipun disadari,
konsep Hans Kelsen, dalam perkembangan berikutnya mendapat pelbagai
sanggahan dan kritikan. Namun demikian, setidaknya pandangan Klesen
masih bisa ditempatkan sebagai acuan utama dalam mempelajari hierarki

norma hukum.!? A A
Berkaitan dengan kedudukan dan keberadaan norma, Hans Kelsen
menjelaskan bahwa: *“.. norma-morma (termasuk norma hukum) itu

berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di
mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada
norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan
berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada
suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan
fiktif, yaitu grundnorm (norma dasar).'™

Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen ini ditilhami oleh seorang
muridnya yang bermnama Adolf Merkl, yang mengemukaken bahwa suatu
norma hukum itu selalu mempunyai duva wajah (das doppelte rechtsantlitz).
Adolf Merkl berpandangan: “... suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber
dan berdasar pada norma pada norma yang di atasnys, tetapi ke bawah ia juga
menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya sehingga
suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (rechtskracht) yang relatif

1Y uliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan
Undang-Undang Berkelanjutan, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009}, hal. 47.

"“Hans Kelsen, “General Theory of Law and States (Teori Umum Tentang Negura dan Hukum),
Penerjemah Raisul Multagien, {(Banchmng: Nusa Media & Nuansa, 2006). Lihat juga, Maria Farida Indrati, op.cie,
hal. 25 Jazim Hamidi, Revolusi Hukium Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 54-55, Jimly Asshiddigic
dan M. All Safa'at, Teori Hans Kelsem Temtang Hukum, Sckeefarint Jenderal dan Kepaniterasn Mahkamah
Konstitusi Rl, Jakarta, 2006, hal. 109, Purnadi Purbacaraia dan M. Chidir Ali, Disiplin Hukum, (Bendung:
Alumni, 1986), hal. 60-63. Flora Dianti, Teord Hierarkis Norma dan Penerapannpa Dalam Perundang-undangan
Indonesia, dalem Jumnal Hukum Tata Negam, Pusat Studi Hukum Tata MNcgara Falultas Hukum Universitas
Indonesia, Jakarta, Juli 2003, hal, 70-87. Adan Dumbi, Ajaran Hukon Hans Kelsen Ditinjau Dalam Perspektif
Hulum Tata Negara Indonesia, dalem Jurnal Hukum Tata Negara, Pusat Studi Hokum Tata Negara Falultas
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Juli 2003, hal. 1-21. Marsilam Simsnjuntek, Pandangan Negara
Integralisiik, (Jakartn: Pustaka Utama Grafiti, [994), hal. 24-31.
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oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma
hukum yang berada di atasnya sehingga apabila norma hukum yang berada di
; atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang di bawahnya

tercabut atau terhapus pula.!™

Berdasarkan teori Adolf Merkel dapat dijelaskan bahwa, “.. teori
jenjang normanya Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa suatu norma
bukum itu selalu berdasar dan bersumber pada norma di atasnya, tetapi ke
bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma -
yang lebih rendah daripadanya.'™

Teori Hans Kelsen, kemudian dikembangkan oleh muridnya Hans
Nawiasky, dengan teori jenjang norma dalam kaitannﬁ dengan suatu negara.
Hans Nawiasky dalam bukunya Allgemeine Rechstlehre, mengemukakan
bahwa selain norma hukum itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma
hukum juga berkelompok- kelompok.'”¢

Berkaitan dengan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang
ada di Indonesia, khususnya dalam konteks pembentukan undang-undang,
teori tentang norma hukum setidaknya akan dapat memberikan pemahaman
dan memudahkan dalam mengidentifikasi, serta melihat pelbagai problematik
dalam sistem perundang-undangan. Banyak dasar dan ukuran untuk

+ menentukan jenis dan bentuk peraturan perundang-mdangan yang pemah

berlaku di Indonesia Pertama, dapat dilihat dari fase perjalanan
ketatanegaraan, yakni masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia (zaman
Hindia Belanda), dan masa setelah kemerdekaan. Dalam fase setelah
kemerdekaan, wmtuk menentukan bentuk peraturan perundang- undangan,
dapat dilihat dari berlakunya pelbagai Undang-Undang Dasar (Konstitusi).
Kedua, bentuk peraturan perundang-undangan dilihat dari pelbagai ketentuan-

""Maria Ferida Indrati, flmu Perundang-undangan: Jenls, Fungsi, dan materi Muatan, op.cit., hal. 25-26.

"55’6-

1%/bid. (Hans Nawiasky, mengelompokkan norma-norma hukum'dalam suatu negara itu menjadi empat
kelompok beser yang terdini stax: Kelompok Pertama: Staatsfundamentalnorm (Norme Fundemental Negara),
Kelompok Kedua: Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar/Pokok Negera), Kelompok Ketign: Formell Gesetz (Undang-
undang Formal), dan Kelompok Keempat: Verondmung &Automome Satzung (Aluran Peleksans dan Aturen
Otonom).
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ketentuan yang mengatur tentang jenis dan bentuk peraturan perundang-
undangan.
“ Dalam pelbagai pandangan, dengan merujuk pada sistem hukum
positif di dunia, senyatanya tidak ada satu negara pun yang secara khusus
- mengatur tata urutan perundang-undangan, sebagaimana halnya di Indonesia.
Kondisi demikian disebabkan:“... secara hukum tidak ada larangan mengatur
tata urutan peraturan perundang-undangan, karena sistem hukum itu tidak
hanya terbatas pada sistem peraturan perundang-undangan, karena pengaturan
itu juga dapat dilihat dari sudut tujuan yang hendak diraih (“doelmatigeheid”)
,'7 Kalaupun ada pengaturan, hanya terbatas pada asas, atau dalam hal UUD
terdapat ungkapan “the supreme law of the land” (Pasal 6 UUD Amerika
Serikat).'™
Menurut Bagir Manan, ada beberapa faktor yang dapat dijadikan
alasan mengapa tata urutan tidak diatur secara khusus: Pertama, karena tata
urutan jtu mempunyai konsekuensi, bahkan setiap peraturan perundang-
undangan harus memiliki dasar hukum pada peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan perundang-undangan tingkatan lebih
rendah tidak boleh bertentangen dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.'” Kedua, sistem hukum positif tidak hanya berupa peraturan
perundang-undangan, melainkan meliputi juga hukum-hukum tidak tertulis
(yurisprudensi, hukum adat, atau hukum kebiasaan). Kaidah-kaidah hukum
tidak tertulis ini dapat juga dipergunakan untuk menguji peraturan perundang-
undangan ataun sebaliknya, walaupun tidak bertalian dengan tata urutan
peraturan perundang-undangan. Dengan mengambil perbandingan di Inggris,
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (delegated
legislation) dapat divji terhadap common law dan prinsip-prinsip umum
seperti prinsip “bias, ultra vires” dan lain-lain. Sedangkan di Belanda,

'"Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hal. 208.
171bid., hal. 205-206.
1% Apsbila temyats persturan penmdang-undangan yang lebih rendah tingkstannya bertentangan dengan

peraturan perundang-umdangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangsn yang lebih readah dapat ditmtut
untuk dibatalkan bahken batal demi huloom (vaa recheswege nletig).
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peraturan atau keputusan administrasi negara dapat diuji terthadap asas-asas
umum pmyelenggaraan administasi negara yang baik (beginselen van
behaarhjrtk bestuur).'®Peraturan perundang-undangan yang dikenal - dalam
Undang-Undang Dasar 1945 (masa 17 Agustus 1945-17 Agutus 1950), dan
diberlakukan kembali berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dalam
beberapa pasal disebutkan, peraturan perundang-undangan, terdiri atas:
undang-undang {(Pasal 5 ayat (I}, juncto. Pasal- 20 ayat (1); peraturan
pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Pasal 22), dan -peraturan
pemerintah (Pasal 5 ayat (2)).'*!

Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS), yang berlaku
mulai tanggal 27 Desember 1949, bentuk-bentuk peraturan yang tegas disebut
adalah; Undang-Undang Federal, Undang-Undang Darurat, dan peraturan
pemerintah. Sedangkan dalam UUDS yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus
1950, penyebutannya berubah lagi menjadi: Undang-Undang, Undang-Undang
Darurat, dan peraturan pemerintah.

Dengan perkataan lain, ketiga konstitusi ini, mengenal adanya Undang-
Undang Dasar, Undang-Undang atau Undang-Undang Federal, peraturan
pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) atau Undang-Undang Darurat,
dan peraturan pemerintsh. Penyebutan hanya 3 atau 4 bentuk peraturan
(termasuk UUD) tersebut, dalam UUD bersifat enunsiatif artinya tidak
menutup kemungkinan untuk mengatur bentuk-bentuk lain yang lebih rinci
sesuai dengan kebutuhan.'® : -

Pada tahun 1950, Republik Indonesia sehagai salah satu Negara Bagian
dari Republik Indonesia Serikat, menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1950 tentang jenis dan bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
pusat. Dalam Pasal 1 UU dimaksud, dinyatakan jenis-jenis peraturan

Y®Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, op.cit, hal. 206.

"®lakan tetapi, kemudien dalam praktiknya (antara tahun 1945-1949), juga dijumpai pelbegai jenis
peraturen perundang-undangan lain, seperti: Penetapan Presiden; Pemhman Presiden; Penetapan Pamerintah;
Maklumat Pemerintah; Maklumat Presiden (Waldl Presiden).

122 Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Makkamak Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan
Republik Indonesio, (Bandung: Citra Aditys Bakii, 2006), hal 360-361,
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pemerintah pusat ialah: undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti

undang-undang; peraturan pemerinteh; dan peraturan menteri.

Setelah periode kembali ke UUD 1945, berdasarkan Surat Presiden
No. 2262/HK/1959 tertanggal 20 Agustus 1959, yang ditujukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), dinyatakan bahwa di
samping bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang ada dalam
Undang-Undang Dasar (UUD 1945), dikeluarkan pula bentuk-bentuk
peraturan yang lain, yaitu:

a Penetapan presiden, untuk melaksanakan Dekrit Presiden/ Panglima
Tertinggi Angkatan Perang tanggal 5 Juli 1959 tentang Kembali Kepada
UUD 1945,

b. Peraturan presiden, yaitu peraturan yang dikeluarkan untuk melaksanakan
penetapan presiden, ataupun peraturan yang dikeluarkan berdasarkan Pasal
4 ayat (1) UUD 1945,

¢. Peraturan . pemerintsh, yzitu untuk melaksanakan peraturan presiden
schingga berbeda pengertiannya dengan peraturan pemerintah yang
dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945.

d. Keputusan presiden, yang dimaksudkan untuk melakuken atau
meresmikan pengangkatan-pengangkatan.

e. Peraturan menteri dan keputusan menteri, yang dibuat oleh kementerian-
kementerian negara atau Departemen-Depar-temen pemerintahan, masing-
masing untuk mengatur sesuatu hal dan untuk melakukan atau meresmikan
pengangkatan-pengangkatan. ' .

Namun demikian, satu hal perlu dicatat, terdapat perbedaan antara
penetapan yang bersifat pengangkatan-pengangkatan, yang berisi putusan-
putusan yang bersifat beschikking dengan putusan-putusan yang berbentuk
mengatur (regeling).'®

‘BDalam susunan terscbut di atas, jelas terdapat kekncauan entara satu bentuk peraturan dengan bentuk

peraturan lain, Bahkan, dalam praktiknys, bentuk perahman yang paling banyak dikeluarian, adalah penctapan
pruidmdanpaammuidm,ymgkmuﬁmmmimbulhndmadimmmmpumjadi.mm
yang scharusnya distur dengan undamg-undsng, justru kemudian distur dengan penciepan presiden ataupun
peraturan presiden. Schagian di antaranya malsh bertentangan dan menyimpang dari ist UUD 1945,

"*Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, op.cit.
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3. Pengaturan Hierarkhi Peraturan Perundalig-undangan

Selanjutnya berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Sementara Nomor XX/MPRS/1966, ditentukan bentuk peraturan dengan tata
urutan sebagai berikut:

a

B o o

L

Undang-Undang Dasar.
Ketetapan MPR.
Undang-Undang/Perpu.
Peraturan Pemerintah.
Keputusan Presiden dan/atau Instruksi Presiden.
Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti: Peraturan Menteri,
Instruksi Menteri, dan lain-lain.
Menurut Bagir Manan, ada beberapa kekurangan dari TAP MPRS

Nomor XX/MPRS/1966'®, sehingga memerlukan penyempurnaan: '#

a

Ketetapan ini hanya mengatur susunan peraturan perundang-undangan
tingkat pusat. Peraturan daersh sebagai peraturan perundang-undangan
tingkat daerah tidak dimasukkan Kemungkinan pertimbangannya, karena
daerah otonom yang membuat peraturan daerah, secara hukum tidak
mempunyai hubungan hierarkis dengan pusat, Daerah otonom merupakan
lingkungan subjek hukum yang berdiri sendiri bukan bagian herarkis dari
pemerintah  pusat. Pandangan ini ada benamya, tetapi ada
pencampuradukan antara sistem peraturan perundang-undangan dengan
sistem organisasi pemerintahan. Sebagai peraturan perundang-undangan,
peraturan daerah adalah subsistem dari sistem tertib peraturan perundang-
undangan, karena itu harus tunduk dan mengikuti sistem tertib peraturan
perundang-undangan,’®’ Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan,

B husus Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 ini, yang rentang (masa) keberlakuannya bertahan

dalam waktu yang amat lema, pads kenyataannya jamek ditemui kelemahen mendasar, yang selanjutnya menjadi
argumen untuk melskukan perubahen dan pembanien Tap MPRS terschut.

1% Bagir Manar, op.cit., hal, 2[0-211.

I Sebagni bagian dari sistem tertib peraturen perundang-undangsn, peraturen dacreh funduk pada saleh

satu asas wmum yang tidek bolch bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali
pereturan perundang-vndangan yang lebih tinggi mengatr sesustu di Juar wewenangnys, Dengsn demikian,
peraturan dacreh mestinya dimasukan dalam sistem {ertib peraturan perundang-undangan secera integral,
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ketetapan ini memasukkan pula-keputusan-keputusan yang tidak tergolong
peraturan perundang-undangan, seperti “Instruksi Presiden”.

b. Dalam praktik, Ketetapan MPR tidak selamanya berbentuk peraturan
perundang-undangan. Selama ini ada ketetapan tentang pengangkatan
presiden dan ketetapan pengangkatan wakil presiden. Ketetapan semacam
ini bukan peraturan perundang-undangan, karena mengatur sesuatu yang
bersifat konkret dan individual

¢. Keputusan presiden. Ada keputusan presiden yang bukan peraturan
perundang-undangan seperti keputusan mengenai pengangkatan dalam
suatu jabatan Keputusan semacam ini adalah “beschikking” bukan
peraturan perundang-undangan. .

Kemudian sebagai upaya pembaruan dari Tap MPRS fterscbut,
. Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor

II/MPR/2000, yang mengatur tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan

Peraturan Perundang-undangan. Di dalamnya juga disebutkan beberapa bentuk

peraturan perundang-undangan, serta menegaskan Pancasila sebagai sumber

dar segala hukum. Adapun pertimbangan ketetapan ini dikeluarkan, adalah
disebabkan oleh:
“... pengalaman perjalanan sejarah bangsa dan dalam menghadapi masa depan
yang penuh tantangan, maka bangsa Indonesia telah sampai kepada kesimpulan
bahwa dalam penyelenggaraan berbangsa dan bemmegara, supremasi hukum
haruslah dilaksa-nakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dengan melihat
bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum perlu

mempertegas sumber hukum yang merupakan pedoman bagi pemyusunan
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.'®

Di samping itu, dipengaruhi pula oleh: “.. untuk dapat mewujudkan
supremasi hukum perlu adanya aturan hukum yang merupzkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara sesuai dengan tata urutannya.'®

18K onsiderans menimbang, Keletapan MPR Nomor II/MPR/2000.
'”Jbl’i I
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Ketetapan ini diambil juga dengan mempertimbangkan:
“.. dalam rangka memantapkan perwujudan otonomi dserah perlu
menempatkan peraturan dae;'ah dalam tata urutan peraturan perundang-
undangan. Salah satu alasan utama yang dijadikan pertimbangan keluamya
ketetapan ini adalah melihat Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan
Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia berdasarkan Ketetapan
MPRS Nomor XX/MPRS/1966 telah menimbulkan kerancuan pengertian
sehingga tidak dapat lagi dijadikan landasar penyusunan peraturan perundang-
undangan.'®

Dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2000 ini, pertama-tama
disebutkan tentang: “.. arti sumber hukum yang merupakan sumber yang
dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan, baik dalam
bentuk sumber hukum tertulis maupun sumber hukum tidak
tertulis.'”'Selanjutnya dijelaskan,... sebagai sumber hukum dasar nasional
adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatvan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-
Undang Dasar 1945.1%

Berkaitan dengan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan,
tersusun dalam tata urutan sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
c. Undang-Undang (UU);
d. Peraturan Pemerintari Pengganti Undang-undang (Perpu);
e. Peraturan Pemerintah (PP);
f. Keputusan Presiden (Keppres);

lﬂljbld_
191pacal 1 Ketetapan MPR Nomor [I/MPR/2000.
lﬂjbld_
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g. Peraturan Daerah (Perda).'”

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis
(groundnorm) Negara Republik Indionesia, yang memuat dasar dan garis besar
hukum dalam penyelenggaraan negara. Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia merupakan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat
sebagai pengemban kedaulatan rakyat, yang ditetapkan dalam sidang-sidang
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-undang dibuat oleh Dewan
Perwakilan Rakyat bersama presiden untuk melaksanakan Undang-Undang
Dasar 1945 serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia.

Dalam. tata urutan berikut di bawah undang-undang diletakkan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang, yang dibuat oleh presiden dalam hal ihwal
kegentingan yang memaksa Dengan ketentuan bahwa, peraturan pemerintah
pengganti undang-undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam
persidangan yang berikut. Kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat dapat menerima
atau menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut dengan
tidak mengadakan perubahan. Apabila ditolak Dewan Perwakilan Rakyat,
peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus = dicabut
keberlakuannya.'*

Dilihat dari hubungan antar tingkatan dalam tata urutan, lebih lanjut
dijelaskan:

“... sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap
aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum
yang lebih tinggi. Berkaitan dengan keberadaan peraturan lain, yang dibentuk
oleh lembaga negara, dan atau kelembagaan lainnya, disebutkan bahwa
peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan,
menteri, Bank Indonesia, badan, lembaga, atau korhisi yang setingkat yang

x

19%ppsal 2 Ketetapan MPR Nomor IIVMPR/2000.

"™peraturan pemerintsh dibuat olch pemerintsh untuk melaksanakan perintah undang-undang. Sedangkan
keyutusan presiden yang bersifat mengatur, dibuat olch presiden uniuk menjalankan fungsi dan tugasnya berupa
pengaturan pelaksanaan administrasi negum dan administrasi pemerintahan,
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dibentuk oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang
termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini, 1%

Dalam perkembangannya, pe;nberlakuan ketetapan MPR Nomor
IIVMPR/2000 ini justru menimbulkan pelbagai permasalahan. Terutama jika
dilihat dari beberapa bentuk peraturan yang ada dalam praktik. Selain itu,
kedudukan dari Perpu yang berada di bawah undang-undang, juga menimbulkan
beragam penafsiran tentang maksud dari ketetapan tersebut. Sebenarnya hal
semacam itu tidak perlu terjadi, jikalau sekiranya, pemahaman terhadap
keberadaan dari substansi ketetapan tersebut, dilaksanakan secara konsisten.

Semenjak TAP MPR RI Nomeor III'MPR/2000 ditetapkan,
penerapannya telah menimbulkan beragam implikasi, terutama dalam
menafsirkan serta menyangkut keberadaan beberapa peraturan perundang-
undangan. Seperti halnya peraturan yang dikeluarkan oleh menteri sebagai
pembantu presiden, khususnya ketentuan yang bersifat mengatur (regeling).’
Dalam kerangka demikianlah, kajian terhadap kedudukan keputusan menteri
dalam sistem perundang-undangan menjadi urgen sehingga tidak lagi
menimbulkan polemik yang berkepanjangan.*’

Ditinjau dari perspektif perundang-undangan, ada beberapa catatan
kritis yang dapat dikaji terhadap TAP Nomor IIVMPR/2000 ini. Catatan
tersebut muncul sebagai akibat dan: 7
“.. masth adanya celah (loop hole) yang dapat menimbulkan kerancuan.
Terdapat inkonsistensi dalam penggunaan istilah untuk arti yang sama. Istilah
peraturan perundang-undangan dalam bagian judul, dengan istilah aturan hukum
yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2. Penggunaan beberapa kata yang dapat
menimbulkan kesalahpahaman dalam pengertian. Kata-tata urutan, istilah
hukum tenulis dan hukum tidak tertulis, serta istilah hukum dasar tertulis dan

1%5Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor OI/MPR/2000.
1%Berdasarkean Ketentuan Pasal 4 Ketetepan MPR. RI Nomor IMPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap

Mated Dan Stats Hukum Keictapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementars Dan Ketetapin Majelis
Permusyawaratan Rekyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 telah dirckomendasikan
bah wa TAP MPR. RI Nomer III/MPR/2000, dinyatakan tidak berlaku sampai terhentuknyz undang-undang.

¥paya yang sama pemsh dilakuknn olch Menteri Kehakiman dan Hek Asasi Menusia RI, untuk

memberikan penjelasan dalam rangka pemshemen yang sama terhadap kedudukan keputusan menteri dalam TAP
MPR. RI Nomor [II/MPR/2000.
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hukum dasar nasional, yang dapat membingungken dan menimbulkan petbagai
macam interpretasi bagi pembentuk peraturan perundang- undangan.”"**
Selanjutnya, ditemukan pula beber;pa kelemahan dalam Ketetapan

MPR Nomor IIVMPR/2000, yang di antaranya adalah:'*

a. Penempatan peraturan pemerintah pengpanti undang-undang (Perpu) di
bawah undang-undang, menipakan kekeliruan yang cukup fatal, karena
Perpu berdasarkan ketentuan Pasal 22 UUD 1945 mempunyai kedudukan
yang sama dengan undang-undang (dalam penamaan disebutkan pengganti,
yang bermakna sama), yang ditetapkan dalam hal ihwal kegentingan yang
memaksa.

b. Pasal 2 TAP MPR RI Nomor IIVMPR/2000, sepintas lalu terkesan bersifat
limitatif, seolah-olah jenis peraturan perundang-undangan hanya tujuh buah.
Akan tetapi, apabila dibaca kalimat pembuka Pasal 2 yang berbunyi: Tata
urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam
pembuatan aturan hukum di bawahnya, dan dikaitkan dengan ketentuan

. -Pasal 4 yang berbunyi: (1) Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-
undangan imi, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengen aturan hukum yang lebih tingpi. (2) Peraturan atau
keputusan Mahkamah Agung, Bedan Pemeriksa Keuangan, menteri, Bank
Indonesia, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh
pemerintah tidak boleb bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam
tata urutan peraturan perundang-undangan imi, apabila ditafsirkan secara
gramatikal, sistematikal, dan logika hukum, maka jelas bahwa peraturan
perundang-undangan dalam Pasal 2 tidak bersifat limitatif. Alasannya
adalah: bahwa dilihat dari arti istilah peraturan perundang-undangan, yang
merupakan keseluruhan aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga atau
pejabat yang benvenang untuk itu yang isinya mengikat secara umum.

=X

"WMahmud Azis, dalam Kedudukan Keputusan Menteri yang bersifat Pengaturan (regeling) Dalam TAP
MPR Nomor II/MPR/22000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peatwren Perundang-undangan (Suatu
Telashan secara Teoritis dan Praktis), Depkeh dan HAM RI, 2001,

¥Bagir Manan, op.cit, hal 210-211. Lihst juga, Sochino, Hukum Tata Negora (Teknik Perundang-
undangan), (Yogyakarta: BPFE, 2006), hal. 10.
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Kewenangan mana dapat berbentuk kewenangan atnbutif, dan kewenangan
yang berbentuk delegatif/derivatif.

c. Tentang kata keputusan dalam Pasal 5 ayat (i) yang berbunyi Keputusan
Mahkamah Agung, dan seterusnya, juga terlibat rancu, karena Mahkamah
Agung sampai saat ini tidak pernah membuat keputusan, yeng tepat adalah
putusan. Apabila dihubungkan antara ketentuan Pasal 5 ayat (2) dengan
Pasal 2 dalam kaitannya dengan kewenangan Mahkamah Agung menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dalam hal
termasuk Perpu yang terletak di bawah undang-undang, maka tentu akan
bertentangan dengan Pasal 22 UUD 1945, yang memberikan kewenangan
kepada presiden dan DPR delam kaitannya dengan kedudukan Perpu, yang
diterima atau ditolak menjadi undang-undang.

d. Pasal 5 ayat (1), MPR diberikan kewenangan menguji secara materiil
maupun formal suatu UU terhadap UUD 1945 dan TAP MPR. Permasalahan
munéml, apakah kewenangan ini sama dengan kewenangan yang diberikan
kepada lembaga yudikatif (judicial review), atau kewenangan ini bersifat
politis (Tegislative review/political review). Ketentuan Pasal 5 ayat (1) telah
menjadi tidak bermakna manakala dikaitkan dengan Pasal 24 C UUD 1945
(hasil Amandemen Ketiga) yang memberikan kewenangan pengujian

. undang-undang terhadap UUD kepada Mahkamah Konstitusi.?®

e. Adanya perluasan pemahaman oleh Pasal 6 tethadap ketentuan Pasal 22 A
UUD 1945, yang hanya mengamanatkan tentang Tata Cara Pembentukan
Undang-undang diatur dengan un-dang-undang, tetapi tidak termasuk
peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan Perda.

f. Pencabutan terhadap TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang
Memorandum DPR GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia
dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, tanpa
memberikan pengecualian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 telah
membawa implikasi politis dan yuridis yang luas baik secara politis maupun
secara hukum.

X0y jhat UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkemah Konstitusi (Lembaren Negara
Republik Indoncsia Tatum 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembearan Negara Republik Indonesia Nomor 4316),
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Saat ini, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga diatur hierarki
peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:*"! ‘

a. Undang-Undang Dasar 1945;

b. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;

c. Peraturan pemerintah;

d. Peraturan presiden;

¢. Peraturan daerah, yang mcliputi: peraturan daerah provinsi, peraturan daerah
kabupaten/Kota dan peraturan desa atau yang setingkat.

Selanjuinya, berkaitan dengan keduduken peraturan perundang-
undangan lain, di luar yang disebutkan dalam hierarki dimaksud, Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, memberikan ketegasan bahwa: Jenis peraturan permdang-undangan
selain dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), tetap diakui keberadaannya dan
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian juga ditambahkan, bahwa
kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalsh sesuai dengan hierarki
peraturan perundang- undangan 22

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004, disebutkan jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaan
dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dimaksud, antara lain:

... peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, menter,
kepalabadan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentak oleh undang-
undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan

un

®'pgsal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 tentang Fembentukan Peraturan Perundang-
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389)

- ™Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundeng-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahsn Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389). -
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Rakyat Daerah Provinsi, Gubemur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”
Sedangkan, yang dimaksud dengan kekustan hukum peraturan
perundang-undangan sesuai dengan “hierarki” peraturan perundang-undangan,
adalah penjenjangan setiap jenis peraturan: perundang-undangan yang
didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebik rendah
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

tin ggi -203_

8] ihat Penjclasan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tehun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tehun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
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BAB III
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2008 TENTANG JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN

A. Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)

1. Latar Belakang

Pada saat Indonesia mengalami krisis moneter pada akhir dekade 1990-an
yang kemudian berimbas pada sektor perbankan dan perekonomian nasional
secara luas, sistem keuangan nasional menghadapi tantangan yang sangat berat,
khususnya sektor jasa perbankan. Kepercayaan masyarakat kepada sistem
perbankan nasional merosot dengan tajam, ditandai dengan terjadinya penarikan
dana secara besar-besaran oleh nasabah. Akibainya, sejumlah bank mengalami
permasalahan  likuiditas yang menjurus kepada runtubnya sistem perbankan
nasional dan pada gilirannya berdampak pada terganggunya sistem pembayaran
dan perekonomian nasional >

Untuk membangun sistem keuangan yang lebih stap menghadapi krisis,
telah dilakukan penataan kembali kelembagaan yang ada (institutional building).
Pengembangan kelembagaan telah dilakukan untuk menata kembali otoritas
fiskal, otoritas moneter dan otoritas pengawas bank dan lembaga keuangan
bukan bank. Penataan otoritas fiskal dilakukan melalui reorganisasi Departemen
Keuangan yang bertujuan untuk memfokuskan pada fungsi fiskal. Sementara,
penataan otoritas moneter dan Oforitas pengawas bank dilakukan melalui
amandemen atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia. Disamping itu, telah didirikan Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS.
Lembaga ini juga turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan
sesuai dengan-kewenangannya. Namun demikian, dalam rangka pencegahan dan

K risis moneter pada akhir dekade 1990-an tersebut menunjukkan masth kurangnya perangiat hukum,
kelembagaan, dan koordinasi antar lembaga dalam menangani krisis yang terjadi terssbut. Peraturan-peraturan
yang ada saat itu belum mengatur hal-hal berkenann dengan pencegahan dan penanganan krisis. Hal ini
memberikan pelajaran mengenai penting regulasi yang memadai khususnya dalam pencegehan dan penanganan
krisis serta perlunya koordinasi antar lembaga dalam pencegehan dan penanganen keisis. -
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penanganan krisis secara terpadu, efisien, dan efektif masih diperlukan adanya
mekanisme koordinasi diantara lembaga-lembaga dalam sistem keuangan
nasional. ? _ L

Nilai tukar mata vang beberapa negara terhadap dolar Amerika Serikat
juga mengalami pergolakan. Pada saat yang sama, ketatnya likuiditas di pasar
keuangan internasional mendorong investor untuk menarik vangnya di emerging
market, dan melakukan flight to quality ke negara-negara lain yang dinilai lebih
aman. Hal ini mengakibatkan pelemahan mata uang berbagai negara, termasuk
rupiah terhadap dolar Amerika. Sementara itu, tingkat yield surat utang negara,
terutama pada negara berkembang (emerging market) mengalami kenaikan yang
sangat tajam. Fluktuasi nilai tukar, yield surat berharga, dan bahkan pasar modal
sangat mempengaruhi kondist perekonomian secara umum, termasuk kegiatan
sektor riil.

Demikian pula perkembangan harga saham di seluruh dunia juga
mengalami kemerosotan yang sangat tajam dibanding awal tahun 2008. Situasi
yang sangat tidak pasti ini harus dikelola, dimonitor, dan diantisipasi secara
berkelanjutan, termasuk menetapkan langkah-langkah penyesuaian dan
pengamanan yang diperiukan. *%

Dalam menghadapi kemungkinan terjadinya gangguan yang berpotensi
mengancam stabilitas sistem keuangan nasional, diperlukan mekanisme
koordinasi antar lembaga terkait dalam pembinaan sistem keuangan nasional.
Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan tugas dan tanggung jawab masing-
masing lembaga tersebut serta membakukan mekanisme pengambilan keputusan

) ekanisme koordinesi dan pengambilan keputusan dalsm rangka pencegahan dan penangsnan krisis
secara terpadu, cfisien, dan efeltif menjadi semslkin penting setelah munculnya krisis kenangan global pada awal
tahun 2008 yang dimulai deri krisis yang terjadi di Ametika Serikat. Situasi perekonomian global telsh mengalami
perubshan yang sangst dramatis sepanjang tahun 2008. Koodisi pasar uang dan paser modal selurubk dunia
mengalami guncangen akibat krisis keuangan tersebut.

MGelurub negara-negara di cimia telah dan terus melakukan berbagai kebijakan penyesusian dalam
menghadapi gejolak keuangan global. Tidak terkecuali Indonesia, juga mengalami imbas, telah dan skan terus
melakukan penyesusian kebijakan, baik untuk menyikapi, hingge mengantisipasi, serta meminimalkan dampak
pads perckonomimn nasional. Perckonomian dunia mengalami pelemahan, dan bahkan resesi yang diperkirakan
gkan berlanjut hingga tahun 2010. Tidak ada satu negarapm yang benar-benar dapat membebaskan diri dan
terisolasi dari kejadian ini. Beberepa negara maju bahkan menyatakan telah mengalami resesi, dan eaat ini tengah
berusaha dengan sekust tensgs untuk meminimumksn dampsk krisis keuangan global, baik secera intemnal
(domestik), maupun melalui kerjasama bilateral, regional, bahkan di Hngkat dunia. Dampsk dari situasi diatas
berpotensi merusak stabilitas gistem keuangan nasional
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dalam menghadapi gejolak di dalam sistem keuangan nasional. Lembaga-

lembaga terkait dalam mekanisme ini terdiri dari otoritas fiskal (Menteri

Keuangan), otoritas moneter (Bank Indonesia) dan otoritas pengawas Bankxdan

Lembaga Keuangan Bukan (LKBB). Mekanisme koordinasi diantara otoritas

sektor keuangan ini merupakan kelengkapan lembaga dalam Jaring Pengaman

Sistem Keuangan (JPSK) yang sangat penting dalam rangka menjaga stabilitas

sistem keuangan.

Secara garis besar, berdasarkan pengalaman di berbagai negara Jaring
Pengaman Sistem Keuangan terdiri dari 5 komponen besar yaitu:

a. Adanya mekanisme Jender of last resort yang dapat berfungsi dengan baik
dalam kondisi normal.

b. Adanya mekanisme pemberian fasilitas pembiayaan darurat (FPD) yang
dapat berfungsi dengan baik dalam kondisi berpotensi krisis dan kondisi

c. Adanya sistem penjaminan simpanan dlharapkan akan mengurangi biaya
sosial bank bangkrut dan selanjutnya mengurangi kemungkinan penggunaan
lender of last resort. Keberadaan sistem penjamin simpanan ini
memungkinkan pengambil keputusan dapat melakukan penutupan bank
tanpa menimbulkan kekuatiran nasabah.

d. Adanya regulasi tentang permodalan schingga mengurangi potensi bank
gagal dan mengurangi biaya intervensi melalui lender of last resort.

e. Adsnya prosedur untuk melakukan penyelamatan (bailouf) atau likuidasi
bank/LKBB schingga lembaga keuangan yang bermasalah dapat ditangani
dengan cepat dan tepat.

Terdapat concern dari masyarakat mengenai adanya kerentanan lembaga
keuangan terhadap potensi moral hazard, baik dari pelaku pasar maupun otoritas
di sektor keuangan dengan adanya Jaring Pengaman Sistem Keuangan Untuk
meminimaltkan moral hazard, Pemerintah telah menyusun langkah-langkah
pengamanan sebagai berikut:

a. Adanya konsekuensi hukum apabila terdapat penyalahgunaan (fraud).
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. Adenya konsekuensi pengambilan hak dan kewenangan RUPS setelah
mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) dan Penyertaan Modal
Sementara (PMS) oleh oforitas terkait. . l
. Adanya konsekuensi punishment sesuai dengan peraturan yang berlaku atas
kelalaian pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

. Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat dituntut secara hukum apabila
tidak menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang herlaku
(KSSK tidak kebal hukum).

. Mengusahakan solusi private sebelumn memakai fasilitas jaring pengaman
sistem keuangan.

Jaring pengaman sistem keuangan harus dilengkapi dengan ketersediaan
informasi yang cermat dan akurat serta pengaturan dan pengawasan yang
prudent dan ketat.

. Membuat akses terthadap fasilitas yang diatur dalam JSPK tidak terlalu pasti
sehingga pelaku pasar tidak mudah menebak keputusan yang akan diambil
oleh otoritas terkait karena jupga dilakukan berdasarkan kasus per kasus
{constructive ambiquity).

Menyampaikan kepada publik mengenai kondisi awal dan persyaratan
umum untuk mendapatkan fasilitas yang diatur dalam JPSK. Ada syarat
“perlu™ (necessary condition) yang diketahui oleh publik, pamun syarat
tersebut tidak cukup untuk mendapatkan fasilitas bantuan likuiditas tersebut.
Pendekatan seperti ini dapat dilakuken dalam keadaan normal- dimana
kondisi sistem keuvangan tidak memburuk sehingga pembuat kebijakan
punya waktu yang cukup hanyak untuk memilah-milah persoalan dan
keleluasaan untuk membuat kebijakan mengatasi persoalan.

. Tujuan Jaring Pengaman Sistem Keuangan

Jaring Pengaman Sistem Keuangan merupakan upaya secara

berkesinambungan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem
keuangan melalui pengaturan dan pengawasan lembaga kevangan dan sistem
pembayaran, penyediean fasilitas Jender of last resort, program penjaminan
simpanan, serta pencegahan dan penanganan krisis. Fungsi lender of last resort
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merupakan salah satu instrumen penting dalam Jaring Pengaman Sistem
Keuangan yang menjaga stabilitas sistem keuangan 277

Namun demikian, mengingat pengaturan dan pengawasan lembaga
keuangan dan sistem pembayaran, penyediaan fasilitas Jender of the last resort,
serta program penjaminan simpanan telah diatur dalam undang-undang
tersendiri Jaring Pengaman Sistem Keuangan ini hanya mengatur mekanisme
pencegahan dan penanganan krisis yang berdampak sistemik.?®

3. Ruang Lingkup Jaring Pengaman Sistem Keuangan

Ruang lingkup JPSK yang mencakup bank dan LKBB (lembaga
keuangan) dilandasi’ pemikiran bahwa lembaga keuangan sangat rentan
terhadap risiko likuiditas yang diakibatkan sifat alami lembaga keuangan yang
harus melakukan transformasi jatuh tempo antara sisi aktiva dan passiva.
Disamping itu, lembaga keuangan juga sangat rentan tethadap risiko sistemik
karena adanya jaringan dan ketersambungan dalam sistem pembayaran,
pinjaman antar bank, serta jual beli instrumen keuangan dan derivatif.
Penyebab kerentanan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar
perbankan seperti yang terjadi pada krisis akhir-skhir ini yang berasal dar
kerentanan makroekonomi dan adanya gelembung (bubbles) keuangan di
pasar keuangan dunia. Hal ini tejadi karena para pelaku pasar keuangan
merasa optimis yang berlebihan disertai ketemakan dengan melihat bahwa
pencapaian yang lalu yaitu moderasi dan keberhasilan mencapai pertumbuhan
yang tinggi dengan inflasi yang rendah (the great moderation) akan terus
berlanjut. Kerentanan lain pada lembaga keuangan adalah kerentanan di satu

Para peneliti kensmaan sepexti Diamond (1984), Diamond dan Dybig (1983), Kalomiris and Khan
(1991), Diamond and Rajan (2001), melakukan kajian secars mendalam dan menyimpulkan bahwa lender of fast
resort diperlukan oleh mistem perbankm di setiap negara menginget c¢iri kerentanan yang dimiliki bank serta
dampaknya yang sangnt luss terhadap sistem keuangan dan perckonomian. Thomton (1802) dan Bagehot (1873)
jupa menegaskan bahwa lender of last resort marupakan keharusan/kebutuhan untuk menyokong sistem kesangan
kescluruhan demi kepentingan publik.

MRuang lingkup tindakan-tindaken yang dapat dilskukan dslam Jaring Pengaman Sistem Keuangan
meliputi (i) tindaken mengatasi permasalahan Bank/TKBB yang membehaysken kelangsungan usshanya, (ii)
peajeminan Pemerintah atas simpansn nasabah, (jii) pemberian fasilitas pembiaysan jangka pendck olech Bank
Indonesia; dan (iv) tindaken mengatasi permasalahan Bank/TK BB yang membahayakan sistemn keuangan atau
membehayaken perekonomian nasional
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lembaga keuangan dapat menular kepada lembaga keuangan lain (contagian
effect) dan bahkan ke sektor lain dan pada akhimya dapat berdampak terhadap
seluruh sistem perekonomian.

B. Latar Belakang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

1. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Kenangan -

Dengan mempertimbangkan pengalaman penanganan krisis pada tahun
1998 dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi pejabat
pengambil keputusan dalam rangka pencegahan dan pemangapan krisis,
Pemerintah memandang perlu untuk jaring pengaman sistem keuangan dalam
suatu undang-undang. Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Jaring
Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) dimaksudkan agar (i) menghindari
ketidakjelasan kerangka hukum dalam pengambilan keputusan, (ii)
menghindari penanganan yang bersifat ad-hoc dan lambat, (iii) meningkatkan
kepercayasn dan persepsi masyarakat akan kesiapan otoritas menghadapi
krisis keuangan, (iv) mengisi missing link undang-undang di sektor keuangan
yang sudah ada, dan (v) meminimalkan biaya penanganan krisis. Namun
demikian, mengingat Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman
Sistem Keuangan membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya sedangkan
pada semester II tahun 2008 terdapat ancaman krisis keuangan global yang
berpotensi berdampak pada sistem keuangan nasional maka untuk memenuhi
kebutuhan akan landasan hukum yang mengatur tentang Jaring Pengaman
Sistem Keuangan, Pemerintah pada tanggal 15 Oktober 2008 menerbitkan
Peraturan Pemerintah Pengganti - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. *%

patimbangan dengan ditetaplomnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2008 tentang Jering Pengamean Sistem Keuangan Krisis keuangan global saat ini telah mengakibatican
sistem keuangsm di beberapa negara tidak dapat menjalanken fungsi dan peranmys secara efektif Kondisi tersebut
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Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia khususnya Pasal 11 ayat (5) tentang pengambilan keputusan
dalam kondisi kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan mengantipasi
ancaman krisis keuangan global yang dapat membahayakan stabilitas sistem
keuangan dan perekonomian nasional, perlu dibuat suatu landasan hukum
yang kuat, mekanisme koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam
pembinaan sistem keuangan nasional, serta mekanisme pengambilan
keputusan sehingga tindakean pencegahan dan penanganan krisis dapat
dilakukan secara terpadu, efisien dan efektif. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, Pemerintah menetapken Peraturan Pemerintsh Pengganti Undang-
Undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan ?'°

JPSK merupakan suatu mekanisme pengamanan sistem keuangan dari
ancaman krisis yang mencakup pencegahan dan penangapan kmisis. Secara
umum JPSK ditujukan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem
keuangan melalui pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dan sistem
pembayaran, penyediaan fasilitas pembiyaan jangka pendek, program
penjaminan simpanan, serta pencegahan dan penanganan krisis. Namun
demikian, mengingat pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan telah
diatur dalam Undang-Undang terkait dengan Lembaga Keuangan, pengaturan
tentang sistem pembayaran dan penyediaan fasilitas pembiayaan jangka
pendek telah diatur dalam UU BI dan Perppu BL, serta program penjaminan
simpanan telah diatur dalam UU LPS dan Perppu LPS, maka ruang lingkup
Perppu ini hanya meliputi tindakan pencegahan dan penanganan Krisis.
Tindakan pencegahan dan penanganan Krisis meliputi :
a. penanganan kesulitan likuiditas dan/atau masalah sovabilitas bank yang

berdampak sistemik; dan

x

dikhewntitken dapat menimbulkan dammpak negatif terhadap stabilites sistem keusngan dan  mengancam
kesinarmbungan perekonomisn nasional.

H%Berdasarkan Keterangan Pers, Komite Stabilitas Sistern Kenangan, Jakarta 16 Oktober 2008,
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b. penanganan kesulitan likuiditas dan/atau masalah solvabilitas lembaga
keuangan bukan bank (LKBB) yang berdampak sistemik.

Adapun instrumen-instrumen yang dipakai disesuaikan dengan kebutuhan
dan tingkat ancaman terhadap sistem keuangan antara lain: berupa pemberian
fasilitas pembiayaan darurat dan penambahan modal melalui penyertaan modal
sementara. Dalam hal suatu Bank mendapat fasilitas pembiayaan darurat, Bank
Indonesia berwenang untuk mengambil alih hak dan wewenang RUPS untuk
mengganti pengurus Bank dan menempatkan Bank dimaksud dalam status
pengawasah khusus. Sedangkan apabila Bank mendapatkan penyertaan modal
sementara, maka Bank dimaksud sepenuhnya diamhil alih oleh Lembaga
Penjamin Simpanan atau Badan Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-Undang tentang Perbankan.
Disamping itu dalam rangka mengurangi biaya krisis yang akan ditanggung
oleh negars, pemerintah juga dapat memberikan insentif dan/atau fasilitas
dalam rangka penyelesaian kesulitan likuiditas dan /atau masalah solvabilitas
yang dilakukan oleh sektor privat. Insentif dan fasilitas dimaksud antara lain
dalam bentuk pemberian insentif fiskal dan relaksasi peraturan perundangan.

Sumber pendanaan Pemerintah untuk pencegahan dan peranganan Krisis
berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui penerbitan Surat
Betharga Negara (SBN) atau tunai. Dalam rangka akuntabilitas, penggunaan
dana anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pencegahan dan
penanganan Krisis harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk mencapai tujuan dari JPSK, dibentuk Komite Stabilitas Sistem
Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank
Indonesia yang didukung oleh sekretariat. KSSK menetapkan kebijakan dan
langkah-langkah dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis di sektor
keuvangan dan melakukan koordinasi dengan berbagai otoritas dalam
pelaksanaannya.

Dengan diterbitkannya Perpu tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
ini, maka ketersediaan instrumen pengaman stabilitas sistim keuangan nasional
akan makin lengkap sehingga Pemerintah, Bank Indonesia dan institusi terkait
akan dapat melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan penanganan krisis
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secara cepat, efektif, dan dapat meminimalkan potensi kerugian bagi negara.
Perpu JPSK tersebut mulai berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2008.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Jaring
Pengaman Sistem Keuangan, pada tahun 2004 telah dibentuk Panitia Antar
Departemen (PAD) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang
Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang keanggotaannya terdiri dari
Departemen Keuangan, Departemen Hukum dan HAM, Sekretariat Kabinet,
dan Bank Indonesia. PAD dimaksud telah mengkaji dan merumuskan substansi
pokok dari Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang menjadi dasar penyusunan
Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan ini.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PAD telah melakukan barmonisasi, -
pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dimaksud.
Pengkajian oleh PAD dilakuken antara lain melalui kegiatan-kegiatan berupa
studi kepustakaan, diskusi dengan mengundang para pakar, sosialisasi, seminar
atau public hearing dalam rangka penyempumaan Rancangan Undang-Undang,
serta menyelenggarakan simulasi penanganan krisis sebagai uji coba prosedur
penanganan Krisis yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini.

Materi hukum yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang
tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan ini pada prinsipnya merupakan
materi muatan yang harus diatur dengan undang-undeng. Hal ini didasarkan
pada landasan yuridis bahwa materi Jaring Pengeman Sistem Keuangan
dimaksud diperintahkan secara teges dalam Pasal 11 ayst (5) Undang-Undang
.Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yaitu bahwa ketentuan dan tata
cara pengambilan keputusan mengenai permaselahan keuangan Bank yang
berdampak sistemnik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber
pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur
dalam undang-undang tersendiri. Mekanisme ini merupakan bagian dari konsep
Jaring Pengaman Sistem Kevangan atau Indonesia Financial Safety Net yang
akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman
Sistem Keuangan sebagaimana telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Bank Indonesia.

Selain itu, materi muatan dalam Rancangan Undang-Undang tentang
Jaring Pengaman Sistem Keuangan adalah pengaturan lebih lanjut ketentuan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai
keuangan Negara. Sehingga sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi
muatan tersebut harus diatur dengan suatu Undang-Undang.

Rancangan Undang-Undang JPSK mengatur masalah pencegahan dan
penanganan krisis. Tindakan pencegahan dan penanganan krisis meliputi
tindakan mengatasi permasalahan likuiditas dan permasalahan solvabilitas baik
Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang berdampak
sisternik.

Suatu bank dapat mengalami permasalahan likuiditas apabila mengalami
permasalahan  keuangan akibat ketidaksesuaian antara arus kas masuk dengan
arus kas keluar, Apabila permasalahan likuiditas tersebut tidak segera
ditangani, dikhawatirkan kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut merosot
dan nasabah berbondong-bondong menarik vangnya (bank rurns) sehingga bank
dimaksud tidak dapat berfungsi secara normal. Bank runs sangat rentan
tethadap rumor yang dengan mudah menyebar dan makin besar yang dapat
berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat tethadap sistem perbankan,
Suatu bank dapat kolaps apabila semua nasabah percaya terhadap rumor yang
berkembang di tangah masyarakat dan kemudian semua bertindak menarik
simpanannya. Bank tersebut tidak akan mampu melikuidiasi asetnya dalam
waktu singkat untuk dapat memenuhi kewajibannya terhadap nasabah. Hal
tersebut dapat menimbulkan efek domino terhadap bank lain sehingga bank-
bank lain kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran kepada nasabahnya
(dampak sistemik).?"!

=

Mpeularan dalem keadasn normal (good fimes) berbeds dengan penulsren dalam keadasn buruk (bad

times). Pada gast normal relatif mudah bagi otoritas pengawas untuk membedaksn parmasalahan likuviditas dengan
permasalshan permodalen (solvebilitas). Nammun pada sast keadasn krisis, smgnt sulit membedakan sntara
permasalahan likuiditas dan sclvabilitas. Potensi kegagalan satu bank meningkat pada saat semua bank mengalami
tckenen sccara sistemik. Bank yang semuls hanya mengalami persoalan likmiditas, aken dengan ccpat bank
tersebut menjadi insolvent.
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Dampak dari kegagalan beberapa bank terhadap harga produk keuangan
akan berakibat terhadap penurunan nilai dari aset dan apabila dilakukan
penyesuaian harga akan mengurangi nilai kolateral/agunan pada tingkat
korporasi sehingga akan mengurangi kredit yang dapat diberikan oleh bank
kepada korporasi yang pada akhimya akan menggangpgu pertumbuhan
ekonomi.

Untuk mengatasi permasalahan likuiditas bank tersebut, bank dapat
memperoleh fasilitas likuiditas dari Bl sebagai lender of the last resort.
Sedangkan untuk mengatasi permasalahan likuiditas LKBB yang berdampak
sistemik, LKXBB dapat memperoleh fasilitas likuiditas dari Pemerintah,

Dalam hal bank mengalami permasalahan solvabilitas, yaitu
ketidakcukupan modal bank untuk memenuhi kewajibannya, BI melakukan
langkah-langkah penyehatan sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-
Undang tentang Perbankan. Apabila upaya yang dilakukan tidak dapat
menyehatkan bank tersebut, bank dinyatakan sebagai bank gagal. Sama halnya
dengan permasalahan likuiditas, apabila bank dinilai berdampak sistemik, bank
tersebut tidak dilikuidasi karena dapat menimbulkan efek domino terhadap
bank-bank lain, sehingga bank tersebut harus diselamatkan melalui
penambahan modal dalam bentuk penyeriaan modal sementara (PMS) oleh
LPS sesuai dengan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Ruang lingkup Undang-Undang JPSK adalah meliputi pencegahan dan
penanganan krisis yang membahayakan sistem keuangan atau membahayakan
perekonomian nasional. Pencegahan dan penanganan krisis dilakukan setelah
pengawas Bank/[ KBB tidak dapat lagi mengatasi permasalahan Bank/LKBB
sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pencegahan dan penanganan krisis meliputi tindakan mengatasi
permasalahan likuiditas dan permasalahan solvabilitas Bank dan LKBB yang
Berdampak Sistemik. Tindakan-tindakan untuk pencegahsn dan penanganan
krisis dilakukan melalui tindakan mengatasi permasalahan likuiditas dan
permasalahan solvabilitas dari Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
(LKBB) yang berdampak sistemik, yaitu antera lain dengan memberikan
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Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) bagi Bank atau bantuan likuiditas bagi
LKBB yang mengalami permasalahan likuiditas. Selain itu, dapat pula
dilakukan dengan menambah modal berupa penyertaan modal sementara
terhadap Bank dan LKBB yang mengalami permasalahan solvabilitas.

Dengan diaturnya JPSK, maka :

a.

terdapat landasan hukum yang kust dalam melakukan tindakan pencegahan
dan penanganan krisis;

adanya ftransparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengambilan
keputusan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis;

terdapat mekanisme koordinasi diantara lembaga terkait dalam menghadapi
gangguan yang berpotensi mengancam stabilitas sistem keuangan nasional,
tanpa mengurangi independensi masing-masing otoritas;

penanganan permasalahan lembaga keuangan yang berdampak sistemik
dapat dilakukan secara tuntas;

terdapat sumber pendanaan yang jelas untuk tindakan pencegahan dan
penanganan krisis dengan tetap berpedoman pada hak budget Dewan
Perwakilan Rakyat.

Prinsip-prinsip implementasi pencegahan:dan penanganan krisis meliputi:

1.

Kecepatan pengambilan keputusan

Keputusan penangenan terhadap permasalahan bank harus dilakukan segera
mungkin paling tidak ketika terjadi indikasi bahwa hal tersebut dapat
menjadi awal pemicu dampak sistemik terhadap sistem keuangan Tindakan
cepat, pesan (signaling) yang jelas dan kepemimpican yang didcfinisikan
secara baik akan memberikan dampak positif untuk menjaga dan/atau
pemulihan kepercayaan publik.

Transparansi dan kredibilitas keputusan ~

Menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam penanganan krisis menjadi
faktor yang sangat penting untuk keberhasilan pemulihan kepercayaan
sistem keuvangan nasional. Untuk itu, sangat diperlukan adanya proses yang
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menjamin bahwa pelaksanaan pencegahan dan penanganan krisis dilakukan -
secara transparan dan akuntabel, serta dilakukan oleh lembaga yang
kompeten. Dengan demikian diperlukan data den informasi yang handal
(reliable), staf yang berkualitas, koordinasi institusional yang erat, dan
komunikasi publik yang baik.

3. Kepastian hukum

Keputusan yang diambil dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis
oleh otoritas fiskal dan otoritas moneter merupakan keputusan yang sah dan
mengikat, sehingga dapat memberikan kepastian hukum.

4. Akuntabilitas penggunaan dana publik |

Dalam pencegahan dan penanganan krisis yang memerlukan dukungan
pendanaan dari APBN, mekanismenya dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kecepatan
pengambilan keputusan.

Berdampak Sistemnik adalah suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh
suatu atau beberapa Bank, LKBB, dan/atau gejolak pasar keuangan yang apabila
tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah Bank dan/atau LKBB lain
sehingga menyebabkan hilangnya kepercayzan masyarakat terhadap sistem
keuangan dan perekonomian nasionai. ’

Permasalahan Jembaga keuangan yang berdampak sistemik
sebagaimana dluralkan diatas dapat terjadi pada kondisi sistem keuangan dalam
keadaan normal maupun dalam keadaan krisis. Dampak sistemik dapat timbul
karena terjadinya permasalaban dari suatu lembaga keuangan baik secara
individu maupun bersama-sama dengan potensi penyebaran masalah (contagion
effect) yang dapat menyebabkan kegagalan sejumlah lembaga keuangan lainnya
bahkan kegagalan pada sistem keuangan secara keseluruhan Dampak sistemik
dapat terjadi dalam kondisi krisis akibat-kemerosotan ekonomi/ keuangan dalam
negeri atau kemerosotan ekonomi/keuangan dunia. '
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Sebagaimana prakiik yang berlakn umum di negara-negara lain,
kriteria dan pengukuran dampak sistemik tidak ditetapkan secara eksplisit dan
dimuka (ex gnfe) dalam suatu ketentuan perundang-undangan, karena:

a. Berpotensi menimbulkan moral hazard

Apabila kriteria dampak sistemik ditetapkan secara eksplisit, maka terdapat
potensi bank atau lembaga keuangan bukan bank dapat memposisikan
sebagai lembaga yang berdampak sistemik. Oleh karena itu Bank/LKBB
cenderung kurang memperhatikan risiko {excessive risk taking). Hal tersebut
dilakukan karena pemilik atau pengurus lembaga keuangan memperkirakan
le.mbagg kevangan dimaksud akan diselamatkan oleh Pemerintah.

b. Pengukuran Dampak Sistemik Bersifat Situasjonal

Skala atau dampak sistemik disebabkan oleh berbagai situasi, baik
yang bersifat internal dari lembaga keuangan maupun bersifat ekstemal seperti
krisis keuangan global, serangan teroris, dan bencana alam. Oleh karena itu,
penetapen dampak sistemik sulit untuk ditetapksn diawal. Suatu lembaga
keunangan dapat dinyatakan berdampak sistemik pada situasi tertentu, namun
tidak berdampak sistemik pada situasi yang berbeda. Dengan demikian,
pengukuran dampak sistemik memerlukan professional judgement.

2., Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesin Terhadap
Pengajuan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

Dalam rangka mengantisipasi ancaman krisis global, scbelumnya pada
tanggal 15 Oktober 2008, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman
Sistem Keuangan (Perpu JPSK). Selanjutnya, guna memenuhi amanat konstitusi,
Presiden Republik Indonesia dengan surat Nomor R-63/Pres/10/2008 tanggal 29
Oktober 2008 telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun
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2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang
kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Proses selanjutnya, Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku wakil Pemerintah telah melakukan
pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perpu JPSK
dimaksud dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan pembahasan
tersebut, dalam Rapat Peripurna Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 18 Desember
2008 yang ditindaklanjuti dengan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat kepada
Presiden Nomor LG.01.02/9319/DPR RI/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008,
setelah didahului dengan proses lobi antara pimpinan fraksi di DPR dengan
pemerintah lebih dari 30 menit, DPR akhirnya memutuskan secara.resmi
menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) Nomor 4 Tahun
2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Kevangan (JPSK). Ketua DPR Agung
Laksono mengatakan, berdasarkan pandangan akhir fraksi tadi ada empat fraksi
yang menyetujui atau menerima Perpu JPSK. Yakni FPD, FPPP, FPDS, dan
FPKS. "Dua fraksi belum menyetujui yaitu FPG dan FPBD," dalam rapat
peripurna, Kamis 18 Desember 2008. Sedangkan fraksi yang menolak ada empat.
Yakni FPDIP, FPAN , FPBR, dan FPKB. Forum konsultasi telah menyepakati
untuk meminta pemerintah agar segera mengajukan RUU JPSK sebelum tanggal
19 Januari 2009 dan selanjutnya ditindaklanjuti sebagaimena mekanisme yang
berlaku22

Menindaklanjuti keputusan Rapat Peripumna Dewan Perwakilan Rakyat
dan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat terscbut, Presiden melalui surat
Nomor R-4/Pres/1/2009 tanggal 14 Januari 2009 telah menyampaikan Rancangan
Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan kepada Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat, serta telah menunjuk kembali, Menteri Keuangan dan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dapat mewakili Presiden dalam
pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem
Keuangan ini dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

2K sterangnn  Pemerintsh Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Jaring Pengaman Sistem
Keuangan, Tangpal 17 Februari 2009,
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Berdasarkan Keputusan tersebut terdapat beberapa penafsiran karena

_DPR tidak secara jelas menolak Perpu JPSK maka perpu tersebut dapat berlaku.

"Tetap berlaku. dalam implementasinya akan memperhatikan situasi

perkembangan dan karena pesannya dari DPR yaitu segera mengajukan

RUU.Selanjutnya,apabila perpu tidak ditolak maka tidak boleh lagi diajukan,
karena Perpu JPSK tidak ditolak, maka Perpu JPSK tetap ada.

C. Sistematika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

Materi muatan yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem
Keuangan pada prinsipnya merupakan materi muatan yang harus diatur dengan
undang-undang.?’® Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan ini dibagi dalam 9
(sembilan) Bab dan terdiri dari 31 Pasal, yang disusun dengan sistematika
sebagai berikut: Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penuiup dan Penjelasan.
Adapun Batang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan dibagi menjadi bab-bab
yang meliputi pengaturan tentang (i) Ketentuan Umum, (ii) Tujuan dan Ruang
Lingkup, (iii) Komite Stabilitas Sistem Keuangan, (iv) Pencegahan Krisis, (v)
Penanganan Kirisis, (vi) Insentif dan Fagilitas Untuk Penanganan Sektor Privat,
(vii) Sumber Pendanaan (viii) Ketentuan Lain-lain, dan (ix) Ketentuan Penutup.

Beberapa hal pokok yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem
Keuangan sebagai berikut.

23 jhat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
unsiungan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
[adnnesia Nomor 4389).
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1. Tujuan dan Ruang Lingkup Jaring Pengaman Sistem Keuangan
~ Jaring Pengaman Sistem Keuangan bertujuan untuk menciptakan dan
mémeliha.ra stabilitas sistem keuangan melalui pencegahan dan penanganan
Krisis.? Ruang lingkup Jaring Pengaman Sistem Keuangan meliputi
pencegahan dan penanganan Krisis.?!® Pencegahan Krisis meliputi tindakan
mengatasi permasalahan: ,
a. Bank yang mengalami kesulitan likuiditas yang Berdampak Sistemik;
b. Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas atau kegagalan pelunasan
FPD yang Berdampak Sistemik; dan
c. LKBB yang mengalami kesulitan likuiditas dan masalah solvabilitas yang
Berdampak Sistemik.

Penanganan Krisis meliputi tindakan mengatasi permasalahan:

a. Bank yang mengalami kesulitan likviditas dan/atau solvabilitas yang secara
individu Berdampak Sistemik atau bank yang secara individu tidak
Berdampak Sistemik tetapi secara bersama-sama dengan bank lain Berdampak
Sistemik, pada kondisi Krisis; dan

b. LKBB yang mengalami permasalahan solvabilitas yang Berdampak Sistemik.

2. Komite Stabilitas Sistem Kenangan
Untuk mencapai tujuan Jaring Pengaman Sistem Keuangan, dibentuk
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) vang terdiri dari Menteri Keuangan
sebagai Ketua merangkap anggota dan Gubemur Bank Indonesia sebagai
anggota?'® KSSK berfungsi menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan

M| ihat Pasal 2 Perandtan Pemcrintah Pengganti Undang-Undang Nemor 4 Tahun 2008 tentang Jaring
Pengaman Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4907).

231 jhat Pasal 3, Jbid.

Nbpacal 5, Ibid.
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dan penanganan Krisis.?'” Dalam rengka melaksanakan fungsi penetapan

kebijakan pencegahan dan penanganan Krisis, KSSK mempunyai tugas:2!8

a. mengevaluasi skala dan dimensi permaselahan likuiditas dan/atau solvabilitas
bank/LKBB yang ditengarai Berdampak Sistemik;

b. menetapkan permasalahan likuiditas dan/atau mesalah solvabilitas
bank/LKBB Berdampak Sistemik atau tidak Berdampak Sistemik; dan

c. menetapkan langkah-langkah penanganan masalah bank/LKBB yang
dipandang perlu dalam rangka pencegahan dan penanganan Kirisis.

Dalam rangka mendukung pelaksanzan tugas KSSK, KSSK dibantu oleh

sekretariat. Anggaran sekretariat dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, Bank Indonesia, dan/atau LPS. Struktur organisasi-dan tugas

sekretariat ditetapkan dengan keputusan KSSK.”'’ KSSK menyampaikan

laporan mengenai pencegahan dan penanganan Krisis kepada Presiden.

Adapun mekanisme Rapat KSSK sebagai berikut, Rapat KSSK diselenggarakan

sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Pengambilan

keputusan dalam rapat KSSK dilakykan berdasarkan mufakat. Dalam hal tidak

tercapai mufakat, Ketua KSSK menetapkan keputusan. Ketentuan lebih lanjut

mengenai mekanisme rapat KSSK ditetapkan dengan keputusan KSSK.>!

. Pencegahan Krisis 3

Adapun mekanisme pencegahan krisis, yaitu dalam hal terdapat bank
yang mengalami kesulitan likuiditas yang ditengarai Berdampak Sistemik oleh
Bank Indonesia, KSSK memutuskan kondisi bank tersebut Berdampak Sistemik
atau tidak Berdampak Sistemik. Dalam hal bank diputuskan Berdampak
Sistemik, KSSK memutuskan pemberian FPD oleh Bank Indonesia kepada
bank, penetapan pagu, jangka waktu, suku bunga, dan kriteria umum agunan

Hlpacal 6, Ibid.
28pgcal 7, Ihid”
P acal 8, Ihid.
pacal 9, Ibid.

Dpacal 10, Mbid.
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FPD, berdasarkan rekomendasi Gubemur Bank Indonesia. Pemberian FPD

sebagaimanax_ dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan kepada bank yang

mengajukan permohonan FPD dan memenuhi kriteria solvabilitas sesuai

ketentuan Bank Indonesia. Jangka waktu pemberian’ FPD paling lama 90

(sembilan puluh) hari kalender sejak penandatanganan perjanjian pemberian

FPD dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 90

(sembilan puluh) hari kalender. Dalam hal KSSK memutuskan bank yang

mengalami kesulitan likuiditas tidak Berdampak Sistemik, atau Berdampak

Sistemik namun tidak mengajukan permohoman FPD, Bank Indonesia

menetapkan bank dimaksud sebagai Bank Gagal. 22

Dengan diberikannya FPD kepada bank, Bank Indonesia berwenang:™>

a. mengambil alih hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
untuk mengganti sebagian atau seluruh direksi dan komisaris bank;

b. menempatkan pihak yang mewakili Bank Indonesia sebagai direksi dan/atan
komisaris bank; dan

c. menempatkan bank dimaksud dalam status pengawasan khusus.

Pemberian FPD dituangkan dalam perjanjian antara bank dan Bank
Indonesia yang dilengkapi dengan; 24
a. daftar aset bank dengan nilai teksasi sementara yang menjadi agunan FPD;

dan ‘ ;
b. rencana kerja bank dalam menyeclesaikan permasalahan yang dihadapi.

Bank penerima FPD) dilarang membagikan dividen dan manfaat -
finansial lainnya kepada pemegang saham sebelum bank melunasi FPD.2%
Menteri Keuangan atas nama Pemerintah memberikan jaminan secara tertulis
atas FPD yang diberikan oleh Bank Indonesia. Jaminan pemerintah sebagaimana

Dpgcal“ 1, fbid.
28pacal 12, fhid,
ipgsal 13, fbid.

23posal 14, fbid.
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dimaksud pada ayat (1) berupa penggantian dana FPD yang belum dilunasi oleh
bank kepada Bank Indonesia dalam hal; 2
_a. bank tidak mehn;asi FPD dalam jangka waktu yang ditetapkan KSSK; atau
b. bank dinyatakan sebagai Bank Gagal sebelum berakhimya jangka waktu FPD.
Apabila bank tidak dapat melunasi FPD dalam jangka waktu yang
ditetapkan KSSK, Bank Indonesia menyatakan bank dimaksud sebagai Bank

Gagal dan meminta KSSK untuk memutuskan kebijakan penanganan Bank Gagal

dimaksud.?’ Dalam hal bank penerima FPD dinyatakan sebagai Bank Gagal,

berdasarkan keputusan KSSK: 22

a. Pemerintah mengganti dana FPD yang belum dilunasi oleh bank penerima
FPD kepada Bank Indonesia;

b. Bank Indonesia menyerahkan piutang FPD dan agunannya kepada Menteri
Keuangan melalui Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang beserta seluruh
dokumen yang telah dicek kelengkapannya oleh Bank Indonesia; dan '

c. LPS melakukan penyelesaian atau penanganan Bank Gagal. ”’

Penanganan Masalah Solvabilitas Bank Yang Berdampak Sistemik yaitu
dalam hal bank dinyatakan sebagai Bank Gagal yang ditengarai Berdampak
Sistemik oleh Bank Indonesia, KSSK memutuskan Bank Gagal terscbut
Berdampak Sistemik atau tidak Berdampak Sistemik. Penyelesaian atau
penanganan Banks Gagal dilakukan oleh LPS. Dalam hal kondisi keuangan LPS
tidak mencukupi untuk penanganan Bank Gagal, Pemerintah dapat memberikan
pinjaman kepada LPS#°

Selain itu juga mengatur mengenai Penanganan Kesulitan Likuiditas
dan/atau Masalah Solvabilitas LKBB diatur mekanisme bahwa dalam hal terdapat
LKBB yang mengalami kesulitan likuiditas dan/atau masalah solvabilitas yang

Dbpaeal 15, Ibid.
Dpgsal 16, fbid.
YmPasaI 17, Ivid.

Dalam hal kondisi keuangan LPS tidak mencukupi untuk penangenan Bank Gagal Pemerintah dapat
meamberikan pinjaman kepads 1PS.

™pgsal 18, Pasturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tehun 2008 tentang Jaring
Peagamen Sistem Keusngan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tehur 2008 Nomor 149, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4907).
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ditengarai Berdampak Sistemik oleh Departemen Keuangan, KSSK memutuskan
kondisi LKBB tersebut Berdampak Sistemik atau tidak Berdampak Sistemik.
Dalam hal LKBB djputu;kan Berdampak Sistemik, KSSK memutuskan kebijakan
penanganan LKBB dimaksud.?!

4. Penanganan Krisis
Penanganan krisis meliputi dalam hal tejadi keadaan yang dinilai
membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, KSSK

rnenc:tapka.n:232 ,
a. langkah-langkah penanganan Krisis termasuk perkiraan kebutuhan biaya
penanganan Krisis; »

b. pemberian FPD kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas oleh Bank
Indonesia yang pembiayaannya dari Pemerintah;

c. pemberian bantuan likuiditas kepada LKBB yang mengalami kesulitan
likuiditas oleh Pemerintah; dan

d. penambahan modal berupa penyertaan modal sementara kepada bank/LKBB
yang mengalami masalah solvabilitas yang pelaksanaannya dilakukan oleh
LPS/Pemerintah.?*?

Pemberian FPD kepada bank Berdampak Sistemik dalam kondisi Krisis
dituangkan dalam perjanjian antara bank dan Bank Indonesia yang bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah, yang dilengkapi dengan: 24
a. daftar aset bank dengan nilai taksasi sementara yang menjadi agunan

FPD;** dan
b. rencana kerja bank dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.”

Dpasal 19, Mbid.

D2pasal 20, fbid.

D3pendanaan untuk pelaksanaan penanganan Krisis menjadi beban Pemerintah.

Pasal 21, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring
Pengaman Sistem Keuangan (Lembarin Negara Republik Indonesin Tshun 2008 Nomor 149, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4907).

pengikatan eset bank yang menjadi agunan, dilakuken oleh Bank Indonesia seteleh dokumen agunan
lengkap.
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Bank penerima F]E:D sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilarang
membagikan dividen dan manfaat finansial lainnya kepada pemegang saham
sebelum bank melunasi FPD.?7 Apabila bank tidak dapat metunasi FPD dalam
jangka waktu yang ditetapkan KSSK, Bank Indonesia menyatakan bank
dimaksud sebagai Bank Gagal dan meminta KSSK untuk memutuskan
kebijakan penanganan Bank Gagal dimaksud. >

Dalam hal menurut penilaian KSSK kondisi Krisis dapat
membahayakan perekonomian nasional, apabila diperlukan, KSSK berdasarkan
rekomendasi Gubernur Bank Indonesia mengusulkan kepada Presiden
membentuk badan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-
Undang tentang Perbankan. Pelaksanaan penambahan modal berupa penyertaan
modal sementara kepada bank/LKBB yang mengalami masalah solvabilitas
dapat dilakukan oleh badan khusus berdasarkan penunjukan KSSK.>? LPS.
dan/atau badan khusus untuk dan atas nama Pemerintah menjual saham dari
penyertaan modal sementara sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan
KSSK.2

5. Insentif dan Fasilitas Untuk Penanganan Sektor Privat
Pemerintah dan Bank Indonesia dapat memberikan insentif dan/atau
fasilitas dalam rangka mempercepat penyelesaian masalah likuiditas dan/atau
solvabilitas bank/LKBB yang Berdampak Sistemik yang dilakukan oleh sektor
privat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.?*!

DéRencana kerja harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelsh pemberian FPD.

D'Pacal 22, Perfuran Pemexintsh Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring
Pengaman Sistem Keumngan (Lembaran Negara R:publik Indonesia Tahun 2008 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4907).

Hpasal 23, fbid. :

¥pasal 24, Ibid.

#0pasal 25, bid.

Alpgsal 26, bid.
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6. Sumber Pendanaan

Sumber pendansan Pemerintah untuk pencegahan dan penanganan
Krisis berasal dari Anggaran‘. Pendapatan dan Belanja Negara melalui
penerbitan SBN atau tunai. Menteri Keuangan menetapkan ketentuan dan
persyaratan penerbitan SBN berdasarkan hasil rapat antara Menteri Keuangan
dan Gubemur Bank Indonesia dengan mempertimbangkan sustainabilitas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tingkat kesehatan neraca Bank
Indonesia, dan efektivitas kebijakan moneter. Pemerintah dapat melakukan
penerbitan SBN.melebihi pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan yang selanjutnya diusulkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan dan/atau disampaikan
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Penerbitan SBN dikecualikan dari
ketentuan tujuan penerbitan SBN sehagaimana diatur dalam Undang-Undang
tentang Surat Utang Negara dan tujuan penerbitan surat berharga syariah
negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Surat Berbarga
Syariah Negara. Bank Indonesia dapat membeli SBN di pasar primer dalam
rangka pencegahan dan penanganan Krisis. Penggunsan dana Amnggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk pencegahan dan penanganan Kirisis
harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
Menteri Keuangan melaporkan penerbitan SBN kepada Dewan Perwakilan
Rakyat paling lambat 30 hari kalender sejak penerbitan SBN.>?

Proses selanjutnya, Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku wakil Pemerintah telah melakukan
pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perpu JPSK
dimaksud dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan
pembahasan tersebut, dalam Rapat Paripuma Dewan Perwakilan Rakyat
tanggal 18 Desember 2008 yang ditindaklanjuti dengan surat Ketva Dewan
Perwakilan Rakyat kepada Presiden Nomor LG.01.02/9319/DPR RI/XI1/2008
tanggal 24 Desember 2008, Dewan Perwakilan Rakyat telah meminta kepada

Hpasal 27, Ibid.
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Pemerintah agar mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Jaring
Pengaman Sistem Keuangan sebelum tanggal 19 Januari 2009.

Menindaklanjuti keputusan Rz;pat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
dan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, Presiden melalui surat
Nomor R-4/Pres/1/2009 tanggal 14 Januari 2009 telah menyampaikan
Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden menunjuk Menteri
Keuangan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili
Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Jaring
Pengaman Sistem Keuangan ini dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

RUU JPSK ini dibangun dari kerangka Perpu JPSK yang sudah ada,
dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan konsepsi RUU JPSK
berdasarkan saran, masukan dan pendapat yang disampaikan Anggota Dewan
pada saat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perpu
JPSK, baik yang disampaikan pada saat penyampaian pendapat akhir fraksi
maupun pada rapat paripuma DPR.

Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem K euangan
dimaksudkan untuk (i) menghindari ketidakjelasan kerangka hukum dalam
pengambilan keputusan terutama dalam keadaan krisis sistemik, (ii)
menghindari penanganan yang bersifat ad-hoc dan lambat, (iii) meningkatkan
kepercayaan dan persepsi masyarakat akan kesiapan otoritas dalam menghadapi
krisis keuangan, dan (iv) meminimalkan biaya penanganan krisis. Berdasarkan
pengalaman tersebut, filosofis penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang
Jaring Pengaman Sistemmn Keuangan adalah agar pencegahan dan penanganan
krisis dapat dilakukan dengan 4 (empat) prinsip yaitu:

1. Prinsip Kecepatan Pengambilan Keputusan
Keputusan penanganan tethadap permasalahan bank harus dilakukan
sesegera mungkin paling tidek ketika terjadi indikasi bahwa hal tersebut
dapat menjadi awal pemicu dampak sistemik terhadap sistem keuangan.
Tindakean cepat, pesan (signaling) yang jelas dan kepemimpinan yang
didefinisikan secara baik ekan memberikan dampak positif untuk menjaga
dan/atau memulihkan kepercayaan publik.
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2. Prinsip Transparansi dan Kredibilitas Keputusan
Menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam penanganan krisis
menjadi  faktor yang sangat pmﬁné untuk keberhasilan pemulihan
kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional.Untuk itu, sangat diperlukan
adanya proses yang menjamin bahwa pelaksanaan pencegahan dan
penanganan krisis dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta dilakukan
oleh lembaga yang kompeten. Dengan demikian, diperlukan data dan
informasi yang handal (reliable), staf yang berkualitas, koordinasi
institusional yang erat, dan komunikasi publik yang baik.
3. Prinsip Kepastian Hukum
Keputusan yang diambil dalam rangka pencegahan dan penanganan
krisis oleh otoritas fiskal dan otoritas moneter merupakan keputusan yang
sah dan mengikat, sehingga dapat memberikan kepastian hukurn.
4. Prinsip Akuntabilitas Penggunaan Dana Publik
Dalam pencegahan dan penanganan krisis yang memerlukan dukungan
pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mekanismenya
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dengan tetap mempertimbangkan kecepatan pengambilan keputusan.

Jaring Pengaman Sistem Keuangan secara wumum bertujuan
menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan
dan pengawasan lembaga keuangan dan sistem pembayaran, penyediaan
fasilitas lender of the last resort, program penjaminan simpanan, serta
pencegahan dan penanganan krisis. Namun demikian, mengingat pengaturan
dan pengawasan lembaga keuangan dan sistem pembayaran, penyediaan
fasilitas lender of the last resort, serta program penjaminan simpanan telah
diatur dalam Undang-Undang tersendii maka Undang-Undang ini hanya
mengatur masalah pencegahan dan penanganan krisis yang berdampak
sistemik dan membahayakan sistemn keuangan dan perekonomian nasional.

Jaring Pengaman Sistem Keuangan ditujukan untuk mengatur
mekanisme koordinasi yang efisien dan efektif di antara berbagai Ilembaga
yang bertanggung jawab dalam menjaga stebilitas sistem keuangan nasional.
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Dengan dilakukannya pengaturan mengenai Jaring Pengaman Sistem

Keuangan, maka: _

a. terdapat landasan hukum yang kuat dalam m;lakukan tindakan pencegahan
dan penanganan krisis;

b. adanya transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengambilan
keputusan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis;

¢. terdapat mekanisme koordinasi di antara lembaga terkait dalam menghadapi
gangguan yang berpotensi mengancam stabilitas sistem keuvangan nasional,
tanpa mengurangi independensi masing-masing otoritas;

d. penanganan permasalahan lembaga kevangan yang berdampak sistemik
dapat dilakukan secara tuntas; dan'

e. terdapat sumber pendanaan yang jelas untuk tindakan pencegahan dan
penanganan krisis dengan berpedoman pada hak budget Dewan Perwakilan
Rakyat.

Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, secara garis besar Jaring

Pengaman Sistem Keuangan terdiri dar 5 (lima) komponen besar yaitu:

a. adanya mekanisme lender of the last resort yang dapat berfungsi dengan
baik dan efektif dalam kondisi normal;

b. adanya mekanisme pemberian fasilitas pembiayaan darurat (FPD) yang
dapat berfungsi dengan baik dan efektif dalam kondisi berpotensi krisis dan -
kondisi krisis;

c. adanya sistemn penjaminan simpanan diharapkan akan mengurangi biaya
sosial bank yang mengé]auﬁ kebangkrutan dan selanjuinya mengurangi
kemungkinan penggunaan lender of the last resort. Keberadaan sistem
penjamin simpanan ini memungkinkan pengambil keputusan dapat
melakukan penutupan bank tanpa menimbulkan kekhawatiran nasabah;

d. adanya regulasi tentang permodalan sehingga mengurangi potensi bank
gagal dan menpurangi biaya intervensi melalui lender of the last resort;

e. adanya prosedur untuk melakukan penyelamatan (bailout) atau likuidasi
bank/LKBB schingga lembaga keuangan yang bermasalah dapat ditangani

dengan cepat dan tepat.
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Mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Rancangan Undang-
Undang tentang Jaring Pengaman Sistem chméan ini dibagi dalam 9
(sembilan) Bab dan terdiri dari 39 Pasal, yang disusun dengan sistematika
sebagai berikut; Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup dan Penjelasan.
Adapun Batang Tubuh Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman
Sistem Keuangan dibagi menjadi bab-bab yang meliputi pengaturan tentang (i)
Ketentuan Umum, (ii) Ruang Lingkup, (iii) Komite Stabilitas Sistem
Keuangan, (iv) Pencegahan Krisis, (v) Penanganan Kirisis, (vi) Kebijakan
Penanganan Sektor Privat, (vii) Sumber Pendanaan, Persetujuan DPR, dan
Akuntabilitas, (viii) Ketentuan Lain-lain, dan (ix) Ketentuan Penutup.
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BABIV
IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

A. Mekanisme Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

1. Dasar Hukum

Dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam hal
ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan -peraturan
pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Materi muatan Peraturan
'Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-
Undang?*®* Dalam Ijndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa, ketenfuan
lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan

rancangan peraturan presiden diatur dengan Peraturan Presiden.”**
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 tersebut, dibentuklah Peraturan
Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan ‘Peraturan

Presiden.

2.Proses Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan olek Presiden dalam hal thwal

) ihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tehun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 4389).

3| ihat Pasal 24, ibid.
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kegentingan yang memaksa,2** oleh karena itu proses pembentukannya agak
berbeda dengan pembentukan suatu Undang—Undang.z“ _

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945,
dapat diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
mempunyai hierarkhi, fungsi dan materi muatan yang sama dengan Undang-
Undang, hanya di dalam pembentukannya berbeda dengan Undang-Undang, 2’

Selama ini Undang-Undang selalu dibentuk oleh Presiden dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, dan dalam keadasn normal, atau
menurut Perubahan UUD 1945 dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan.
disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, serta disahkan
oleh Presiden, sedangkan Peraturan Pemerintah Penpganti Undang-Undang
dibentuk oleh Presiden tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat karena
adanya suatu “hal ihwal kegentingan yang memaksa”.

Pasal 22 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk secara
subjektif menilai keadaan negara atau hal ihwal yang terkait dengan negara
yang menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat dibentuk segera,
sedangkan kebutuhan akan pengaturan materiil mengenai hal yang perlu diatur
sudah sangat mendesak sehingga Pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan
kepada Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-
undang (perpu). Jika kelak, perpu itu telah dinilai oleh DPR sebagaimana
mestinya, akhirnya diterima oleh DPR, barulah dapat dikatakan bahwa keadaan
atau hal ibwal kegentingan yang memaksa yang menjadi syarat pemberlakuan
Perpu yang bersangkutan menjadi keadaan atau hal ihwal yang memang
bersifat kegentingan yang memaksa berdasarkan penilaian yang objektif atas
keadaan atau hal ihwal dimaksud yang dilakukan bersama-sama oleh DPR
bersama-sama dengan pemerintah.

x

L ihat Pesal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tehun 2004 teatang Pembentukan Peraturan
Peundang-midangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesie Nomor 4359).

#Maria Farida Indarti, op.cif, hal. 80.
¥hid.
Universitas Indonesia

Pencabutan terhadap..., Wiwin Sri Rahyani, FH Ul, 2011.




106

Presiden diberi kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1)
untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu
sebagaimana mestinya 2% ] l

Oleh sebab itu, membedakan antara undang-undang dengan Perpu
dengan istilah tindakan kenegaraan versus tindakan pemerintahan tidaklah
tepat, meskipun dapat memudahkan pengertian mengenai hal itu. Pertimbangan
yang lebih sederhana dan lebih tepat untuk dipakai ialah bahwa Perpu itu
menyangkut tindakan pemerintahan untuk mengatur yang berkaitan dengan
alasan “innere notstand” menurut kebutuhan keadaen yang (i) mendesak dari
segi substansinya, dan (ii) genting dari segi waktunya. Jika kedua pertimbangan
ini terpenuhi, maka untuk kepentingan pemerintahan, Presiden berwenang
menetapkan peraturan pemerintah sebagai penggant undang-undang untuk
menjamin agar tindakan pemerintahan dimaksud dapat dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya tanpa harus lebih dulu menunggu ditetapkannya undang-
undang,

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 UUD 1945 dapat diketahui
bahwa:>*’ Pertama, Peraturan tersebut disebut peraturan pemerintah sebagai
penggganti undang-undang, yang berarti bahwa bentuknya adalah Peraturan
Pemerintah (PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945.
Pasal 5 ayat (2)ini menyatakan, “Presiden menetapkan peraturan pemerintah
untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Jika biasanya
bentuk Peraturan Pemerintah itu adalah peraturan yang ditetapkan untuk
menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, maka dalam keadaan
kegentingan yang memaksa bentuk Peraturan Pemerintah itu dapat dipakai

Mgifut “innere notstand” ituleh yang dapat dijadikan elasan pokok yang dapat membenarkan

ditetepkzmnya Perpu oleh Presiden, yaitu sepanjang berkaitan dengan kepentingan internal pemerintahan yang
memeriluken dukungan payung hukum setingkat undang-undang dalam keadasn genting dan mendesak, sementara
undang-undang dimaksud tidak mungkin di-bentuk dalam waktu cepat. Karena itu, memang nampak ada benamya
untuk menyatekan Perpu itu sebagai tindakan pemerintahan, seperti yéng dikemukakan olch Bagir Manan. Alan
tetapi, untuk membedskan istileh undeng-undang schbagsi tindakan kemegzrasn dan Pepu schagai tindakan
pemerintahan, juga tidak dapat dikatskan tepet sckali Banyak juga undang-imdang yang dibentuk berkaitan crat
dengan kepentingan pemerintehan dan karena itu dapat dikatakan sebagsi tindakan pemerintahan. Misalnya,
pembentukan undang-undang tentang pemckaran suatu kebiupaten atau provingi tertentu jelas beriaitan dengan
pemerintahan,

™ Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, op.cit., hal 80.
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untuk menuangkan ketentuan-ketentuan yang semestinya dituangkan dalam
bentuk undang-undang dan untuk menggantikan undahg-undang. _
Kedua®™, pada pokoknya, peraturan pemerintah sebagai peng:ganti
undang-undang itu sendiri bukanlah nama resmi yang diberikan olek UUD
1945. Namun, dalam praktik selama ini, peraturan pemerintah yang demikian
itu lazim dinamakan sebagai Peraturan Pemerintah (tanpa kata “sebagai’)
Pengganti Undang-Undang atau disingkat PERPU atau biasa juga ditulis Perpu.
B¢ edua undang-undang dasar ini sama-sama menggunakan istilah Undang-
Undang darurat untuk pengertian yang mirip atau serupa dengan Perpu™-.

Ketiga, Perpu tersebut pada pokoknya hanya dapat ditetapkan oleh
Presiden apabila persyaratan “kegemtingan yang memaksa” itu terpenuhi
sebagaimana mestinya. Keadaan “kegentingan yang memaksa” yang dimaksud
di sini berbeda dan tidak boleh dicampur-adukkan dengan pengertian “keadaan
bahaya” schagaimana ditentukan oleh Pasal 12 UUD 1945. %> Oleh karena itu,
sebagai dokumen historis, uraian penjelasan atas pasal-pasal ini dalam naskah
Penjelasan (tentang) UUD- 1945 dapat dijadikan rujukan untuk memahsmi
rumusan kedua pasal ini, terutama Pasal 22 secara lebih mendalam. Dalam
penjelasan Pasal 22 itu dinyatakan,

“Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagai
ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin
oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk
ber-tindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas
dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, Olek karena itu, peraturan

B0r11d, hal 81.

#10)eh karena jtu, kelaziman it kita terima saja zpa adanya schingga produk hulum peraturan pemerintah
schagai pengpanti wndang-undang itu dapat secara resmi disebut sebagai Perpu atau Peraturan Pemerintzh
Pengganti Undang-Undang. Penamasn demilkian ini sangat berbeda dani ketentuan yang terdapat delem Konstitusi
RIS 1949 dan UUDS 1950,

Jimly Asshiddigie menyebut mirip atau serupa, karena pada pokoknya antsra Perpu menurut UUD 1945
dan undang-undang deruret menurut Konstitusi RIS Tahun 1949 dan UUDS Tehun 1950 itw memang tidak
terdepat perbedaan yang prinsipil antara satu samna lain. .

B3pacal 12 terschut menyatakan, “Presiden menypatakan keadaan bahaye. Syarat-syarat dan akibatnya
keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”. Kedua ketentuan Pasal 12 dap Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3)
UUD 1945 terscbut sama-sama berasal dari ketentuan asli UUD 1945, yang tidek mengelami perubahan dalam
Peubahan Pertama sampai dengan Perubahan Keempat. Artinya, norma dasar yang terkandung di dalamnya tetap
tidak mengalami perabahan,
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pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sarma dengan undang-undang
harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. _

Dalam pengertian “kegentingan yang memaksa” itu terkandung sifatl
darurat atau ‘emergency’ yang memberikan alas kewenangan kepada Presiden
untuk menetapkan Perpu atau disebut undang-undang darurat menurut
Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, atau “emergency legislation” menurut
ketentuan konstitusi di berbagai negara lain. “Keadaan bahaya” seperti yang di-
maksud oleh Pasal 12 UUD 1945 memang dapat menjadi salah satu sebab
terpenuhinya persyaratan “kegentingan yang memaksa” menurut Pasal 22 ayat
(1) UUD 1945 itu. Akan tetapi, “kegentingan yang memaksa’ menurut Pasal 22
itu tidak selalu bersumber dari “kegdaan bakaya” menurut ketentuan Pasal 12.
Pengertian bahaya itu dapat saja diartikan sebagai ancaman yang datang dari
luar atau ancaman eksternal, tetapi keadaan “genting dan memaksa” dapat
timbul sebagai akibat ancaman dari luar ataupun sebagai akibat tuntutan yang
tak terelakkan dari dalam.2*

Dari segi lain, “keadaan bahaya” yang datang dari luar itu dapat
dilihat secara objektif fakta-fakta objektifhya, sehingga objektif atau tidaknya
dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan “kegentingan yang
memaksa” timbul dari penilaian subjektif Presiden belaka mengenai tuntutan
mendesak dari dalam pemerintahannya untuk bertindak cepat dan -tepat:
mengatasi keadaan yang genting. 2

Di samping itu, keadaan bahaya menurut Pasal 12 itu juga dapat
dikaitkan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,
“Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian,

B47hid, hal. 82.

WK riterin lain untuk membedekan entzra undang-undang dan Perpu itv dapat pula dipertimbangkan
pendapat Bagir Manan mengenai sifat tindakan pengaturan yang terdapat dalam kedua produk hukum ini. Menurut
gurs beser Universitas Padjadisran ini, undengundang merupakan produk tindakan pengaturen kenegarasn
sedangkan Papu merupaken tindakan produk pengaturan yang hanya bersifat pemerintohan. Ketika Komisi
Yudisi-al mengusulkan sgar Presiden menetapkan Pergu untuk mengadakan seleksi uleng para hakim agung, Bagir
Manen selaku Ketua Mahkamah Agung tentu saja menyatakan tidak setuju, Apapun pengertian “kegentingnn yang
memaksa”™ yang hendak dijadikan alasan di balik ide penctapan Papu dimaksud, menurut Bagir Manan, Presiden
tidak mungkin menctapken Papu untuk mengatur secara berlawanan dengan undang-umdeng hel-hel yang
berikenasn dengan pengangicitan dan pemberhentian hekim agung. Scbab, soal pengenghkatan dan pemberhentian
hakim agung menyanghut pesoalsn ketatanegaraan dalam hubungan antar lembaga pemerintshan eksckutif
dengan lembaga judiketif, bukean hanya berkeiten dengan persoalan internal pemerintahan yang memerjukan
pengaturan yang dapat di-benarknn ditetapken olch Presiden karena alasan kegen-tingan yang memaksa,
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dan perjanjian dengan negara lain”. Keadaan perang itu juga menyebabkan
timbulnya keadaan bahaya dan kegéntingan yang memaksa. Karena itu, oleh
Vemon Bogdanor dkk., keadaan darurat itu dibedakan antara (i) “state of war”
atau “state of defence”, (ii) “state of tension”, dan (iii) keadaan yang
disebutnya “innere notstand”**®. Di Indonesia, dalam undang-undang penger-
tian keadaan darurat itu dibedakan antara (i) keadaan darurat perang, (ii) darurat
militer, dan (iii) darurat sipil. Ketiga istilah ini jelas berbeda pengertiannya dari

‘state of war/defence”, “state of tension", dan “innere notstand” tersebut di
atas. Sebab, keadaan darurat perang dan darurat militer itu sama-sama berkaitan
dengan kondisi “state of war” atau “state of defence”.

Kondisi darurat sipil, seperti timbulnya ketegangan sosial, bencana
alam, atau yang sejenisnya dapat dimasukkan ke dalam kategori “state of
tension” atan kondisi tegang. Namun, khusus berkenaan dengan kondisi yang
disebut “innere notstand” sama sekali tidak terkait dengan kondisi darurat sipil
atan apalagi darurat militer. Keadaan darurat yang bersifat internal @inmere
notstand) itu dapat timbul berdasarkan penilaian subjektif Presiden sendiri
sebagni pemegang tugas-tugas kepala pemerintahan tertinggi atas keadaan
negara dan pemerintahan yang dipimpinnya. Jika timbul keadaan yang demikian
genting dan memaksa, baik karena faktor-faktor yang bersifat eksternal ataupun
karena fakior-faktor yang bersifat internal pemerintahan, yang hanya dapat
diatasi dengan menetapkan suatu kebijakan yang berbeda dari apa yang diatur
dalam undang-undang: maka untuk mengatasi keadaan itu, Presiden diberi
kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) untuk menetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu sebagaimana
mestinya.

4y emon Bogdanor ¢, all, Comparing Constiturion, (New York: Clarendon Press, 1995).
7Gifat “inmere notsiand” itmlah ying dapat dijadiken alasan pokok yang dapat membeparkan

ditetapkannya Perpu olch Presiden, yritu sepanjang berkaitan dengan kepentingan internal pemerintahan yang
memerlukan dukungen payung hukum setingkat undang-undang dalem keadaan genting dan mendesak, sementara
undang-undang dimaksud tidak mungkin dibentuk dalemn wakiu cepat. Karena itu, memang nampak ada bensemya
untuk menyatakan Perpu ftu gebagai tindakan pemerintahan, seperti yang dikemukekan oleh Bagir Manan Akan
tuapl,\mmkmmhadakmﬂllahtmdmg-tmdmgsdnsu tlndal:mkcnegmmdanPu'puwbagumdakan
pemerintzhen, juga tidak depat dikatakan tepat sekali. Banysk juga undang-undeng yang dibentuk berkaitan erat
dengan kepentingan pemerintahen dan karena itu depat dikataksn scbagei tindakan pemerintahan. Misalnya,
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Oleh sebab itu, membedakan antara undang-undang dengan Perpu
dengan istilah tindakan kenegaraan versus tindakan pemerintahan tidaklah tepat,
meskipun dapat memudahkan pengertian mengenai hal itw. Pertimbangan yang
lebih sederhana dan lebih tepat untuk dipakai ialah bahwa Perpu itu menyangkut
tin-dakan pemerintahan untuk mengatur yang berkaitan dengan alasan “innere
notstand” menurut kebutuhan keadasn yang (i) mendesak dari segi
substansinya, dan (ji) genting dari segi waktunya. Jika kedua pertimbangan ini
terpenuhi, maka untuk kepentingan pemerintahan, Presiden berwenang
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang untuk
menjamin agar tindaken pemerintahan dimaksud dapat dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya tanpa harus lebih dulu menunggu ditetapkannya undang-undang.

Keempat, karena pada dasarnya Perpu itu sederajat atau memiliki
kekuatan yang sama dengan undang-undang, maka DPR harus secara aktif
mengawasi baik penetapan maupun pelaksanaan Perpu itu di lapangan jangan
sampai bersifat eksesif dan bertentangan dengan tujuan awal yang
melatarbelakanginya.”® Namun demikian, jika misalnye ditetapkannya Perpu itu
oleh Presiden sunpguh-sungguh bersifat sewenang-wenang, dan kesewenang-
wenangan itu ternyata menimbulkan korban ketidakadilan yang sangat serius,
apakah Mahkamah Konstitugi harus menunggu waktu satu tahun sampai Perpu
itu diajukan oleh Presiden dan mendapatkan persetujuan DPR sebagaimana
mestinya? Lagi pula, dapat pula terjadi bahwa pemilihan bentuk Perpu itu
sendiri memang disengaja oleh Presiden untuk menghindar dari perdebatan yang
memakan waktu lama di DPR jika misalnya Presiden mengajukannys dalam
bentuk rancangan undang-undang ke DPR.>*

pembentukan undmmg-undeng tentang pemedmran suaty kabupaten atau provinsi tertentu jelas berkmitan dengan
pemerintahan.

SDengan demikian, Perpu itn harus dijadikan sebagai objek pengawasan yang sangat ketat oleh DPR.
sesuai dengan tugasnya di bidang pengawasan. Dapat pula dipersoalkan, apakeh selama berada dalam pengawasan
DPR-R], Pepu itu tidak dapat dinilai atau diuji oleh lembaga peradilan, yang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi.
. Secara se-pintas lale, memang dapat’dikatakan bahwa selama produk hukum tersebut masih berbemtuk Perpu,
belum menjadi undang-undang, maka meskipun kedudukannya sederajat dengsn undang-undang, upaya kontrol
hulum (morm control) terhadap Perpu ity masih merupaken urusan DPR, belum menjadi urusan Mahkamah Kons-
titusi, Aken tetapi kelak, apabila DPR telsh menyataksn persetujuannya dan kemudian Perpu itu berubah status
menjadi undang-undeng, baruleh undeng-umdang eks Perpu itu dapat divji olch Mahkamah Konstitusi

'0lch karcns itu, sangatlah penting mengembangkan pengertian bahwa Perpu itu sebenarnya secara mate-
ricl adslah undang-undang jugs, hanya beatuknya bukan undang-undang. Bejunya Peraturan Pemerintah, tefapi
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Proses pembentukan suate Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang berjalan lebih singkat, mengingat pembentukannya dilakukan dalam hal
ihwal kegentingan yang memaksa Dalam pembentukan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang itu beberapa mata rantai prosesnya dipersingkat. 2%

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 10 Th. 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dirumuskan bahwa, “ketentuan
lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan
peraturan presiden diatur dengan Peraturan Presiden”. .

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut,
saat ini telah berlaku Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tala
Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah,
dan Rancangan Peraturan Presiden. Dalam hal ikhwal kegentingan yang
memaksa, Presiden memerintahkan penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang.?®'

Selanjutnya Presiden akan menugaskan penyusunan Rancangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang kepada Menteri yang tugas
dan tanggung jawabnya meliputi materi yang akan diatur dalam Peraturan :
Pemerintabh Pengganti Undang-Undang tersebut, yang dalam penyusunannya
menteri tersebut berkoordinasi dengan Menteri dan menteri/pimpinan lembaga
terkait.®

Setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan
oleh Presiden, menteri yang tugas dan tangpung jawabnya meliputi materi yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut

isinya adalsh undang-undang, yaitu undang-undang dalam arti materiel atau “wet in matericle zZin”. Dengan
demikien, Perpu itu scbagai undang-undang dalam arti materiel itu dapat saja divji konstitusionalitasnya oleh
Mehkamah Konstitusi scbagaifnana mestinya.

¥ \aria Farida Indarti, op.cif. hal.81.

311 ihat Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiepkan Rancangan
Undang-Undang, Rancangen Peraturan Pemerintah Peusga.nu Undang-Undang, Rencangan peraturan Pemerinteh,
dan Rancingan peraturan Presiden. -

#3Lihat Pasal 37, ibtd.
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kemudian menyusun Rancangan Undang-Undang mengenai Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang menjadi Undang-Undang tersebut kemudian akan disampaikan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan Pasal 25 dan Pasal 26
Peraturan Presiden ini.**’

Sesuai dengan sifat dari suatu Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, maka setelah ditetapkan oleh Presiden dan diundangkan,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dapat langsung berlaku
mengikat umum, akan tetapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
tersebut harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dimintakan
persetujuannya.

3. Proses Penetapan dan Pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang

Proses Penctapan dan pengundangan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang saat ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesshean, Pengundangan, dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan yang dirumuskan sebagai
berikut: ’

“Presiden menetapkan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-
undang, rancangan pe:laturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden
yang telah disusun berdasarkan ketentuan mengenai tata cara mempersiapkan
rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan
presiden.”

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Menteri Sekretaris Negara
melakukap penyiapan naskeh rancangan peraturan pemerintah pengganti

3] ihat Pasal 38, ibid,
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undang-undang, kemudian Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang, dengan membububkan tanda tangan. 2%

Menteri Sekretaris Negara kemudian membubuhkan nomor dan tahun
pada naskah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk
disampaikan kepada Menteri untuk diundangkan.?*> Menteri?® akan
mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut
dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik indonesia disertai
nomor dan tahunnya, dan menempatkan Penjelasannya dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia dengan memberikan nomor.?” Hal ini
sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
yang menetapkan bahwa peraturan perundang-undangan yang diundangkan
dalam Lembaran Negara Republik Indonmesia meliputi undang-
undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Selanjutnya Menteri akan menandatangani pengundangan dengan
membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, dan kemudian menyampaikannya kepada Menteri Sekretaris
Negara untuk disimpen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
268

Berikut ini daftar Perpu yang ditetapkan oleh Presiden dari mulai era
orde lama, orde baru, dan orde reformasi.

*Lthat Pasal 8 ayat (2) huruf a dan ayat (3} Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan

"’mg Pasal 8 ayat (4) huruf a, ibid.

SMenteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-umdangan, Lihat Pasal |
angka 3, ibid,

%71 ihat Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a, ibid.

289] hat Pasal 10, ibid.
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Tabel
Daftar Perpu

ERA ORDE LAMA

1 1 Tahun 1959 Pembentukan Bank Umum 10-08-1959
Negara
2 | 21 Tahun 1959 Memperberat Ancaman Hukuman | 16-11-1959
terhadap Tindak Pidana Ekonomi
3 |23 Tahun 1959 Keadaan Bahaya 16-12-1959 «
4 1 Tahun 1960 Penambahan UU Drt 7 Tahun 2-2-1960
1955 (LN 1955-27) yang
ditambah dengan UU Drt 8 Tahun
1958 (LN 1958-156) tentang
Pengusutan, Penuntutan, dan
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
5 |2 Tahua 1960 Pergudangan 3.2-1960
4 Tahun 1960 Perairan Indonesia 18-2-1960
7 10 Tahun 1960 Pejabat yang menjalankan 23-3-1960
pekerjaan jabatan Presiden , Jika
Presiden mangkat berhenti atau
berhalangan, sedang Wakil
Presiden tidak ada atau
berhalangan

8 16 Tahun 1960 Beberapa Perubahan dalam Kitab | 14-4-1960
Undang-Undang Hukum Pidana
9 | 24 Tahun 1960 Pengusutan, Penuntutan, dan 9-6-1960
' Pemeriksaan Tindak Pidana

Korupsi
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10

1 Tahun 1969

Bentuk-bentuk Usaha Negara

7-4-1969

11

1 Tahun 1984

Penangguhan mulai berlakunya
UU PPN 1984

16-6-1984

12

1 Tahun 1992

Penangguhan mulai berlakunya
UU 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

11-8-1992

13

1 Tahun 1997

Penannguhan mulai berlakunya
UU 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan

31-12-1997

ERA ORDE REFORMASI

14

1 Tahun 1999

Pengadilan Hak Asasi Manusia

8-10-1999

15

1 Tahun 2000

Kawasan Perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas

1-9-2000

16

2 Tahun 2000

Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang

1-9-2000

17

3 Tahur 2000

Perubahan UU Nomor 11 Tahun
1998 tentang Perubahan
Berlakunya UU 25 Tahun 1997
tentang Ktenagakerjaan

25-9-2000

18

1 Tahun 2002

Pemberantasan Tindak PIdana

Terorisme

18-10-2002

19

2 Tahun 2002

Pemberlakuan Perpu 1 Tahun
2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme pada

11-3-2004
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peristiwa peledakan bom di Bali
tanggal 12 Oktober 2002
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20

1 Tahun 2004

Perubahan UTJ 41 Tshun 1999
tentang Kehutanan

2-4-2004

21

2 Tahun 2004

Perubahan U 12 Tahun 2003
tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD

22

1 Tahun 2005

Penangguhan mulai berlakunya
UU nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial

13-1-2005

23

2 Tahun 2005

Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayzh dan
Kehidupan Masyarakat Provinsi
Nangproe Aceh Darussalam dan
Kepulauan Nias Provinsi
Sumatera Utara

16-4-2005

24

3 Tahun 2005

Perubahan UU 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah

27-4-2005

25

1 Tahun 2006

Perubahan Kedua UU 12 Tahun
2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota

7-3-2006

26

2 Tahun 2006

Penangguhan Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi Pengadilan Perikanan
sebapgaimana dimaksud dalam
Pasat 71 ayat (5) UU 31 Tahun
2004 tentang Perikanan

2-10-2006

27

1 Tahun 2007

Perubahan UU 36 Tahun 2000
tentang Penetapan Perpu 1 Tahun
2000 tentang Kawasan

4-6-2007
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Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Menjadi UU

28

2 Tahun 2007

Penanganan Permasalahan Hukum
dalam Rangka Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah dan
Kehidupan Masyarakat di
Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam an Kepulauan Nias
Provinsi Sumatera Utara

5-9-2007

29

1 Tahun 2008

Perubahan UU 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi

Provinsi Papua

16-4-2008

30

2 Tahun 2008

Perubahan Kedua UU 23 Tahun
1999 tentang Bank Indonesia

13-10-2008

31

3 Tahun 2008

Perubahan UU 24 Tahun 2004
tentang I.embaga Penjamin
Simpanan

13-10-2008

32

4 Tahun 2008

Jaring Pengaman Sistem
Keuangan

15-10-2008

33

5 Tabun 2008

Perubahan Keempat UU 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan

31-12-2008

34

1 Tahun 2009

Perubahan UU 10 Tzhun 2008
tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD

26-2-2009

35

2 Tahun 2009

Perubahan UU 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji

17-7-2009

36

3 Tahun 2009

Perubahan UU 9 Tahun 1992
tentang Keimigrasian

17-7-2009
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4. Hubungan Antara Pengundangan Dan Daya Ikat

Dengen adanya pengundangan bagi suatu Peraturan perundang-
undangan, yaitu dengan penempatannya di dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia, maka peraturan perundang-undangan tersebut dianggap mempunyai
daya laku serta daya ikat bagi setiap orang.*®’

Pengundangan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, khususnya Bab IX tentang pengundangan dan penyebarluasan.
Dalam Pasal 45 dinyatakan bahwa agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan
Penmdang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
b. Berita Negara Republik Indonesia;

¢. Lembaran Daerah; atau

d. Berita Daerah.

Sehubungan dengan masalah pengundangan dan daya ikat terdapat tiga

variasi, yaitu:>"

a. Berlaku pada tanggal diundangkan
Apabila di dalam suatu peraturan dinyatakan berlaku pada tanggal
diundangkan, maka dalam hal ini peraturan tersebut mempunyai daya ikat
pada tanggal yang sama dengan tanggal pengundangannya. Contohnya,
apabila suatu Undang-Undang diundangkan pada tanggal 10 November
2006 dan dinyatakan berlaku pada tanggal diundangkan, maka pada tanggal
10 November 2006 tersebut Undang-Undang itu mulai berdaya-laku serta
berdaya-ikat (mengikat umum).

b. Berlaku beberapa waktu setelah diundangkan

Apabila di dalam suafu peraturan dinyatakan bedaku beberapa waktu
setelah diundangkan, maka dalam hal ini peraturan tersebut mempunyai
daya laku pada tanggal diundangkan tersebut, akan tetapi daya ikatnya

2Maria Farids Indrati, op.cit., hal.158.
M\l aria Farida Indrati, op.cit.hal.158.
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setelah tanggal yang telah ditentukan tersebut. Contohnya, apabila suatu
Undang-Undang diundangkan pada tanggal 10 November 2006 dan
dinyatakan berlaku 30 (tigapuluh) hari kemudian, maka Undang-Undang itu
mempunyai daya laku pada sejak tanggel 10 November 2006, akan tetapi
Undang-Undang tersebut baru berdaya ikat (mengikat umum) pada tanggal
10 Desember 2006. Dalam hal ini fakta yang terdapat/terjadi pada titik A
dan B tidak terikat oleh Undang-Undang tersebut, juga pada titik C dan D,
akan tetapi fakta yang terdapat/terjadi pada titk E, F dan seterusnya terikat
Undang-Undang ini.
c. Berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal yang
tertentu
Apabila suatu peraturan ditentukan demikian, maka hatl ini berarti bahwa
peraturan tersebut mempunyai daya laku sejak tangpal diundangkan, akan
tetapi dalam hal-hal tertentu ia mempunyai daya ikat yang berlaku surut
sampai tanggal yang ditetapkan tadi. Apabila suatu peraturan tersebut
dinyatakan berlaku surut, maka ketentuan saat/waktu berlaku sunutnya
peraturan tersebut harus dinyatakan secara tepat/pasti, misalnya berlaku
surut sampai dengan tanggal 1 Januari 2006, oleh karena hal ini
berhubungan erat dengan adanya kepastian hukum.

B. Mekanisme Pembahasan Rancangan Undang-Undang Teutang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

1. Pengajnan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat
Dalam Pasal 22 ayat (2} dan ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa
peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam persidangan yang berikut. Dalam Pasal 25 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 dirumuskan bahwa:

(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke
Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
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(2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana
dimaksud pada ayst (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan
undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang menjadi undang-undang.

(3) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak
Dewan Perwakilan Rakyst, maka Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang tersebut tidak berlaku.

(4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di tolak
Dewan Perwakilan Rakyat, maka Presiden mengajukan rancangan
undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang tersebut yang dapat mengatur segala akibat dari
penolakan tersebut. )

Setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan
oleh Presiden, menteri yang tugas dan tangpung jawabnya di bidang peraturan
perundang-undangan menyusun Rancangan Undang-Undang mengenai
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-
Undang*"" Penyampaian Rancangan Undang-Undang penetapan yang telah
disetujui oleh Presiden disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk
dilakukan pembahasan,?™

Selanjutnya dalam Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 68 Tabun 2005
tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan peraturan
Pemerinteh, dan Rancangan peraturan Presiden dinyatakan bahwa:

(1) Menteri Sekretaris Negara menyiapkan surat Presiden kepada Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat guna menyampaikan Rancangan Undang-
Undang disertai dengan Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan
Undang-Undang dimaksud. .

(2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:

a. menteri yang ditugasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan

Rancangan Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat;

b. sifat penyelesaiaan Rancangan Undang-Undang yang dikehendaki; dan
c. cara penanganan atau pembahasannya.
(3) Keterangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan

oleh Pemrakarsa, yang paling sedikit memuat :
a. urgensi dan tujuan penyusunanya; :

171 ihat Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pamerintah Pengganti Undang-Undeng, Rancangan pergturan Pemerintah,
dan Rancangan peratran Presiden.

pgsal 25, ibid.
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b. sasaran yang ingin diwujudkan;
c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
d. jangkauan serta arah pengaturan;
yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Undang-Undang.
(4) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada
Wakil Presiden, para menteri koordinator, menteri yang ditugasi untuk
mewakili Presiden/pemrakarsa, dan Menteri.
(5) Dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang di Dewan
Perwakilan Rakyat, Pemrakarsa memperbanyak Rancangan Undang-
Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

2. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Penetap;an Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Pembahasan rancangan u.qdang—undaﬁg tentang Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang menjadi undang-undang dilaksanakan melalui
mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang. Dewan
Perwakilan Rakyat hanya menerima atau menolak Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang. Dalam hal rancangan undang-undang mengenai
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi undang-
undang ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka Peraturan Pemerintah
Pengpanti Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak berlaku. Dalam hal
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu ditolak Dewan
Perwakilan Rakyat, Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang
pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu yang dapat
mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut 27

Pengajuan peraturan pemcrmtah pengganti undang-undang dilakukan
dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang.
Pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang dilakukan
melalui tingkat pembicarean di DPR.2"

I jhat Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembersn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negare Republik Indonesia Nomor 4385).

T41 that Pasal 145 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Devnn Perwekilan Rakyst, Dewan Perwakilan Dacreh, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lambaran Negara
Republik Indozesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972).
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3. Prosgs Pemberian Persetujnan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang antara
lain membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk
mendapat persetujuan. bersama dan memberikan persetujuan atau tidak
memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-
undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang.?’”> Hal ini
juga sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib.?®

Menurut Jimly Asshiddigie’”, karena materi peraturan pemerintah
pengganti undang-undang itu seharusnya dituangkan dalam bentuk undang-
undang, maka masa berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang-
undang itu dibatasi hanya untuk sementara. Menurut ketentuan Pasal 22 ayat
(2) dan (3) UUD 19435, “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut”. “Jika tidak
mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”. Karena
itu, masa berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu
paling lama adalah 1 tahun. Jika dalam waktu 1 tahun masa persidangan DPR,
Perpu itu tidak mendapat persetujuan sebagaimana mestinya, berarti peraturan
pemerintah pengganti undang-undang itu harus dicabut.

Mengenai jangka waktu berlakunya “emergency legislation” ini, di
berbagai negara diatur secara berbeda-beda satu sama lain. Menurut Konstitusi
India, ketentuan mengenai “emergency legislation” ini hanya berlaku selama
3 (tiga) bulan dan setelahnya harus sudah mendapat persetujuan parlemen.

T5Pasal 71 huruf a dan huruf b, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, ibid,
9] ihat Pasal 6, DPR mempunyai tugas dan wewenang:
8. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendspat perseinjuan borssms;
b. memberikan persctujuan atau tidek memberikan persetujuan terhadap persturan pemerintsh pengganti undang-
undang yang diajulen olch Presiden untuk menjadi wndeng-umdang.
M imly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, op.cit., hal 87.
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Jika tidak disetujui, produk hukum Perpu atau undang-undang darurat itu tidak
dapat mengikat untuk umum.*”®

Mengenai hal ini, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 lebih tegas
menentukan bahwa jika undang-undang darurat tidak mendapat persetujuan
DPR, maka undang-undang darurat itu demi hukum tidak berlaku lagi. Akan
tetapi, menurut Pasal 22 ayat (3) UUD 1945, “Jika tidak mendapat
persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut”, Harus dicabut
oleh siapa? Tentu yang dimaksudkan oleh Pasal 22 ayat (3) itu adalah Presiden
yang menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu sendiri.
Dengan perkataan lain, jika DPR tidak menyetujui pemberlakuan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang, maka peraturan pemerintah pengganti
undang-undang itu tidak dapat menjadi undang-undang sebagaimana
mestinya, dan sebagai akibatnya ia harus dicabut lebih dulu oleh Presiden baru
kemudian daya ikatnya sebagai hukum menjedi hilang, Jika misalnya,
Presiden terus menerapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
itu, meskipun sudah dinyatakan ditolak oleh DPR, maka secara juridis, hal ini
dapat menimbulkan persoalan tersendiri. Kalaupun Presiden sendiri
mempunyai i‘tikad baik, misalnya, setelah peraturan pemerintah pengganti
undang-undang itu ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka secara
administratif masih diperlukan waktu untuk Presiden mencabut peraturan
pemerintah pengganti undang-undang itu secara resmi. Kalaupun antara
penolakan oleh DPR. dan pencabutan oleh Presiden hanya berjarak satu dua
jam saja, permasalahan hukumnya tetap ada, vaitu mengenai akibat hukum
yang timbul dar berlakunya ketentuan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang itu dalam masa tenggat satu dua jam tersebut, Oleh karena itu,
yang ideal ialah seperti apa yang diatur dalam Konstitusi RIS Tahun 1949 dan
UUD Sementara Tahun 1950. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang itu demi hukum tidak berlaku lagi mengikat untuk umum pada saat

8 %id, hal. 88,
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Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu dinyatakan ditolak atau
tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.?™

DalamLPasal 25 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, hal tersebut diatur secara berbeda sama
sekalj 28

Namun demikian, terlepas dari ketentuan Pasal 25 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004, dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat diketahui
bahwa (i) Perpu atau Peraturan Pemerintah Pergganti Undang-Undang sebagai
bentuk  “emergency  legislation”, yang lahir dari adanya
noodverordeningsrecht Presiden Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945
adalah produk peraturan yang mempunyai kedudukan yang sama kuat dan
bahkan sederajat dengan undang-undang; (ii) Dari segi bentuknya, Perpu itu
adalah Peraturan Pemerintah (PP), tetapi dari segi isinya Perpu itu identik
dengan undang-undang. Karena itu, Perpu itu dapat disebut schagai undang-
undang dalam arti materiel atau “wet in materiele zin"; (iii) sebagai produk
undang-undang dalam arti materiel, penerbitan dan pelaksanaan Perpu itu
harus diawasi dengan ketat olek DPR-RI. Bahkan dapat dikatakan pengawasan
oleh DPR haruslah diprioritaskan. Namun, keharusan prioritas pengawasan
oleh DPR itu tidak menutup kemungkinan, apabila syarat-syarat untuk itu
terpenuhi, misalnya, penerapan Perpu tersebut sungguh-sungguh telah
menimbulkan korban ketidakadilan yang sangat serius, maka Perpu itu dapat
pula dijadikan objek pengujian oleh Mahkamah Konstitusi.2®!

Dalam sidang pertama Dewan Perwakilan Rakyat setelah Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut diundangkan, Peraturan

(1)
@

®
“

- O Inid,

“*Pasal 25 Undang-Undang ini menentukan:

Pemiuran Pemerintsh Pengganti Undeng-Undang harus digjukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam
renidangan yang berikut;

feniajusn Peraturan Pemerintah Pengganti Undeng-Undang sebagrimana dimaksud pada ayat (1) dilskukan
guiarn bentuk pengajuen rancangan undang-undang tentang penetapen peraturen pemerintah pengganti
undang-undang menjadi undang-undang;

Dafam hel Peraturan Pemerintah Penggenti Undang-Undang ditolak Dewan Perwakilan Rekyat, maka Per-
atran Pamerintah Pengganti Undang-Undang tersebat Gdak berlaku;

Dalain hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, maka
Presiden mengajuken rancangan undang-undeng tentang pencabutan perzturan pemerintah peagganti undang-
undang terschut yeng dapat mengatur pula scgala akibat deri penolakan terscbut.

~*'Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang, op.cit., hal. $0.
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut akan dikirimkan sebagai suatu
Rancangan Undang-Undang kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
dengan suatu Sura; Presiden. Menurut ketentuan dalam Pasal 36 Undang-
Undang Nomor 10 Tehun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, maka pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan
pemerintah  pengganti  undang-undang menjadi undang-undang
dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan
rancangan undang-undang.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat hanya menerima atau menolak Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang,

(3) Dalam hal rancangan undang-undang mengenai penetapan peraturan
permerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang ditolak
oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka Peraturan Permerintah Pengganti
Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak berfaku.

(4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak
Dewan Perwakilan Rakyat maka Presiden mengajukan rancangan
undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari
penolakan tersebut.

Selama pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nf;njadi Undang-Undang
diadakan di Dewan Perwakilan Rakyat, maka Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang tersebut dinyatakan tetap mempunyai d:aya laku dan tetap
mengikat umum sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
sampai suatu saat ia dinyatakan ditolak atau disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat menjadi suatu Undang-Undang.*

Apabila rancangan undang-undang yang berasal dari Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat, maka akan menjadi Undang-Undang; sedangkan apabila
ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang tersebut harus dicabut.

2\aria Farida Indrati, op.cit. hal 83.
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Skema Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

HAL {HWAL KEGENTINGAN

MEMAKSA
(Pasal 22 ayat (1) UUD 1945)
k4
PRESIDEN MEMBENTUK
PERPU

PEMBAHASAN DI DPR (DALAM
PERSIDANGAN YANG
BERIKUT)
(Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 10
Tahun 2004
Y Y
SETUJU TIDAK MENDAPAT
PERSETUJUAN
h 4
MENJAD| QU PERPU TIDAK BERLAKU
(Pasal 36 ayat (3) UU Nomor 10
Tahun 2004)
Y
PRESIDEN MENGAJUKAN RUU |
TENTANG PENCABUTAN
PERPU
(Pasal 36 ayat (4) UU Nomeor 10
Tahun 2004)
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4. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang . ‘

Dari rumusan Pasai 22 Undang-Undang Dasar 1945 beseria
Penjelasannya, dapat diketahui bahwa Peraturan Pemerintzh Pengganti
Undang-Undang mempunyai hierarki, fungsi dan materi muatan yang sama
dengan Undang-Undang, hanya di dalam pembentukannya berbeda dengan
Undang-Undang.

Ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut
kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka eksistensi suatu Peraturan
Pemerintzh Pengganti Undang-Undang dapat tergantung pada ada atau
tidaknya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pembentukan
Peraturan Pemerinteh Pengganti Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu,
secara teknik perumusan terdapat perbedaan antara Undang-Undang yang
mencebut Peraturan Pemerinteh Pengganti Undang-Undang dan Undang-
Undang yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang, 2%

Di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004,
ditentukan behwa judul Peraturan Perundang-undangan pencabutan
dirumuskan dalam pedoman Nomor 8, dan judul Undang-Undang tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-
Undang dirumuskan dalam ;;edoma.n Nomor 9 sebagai berikut:

Pada judul Peraturan Perundang-undangan pencabutan disisipkan kata
pencabutan di depan nama Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.
Contoh:?

P bid, hal 191.
4514, hal 192,
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN ...
TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG.....

Pada judul Peraturan Pemerintah Penggantt Undang-Undang (PERPU)
yang ditetapkan menjadi Undang-Undang, ditambahkan kata penetapan di
depan nama Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dan diakhiri
dengan frase menjadi Undang-Undang, Contoh:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANATERORISME
MENJADI UNDANG-UNDANG

Selain itu, apabila suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan
menjadi Undang-Undang, maka pedoman Nomor 202 :dalam Lampiran
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 merumuskan sebagai berikut: Batang
tubuh Undang-Undang tentang penetapan peraturan pemerintashpengganti
undang-undang menjadi undang-undang pada dasamya terdiri dari 2 (dua)
pasal, yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 1 memuat penetapan PERPU menjadi undang-undang yang diikuti
dengan pemnyataan melampirkan PERPU sebagai bagian yang tidak -
terpisahkan dengan undang-undang penetapan yang bersangkutan.

b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.
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Contoh:

Pasal_ 1
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor....) ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan
melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang

Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

C. Implikasi Yuridis terhadap Pencabutan dari Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang yang tidak Mendapatkan Persetujuan dari
Dewan Perwakilan Rakyat Khususnya terbadap Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman
Sistem Kenangan

1.Kronologis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
Dengan mempertimbangkan pengalaman penanganan krisis pada
. tahun 1998 dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi
pejabat pengambil keputusan dalam rangka pencegahan dan penanganan
krisis, Pemerintah memandang perlu untuk jaring pengaman sistem
keuangan dalam suvatu undang-undang. Penyusunan Rancangan Undang-
Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK)
dimaksudkan agar (i} menghindari ketidakjelasan kerangka hukum dalam
pengambilan keputusan, (ii) menghindari penanganan yeng bersifat ad-hoc
dan lambat, (iii) meningkatkan kepercayaan dan pérsepsi masyarakat akan
kesiapan otoritas menghadapi krisis keuangan, (iv) mengisi missing link
undang-undang di sektor keuangan yang sudah ada, dan (v) meminimalkan
biaya penanganan krisis. Namun demikian, mengingat Rancangan Undang-
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Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan membutuhkan waktu
dalam penyelesaiannya sedangkan pada semester II tahun 2008 terdapat
ancaman krisis keuangan global yang berpotensi berdampak pada ‘sistem
kevangan nasional maka untuk memenuhi kebutuhan akan landasan hukum
yang mengatur tentang Jaring Pengaman Sistern Keuangan, Pemerintah pada
tanggal 15 Oktober 2008 menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem
Keuangan, Beberapa pertimbangan dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring
Pengaman Sistem Keuangan. Krisis keuangan global saat ini telah
mengakibatkan sistem keuangan di beberapa negara tidak dapat menjalankan
fungsi dan perannya secara efektif. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat
menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan
mengancam kesinambungan perekonomian nasional.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia khususnya Pasal 11 ayat (5) tentang pengambilan
keputusan dalam kondisi kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan
mengantipasi ancaman krisis kevangan global yang dapat membahayakan
stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional, perlu dibuat suatu
landasan hukum yang kuat, mekanisme koordinasi antar lembaga yang
terlibat dalam pembinaan ' sistem keuangan nasional, serta mekanisme
pengambilan keputusan sehingga tindakan pencegahan dan penanganan
krisis dapat dilakukan secara terpadu, efisien dan efektif. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman
Sistem Keuangan,”®

Dengan diterbitkannya Perpu tentang Jaring Pengaman Sistem
Keuangan ini, maka ketersediaan instrumen pengaman stabilitas sistim
keuangan nasional akan makin Iengkap sehingga Pemerintah, Bank

Berdasarkm Keterangan Pers, Komite Stabilitas Sistem Kenangan, Jakarta 16 Oktober 2008.

Universitas Indonesia

Pencabutan terhadap..., Wiwin Sri Rahyani, FH Ul, 2011.




131

Indonesia dan institusi terkait akan dapat melaksanakan langkah-langkah
pencegahan dan penanganan krisis secara cepat, efektif, dan dapat
meminimalkan potensi kerugian bagi negara. Perppu JPSK tersebut mulai
berlaku sejak tanggal 15 Oktaber 2008.

Dalam rangka mengantisipasi anceman krisis global, sebelumnya
pada tanggal 15 Oktober 2008, Pemerintah telah menetapkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring
Pengaman Sistem Keuangan (Perpu JPSK). Selanjutnya, guna memenuhi
amanat konstitusi, Presiden Republik Indonesia dengan surat Nomor R-
63/Pres/10/2008 tanggal 29 Oktober 2008 telah menyampaikan Rancangan
Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan - Pemerintah Pengganti -
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem
Keuvangan menjadi Undang-Undang kepada Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat.

Proses seclanjutnys, Menteri Keuangan bersama-sama dengan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku wakil Pemerintah telah
melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan
Perpu JPSK dimaksud dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Berdasarkan pembahasan tersebut, dalem Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rekyat tanggal 18 Desember 2008 yang ditindaklanjuti dengan
surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden Nomor
LG.01.02/9319/DPR RI/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008, setelah
didahului dengan proses lobi antara pimpinan fraksi di DPR dengan
pemerintah lebik dari 30 menit, DPR akhimya memutuskan secara resmi
menolak peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) Nomor 4
Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK). Empat
fraksi setuju atau menerima yaitu Partai Demokrat, Partai Persatuan
Pembangunan, Partai Damai Sejahtera, dan Partai Keadilan Sejahtera, Dua
fraksi belum dapat menyetujui yaitu Partai Golkar dan Partai Bintang
Pelopor Demokrasi. Sementara empat fraksi menolak yaitu Partai Demokrasi
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Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Bintang Reformasi,
dan Partai Kebangkitan Bangsa 2*¢ _

Forum konsultasi telah menyepakati untuk mt;minta pemerintah agar
segera mengajukan RUU JPSK sebelum tanggal 19 Januari 2009 dan
selanjutnya ditindaklanjuti sebagaimana mekanisme yang berdaku.2?’

Menindaklanjuti keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat dan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, Presiden
melalui surat Nomor R-4/Pres/1/2009 tanggal 14 Januari 2009 telah
menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman
Sistem Keuangan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, serta telah
menunjuk kembali, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia untuk dapat mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan
Undang-Undang tentang Jaring Penpaman Sistem Keuangan ini dengan
Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan Keputusan tersebut terdapat beberapa penafsiran karena
DPR tidak secara jelas menolak Perpu JPSK maka perpu tersebut dapat
berlaku. "Tetap berlaku. dalam implementasinya akan memperhatikan
situasi perkembangan dan karena pesannya dari DPR yaitu segera
mengajukan RUU.Selanjutnya,apabila perpu tidak ditolak maka tidak boleh

5 lagi diajukan, karena Perpu JPSK tidak ditolak, maka Perpu JPSK tetap ada.

2. Pengajuan dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang

Jaring Pengaman Sistem Keuangan

Kirisis keuangan global saat ini telah mengakibatkan sistem keuangan
di beberapa negara tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya secara
efektif. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif

=X

#pendapat yang berbeda disampaikan olch Pemerintah yang mengataken bahwa DPR tidak secara jelas
menolak Papn JPSK maka perpu tersebut dapat beriaku tetapi dalam implementasinya akan memperhatikan
situasi perkembengen dan mengajukan RUU JPSKL

'K eterangan Pemexintsh Mengenei Rancangan Undang-Undang Tentang Jaring Pengaman Sistem
Keuangan, Tapggal |7 Februari 2009.
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terthadap stabilitas sistem kevangan dan mengancam kesinambungan

perekonomian nasional.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2004 tentang Bank Indonesia khususnya Pasal 11 ayat (5) tentang
pengambilan keputusan dalam kondisi kesulitan kevangan yang berdampak
sistemik dan mengantipasi amcaman krisis keuangan global yang dapat
membahayakan stabilitas sistem kevangan dan perekonomian nasional, perlu
dibuat suatu landasan hukum yang kuat, mekanisme koordinasi antar lembaga
yang terlibat dalam pembinaan sistem keuangan nasional, serta mekanisme
pengambilan keputusan sehingga tindakan pencegahan dan penanganan krisis
dapat dilakukan secara terpadu, efisten dan efektif. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

JPSK merupakan suate mekanisme pengamanan sistem keuangan dari
ancaman krisis yang mencakup pencegahan dan penanganan krisis. Secara
umum JPSK ditujukan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem
keuangan melalui pengaturan dan pengawasan lembaga kevangan dan sistem
pembayaran, penyediaan fasilitas pembiayaan jangka pendek, program
penjaminan simpanan, serta pencegahan dan penanganan krisis. Namun
demikian, mengingat pengaturan dan pengawasan lembaga keuvangan telah
diatur dalem Undang-Undang terkait dengan Lembaga Keuangan, pengaturan
tentang sistem pembayaran dan penyediaan fasilitas pembiayaén jangka
pendek telah diatur dalam UU BI dan Perppu BI, serta program penjaminan
simpanan telah diatur dalam UU LPS dan Perppu LPS, maka ruang lingkup
Perppu ini hanya meliputi tindakan pencegahan dan penanganan Krisis.

Tindakan pencegahan dan penanganan Krisis meliputi :

a. penangenan kesulitan likuiditas dan/atan masalah sovabilitas bank yang
berdampak sistemik; dan ‘

b. penanganan kesulitan likuiditas dan/atau masalah solvabilitas lembaga
keuangan bukan bank (LKBB) yang berdampak sistemik.
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Adapun instrumen-instrumen yang dipakai disesuaikan dengan
kebutuhan dan tingkat ancaman terhadap sistem kevangan antara lain: berupa
pemberian fasilitas pembiayaan darurat dan penambahan modal melalui
penyertaan modal sementara.

Dalam hal suatu Bank mendapat fasilitas pembiayaan darurat, Bank
Indonesia berwenang untuk' mengambil alih hak dan wewenang RUPS untuk
mengganti pengurus Bank dan menempatkan Bank dimaksud dalam status
pengawasan khusus. Sedangkan apabila Bank mendapatkan penyertaan modal
sementara, maka Bank dimaksud sepenuhnya d-iambil alih oleh Lembaga
Penjamin Simpanan atau Badan Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-Undang tentang Perbankan. '

Disamping itu dalam rangka mengurangi biaya krisis yang akan
ditanggung oleh negara, pemerintah juga dapat memberikan insentif dan/atau
fasilitas dalam rangka penyelesaian kesulitan likuiditas dan/atau masalah
solvabilitas yang dilakukan oleh sektor privat. Insentif dan fasilitas dimaksud
antara lain dalam bentuk pemberian insentif fiskal dan relaksasi peraturan
perundangan.

Sumber pendanaan Pemerintah untuk pencegahan dan penanganan
Krisis berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara melalui penerbitan
Surat Berharga Negara (SBN) atan tunai. Dalam rangka akuntabilitas,
penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pencegahan
dan penanganan Krisis harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan
Rakyat.

Untuk mencapai tujuan dari JPSK, dibentuk Komite Stabilitas Sistem
Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan dan Gubemnur
Bank Indonesia yang didukung oleh sekretariat. KSSK menetapkan kebijakan
dan langkah-langkah dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis di
sektor keuangan dan m:alak_ukau koordinasi dengan berbagai otoritas dalam
pelaksanaannya.
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Dengan diterbitkannya Perppu tentang Jaring Pengaman Sistem
Keuangan ini, maka ketersediaan instrumen pengaman stablhtas sistim
keuangan nasional akan makin lengkap sehingga Pemerintah, Bank Indonesia
dan institusi terkait akan dapat melaksanakan langkah-langkah pencegahan
dan penanganan krisis secara cepat, efektif, dan dapat meminimalkan potensi
kerugian bagi negara. Perppu JPSK tersebut mulai berlaku sejak tanggal 15
Oktober 2008.

Mengingat Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman
Sistem Keuwangan membutuhkan waktu dalam penyelesaiannya sedangkan
pada semester II tahun 2008 terdapat ancaman krisis kenangan global yang
berpotensi berdampak pada sistem keuangan nasional maka untuk memenuhi
kebutuhan akan landasan hukum yang mengatur tentang Jaring Pengaman
Sistem Keuangan, Pemerinteh pada tanggal 15 Oktober 2008 telah
menerbitkan Peraturan Pemerinteh Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistern Keuangan. Sesual dengan Rapat
Keputusan Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 18 Desember
2008, Pemerintah menyusun kembali suatu Rancangan Undang-Undang
tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan,

. Penyusunan undang-undang tersebut secara yuridis merupakan amanat
" Pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank
In_c‘ionesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2004 yang seharusnya akan ditetapkan selambat-lambatnya akhir tahun 2004,
Undang-undang tersebut pada intinya mengamanatkan agar ketentuan dan tata
cara pengambilan keputusan mengenai permasalahan kevnangan Bank yang
berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber
pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur
dalam undang-undang tersendiri. Selanjutnya, dalam Penjelasan Umum UU
Nomor 3 Tahun. 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Bank
Indonesia, telah pula disebutkan mengenai mekanisme pemberian fasilitas
pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah
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merupakan bagian dari konsep Jaring Pengaman Sistem Keuvangan (Tndonesia
Financial Safety Net} yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Jaring Pengaman Sistem Keuangan merupakan upaya secara
berkesinambungan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem
keuangan melalui pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan dan sistem
pembayaran, penyediaan fasilitas lender of last resort, program penjaminan
simpanan, serta pencegahan dan penanganan krisis. Fungsi lender of last
resort merupakan salah satu instrumen penting datam Jaring Pengaman Sistem
Keuangan yang menjaga stabilitas sistem keuangan.

Namun demikian, mengingst pengaturan dan pengawasan lembaga
keuangan dan sistem pembayaran, penyediaan fasilitas lender of the last
resort, serta program penjaminan simpanan telah diatur dalam undang-undang
tersendiri maka ruang lingkup undang-undang ini hanya mengatur mekanisme
pencegahan dan penanganan krisis yang berdampak sistemik.

Ruang lingkup tindakan-tindekan yang dapat dilakukan dalam Jaring
Pengaman Sistem Keuangan meliputi (i) tindakan mengatasi permasalahan
Bank/I. KBB yang membahayakan kelangsungan usahanya, (ii} penjeminan
Pemerintah atas simpanan nasabsh, (iif) pemberian fasilitas pembiayaan
jangka pendek oleh Bank Indonesia; dan (iv) tindakan mengatasi
permasalahan Bank/LKBB yang membahayakan sistem keuangan atau
membahayakan perekonomian nasional.

Ruang lingikup JPSK yang mencakup bank dan LKBB (lembaga
keuangan) dilandasi pemikiran bahwa lembaga keuangan sangat rentan
terhadep risiko likuiditas yang diakibatkan sifat alami lembaga keuangan yang
harus melakukan transformasi jatuh tempo antara sisi ektiva dan passiva.
Disamping itu, lembaga keuangan juga sangat rentan terhadap risiko sistemik
karena adanya jaringan dan ketersambungan dalam sistem pembayaran,
pinjaman antar bank, serta jual beli instrumen keuangan dan derivatif
Penycbab kerentanan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar
perbankan seperti yang terjadi pada krisis akhir-akhir ini yang berasal dan
kerentanan makroekonomni den adanya gelembung (bubbles) keuangan di
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pasar keuangan dunia. Hal ini terjadi karena para pelaku pasar keuangan
merasa optimis yang berlebihan disertai ketamakan dengan melihat bahwa
pencapaian yang lalu yaitu moderasi dan keberhasilan mencapai pertumbuhan
yang tinggi dengan inflasi yang rendah (the great moderation) akan terus
berlanjut. Kerentanan lain pada lembaga keuangan adalah kerentanan di satu
lembaga keuangan dapat menular kepada lembaga keuangan lain (contagian
effect) dan bahkan ke sektor lain dan pada akhirmya dapat berdampak terhadap
seluruh sistem perekonomian.

Pada Tahun Sidang 2008-2009 Komisi XI DPR RI masih membahas
RUU tentang Perpu No. 4 / Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem
Keuangan (JPSK) dengan perkembangan terakhir sampai dengan akhir Masa
Persidangan IV  Tahun 2008-2009 adalah bahwa RUU Jaring Pengaman
Sistem Keuangan (JPSK) sebagai pengganti Perpt No. 4 tahun 2008 yang
ditolak DPR RI sesuai Rapat Paripurna DPR RI tanggal 18 Desember 2008.
Terlebih dahulu telah dilakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI dan
Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 17 Pebruari 2009 dengan acara
Keterangan Pemerintah atas RUU JPSK, kemudian dilanjutkan Rapat Kerja
kembali pada tanggal 25 Pebruari 2009 denpan agenda tanggapan Fraksi
Fraksi atas RUU Jaring Pengaman Sistem Informasi (JPSK) dimana hasilnya
adalah seluruh Fraksi dapat menyetujui RUU JPSK untuk dibahas lebih lanjut
sesuai dengan mekanisme DPR RI. Adapun kronologis pengajuan RUU
tentang Jaring Pengaman Sisem Keuangan (JPSK): '

(1) Surat Ketna DPR kepada Presiden Nomor: LG.01/02/9319/DPR
RI/X11/2008, tanggal 24 Desember 2008, perihal: Penyampaian
Keputusan Rapat Paripuma DPR RI tanggal 18 Desember 2008, yang
isinya meminta kepada Pemerintah untuk menyampaikan RUU tentang
JPSK untuk disampaikan sebelum tanggal 19 Januari 2009.

(2) 3Surat Presiden kepada Ketua DPR R1 Nomor: R-4/Pres/1/2009, tanggal
14 Januari 2009, perihal: RUU JPSK.

(3) Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM,
tanggal 17 Februari 2009.

Acara: Keterangan Pemerintah atas RUU JPSK.
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Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM,
tanggal 25 Februari 2009.

Acara: Tanggapan Fraksi-fraksi terhadap Keterangan Pemerintah atas
RUU JPSK.

Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM,
tanggal 18 Mei 2009 dengan acara pengesahan DIM RUU JPSK dan
pembentukan Panitia Kerja.

Rapat PANJA, TIMUS dan TIMSIN dimulai tanggal 1 Juni 2009
sampai dengan 28 September 2009.

Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM,
28 September 2009.

Acara: Pengambilan Keputusan RUU JPSK

Rapat Kerja didahului oleh Laporan Panitia Kerja (PANJA) atas hasil

pembahasan RUU JPSK. Dalam laporannya, Ketua PANJA menyampaikan
bahwa PANJA telah menyelesaikan dan merumuskan pasal per pasal dengan
baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa materi yang belum mencapai
kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah yaitu Pasal 30, Pasal 31 dan
tambahan paregraf dalam Penjelasan Umum, dengan rumusan sebagai berikut:

a.

Pasal 30, Ketentuan Peralihan, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang dibentuk
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4907) menyerahkan dokumen Komite Stabilitas Sistem
Keuangan kepada Sekretariat FSSK yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang ini.
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Pasal 31, Ketentuan Penutup, yang berbunyi sebagai berikut:
BABX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan
Pemerintah Pepgganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4907), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Tambahan paragraf baru dalam Penjelasan Umum, yang berbuny: |
sebagai berikut:

Menindaklanjuti surat Presiden kepada DPR Nomor: R-63/Pres/10/2008
tanggal 29 Oktober 2008 perihal Rancangan Undang-Undang tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang, DPR melalui surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Nomor: LG.01.02/9319/DPR RI/XIi/2008 tanggal 24 Desember 2008,
DPR meminta Pemerintah agar segera mengajukan Rancangan Undang-
Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Terhadap ketiga materi yang belum mencapai kesepakatan antara DPR

RI dan Pemerintah, dari 8 (delapan) Fraksi yang hadir dan Pemerintah telah

menyampaikan tanggapan dan pendapatnya, yaitu:

1) 7 (tujuh) freksi yaitu F-PG, F-PDIP, F-PPP, F-PAN, F-KB, F-PKS dan F-

PDS menolak untuk dicantumkannya Pasal 30 dan Pasal 31 dalam
rumusan RUU JPSK;
2) 1 (satu) Fraksi, yaitu F-PD meminta penundaan pengambilan keputusan.

3) Sedangkan Pemerintah menyampaikan pendapatnya bahwa Pasal 30 dan

Pasal 31 perlu dicantumkan dalam rumusan RUU JPSK.
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Terhadap perbedaan pendapat tersebut, Rapat Kerja memutuskan bahwa
Komisi XI DPR RI dan Menteri Keuangan sepakat belum dapat
menyelesaikan pembahasan RUU JPSK karena masih adanya perbedaan
pendapat yang belum disepakati bersama antara DPR RI dan Pemerintah,
sehingga Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem
Keuangan tidak dapat dilanjutkan pembahasannya pada Pembicaraan Tingkat
II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR R1.

Sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Konsultasi Pimpinan sebagai
pengganti Rapat Badan Musyawarah bahwa hasil keputusan Rapat Kerja akan
disampaikan secara tertulis melalui surat kepada Pimpinan DPR Rl untuk
disampaikan dalam Rapat Paripurne DPR RI tanggal 29 September 2009.

Dalam rangka mengantisipasi ancaman krisis global, sebelumnya pada
tanggal 15 Oktober 2008, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman
Sistem Keuangan (Perpu JPSK). Selanjutnya, guna memermuhi amanat
konstitusi, Presidem Republik Indonesia dengan surat Nomor R-
63/Pres/10/2008 tanggal 29 Oktober 2008 telah menyampaikan Rancangan
Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistemn Keuangan
menjadi Undang-Undang kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Proses selanjutnya, Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku wakil Pemerintah telah melakukan
pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perpu JPSK
dimaksud dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan
pembahasan tersebut, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
tanggal 18 Desember 2008 yang ditindaklanjuti dengan surat Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat kepada Presiden Nomor LG.01.02/9319/DPR RI/X11I/2008
tanggal ‘24 Desember 2008, sctelah didahului dengan proses lobi antara
pimpinan fraksi di DPR dengan pemerintah lebih dari 30 menit, DPR akhimya
memutuskan secara resmi menolak peraturan pemerintah pengganti undang-
undang (perpu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sektor
Keuvangan (JPSK). Ketua DPR Apung Laksono mengatakan, berdasarkan
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pandangan akhir fraksi tadi ada empat fraksi yang menyetujui atau menerima
Perpu JPSK. Yakni FPD, FPPP, FPDS, dan FPKS. "Dua fraksi belum
menyetujui yaitu FPG dan FPBD," dalam rapat paripuna, Kamis 18
Desember 2008. Sedangkan fraksi yang menolak ada empat. Yakni FPDIP,
FPAN , FPBR, dan FPKB. Forum konsultasi telah menyepakati untuk
meminta pemerintah agar segera mengajukan RUU JPSK sebelum tanggal 19
Januari 2009 dan selanjutnya ditindaklanjuti sebagaimana mekanisme yang
berlaku. 2

Menindaklanjuti keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
dan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, Presiden melalui surat
Nomor R-4/Pres/1/2009 tanggal 14 Januvari 2009 telah menyampaikan
Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, serta telah menunjuk kembali,
Menteri Kenangan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dapat
mewakili Presiden delam pembahasap Rancangan Undang-Undang tentang
Jaring Pengaman Sistem Keuangan int dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan Keputusan tersebut terdapat beberapa penafsiran Karena
DPR tidak secara jelas menolak Perpu JPSK maka perpu tersebut dapat
berlaku. "Tetap berlaku. dalam implementasinya akan memperhatikan situasi
perkembangan dan karena pesannya dari DPR yaitu segera mengajukan
RUU. Selanjutnya,apabila perpu tidak ditolak maka tidak boleh lagi diajukan,
karena Perpu JPSK tidak ditolak, maka Perpu JPSK tetap ada.

3.Implikasi Yuridis
Dari rmumusan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 beserta
Penjelasannya, dapat diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti
Unflang-Undang mempunyai hierarki, fungsi dan materi muatan yang sama
dengan Undang-Undang, hanya di dalam pembentukannya berbeda dengan
Undang-Undang.

B cterangen Pemerintah Mengensi Rencangan Undang-Undang Tentang Jaring Pengamen Sistem
Keuangan, Tanggal 17 Februari 2009.
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Ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut
kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka eksistensi suatu Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang dapat tergantung pada ada atau
tidaknya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pembentukan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.?*’

Sehingga karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan dalam
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut terdapat beberapa penafsiran
karena DPR tidak secara jelas menolak Perpu JPSK akan tetapi karena
mayoritas dari Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan menolak
makan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut tidak
mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Menurit ketentuan
Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD 7945, “Peraturan pemerintah itu harus
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang
berikut”. “Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu
harus dicabut”.

Hal tersebut juga sejalan dengan ketentvan dalam Pasal 36 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, maka pembahasan Peraturan Pemerintzh Pengganti Undang-
Undang dilakukan dengen cara sebagai berikut:

Pasal 36

(1) Pembahasan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang
dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan
rancangan undang-undang.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat hanya menerima atau menolak Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

(3) Dalam hal rancangan undang-undang mengenai penetapan peraturan
permerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang ditolak
oleh Dewan Perwakilan Rakyat maka Peraturan Pennerintah Pengganti
Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak berlaku.

M 1bid, hal 191.

Universitas Indonesia

Pencabutan terhadap..., Wiwin Sri Rahyani, FH Ul, 2011.




143

(4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak
Dewan Perwakilan Rakyat maka Presiden mengajukan rancangan
undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti
undang-undang tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari
penolakan tersebut.

Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan
dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan {(c)
akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan -
nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk
menerima ataw menolak norma hukum Perpu, pamun demikian sebelum
adanya pendapat DPR untuk menolak atan menyetujui Perpu, norma hukum
tersebut adalah sah dan berfaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat
menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan
Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut
Mahkamah Konstitusi dapat menguji apakah bertentangan secara materiil
dengan UUD 1945.

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji
Perpu tethadap UUD 1945 sebelum adanya penolekan atau persetujuan oleh
DPR, dan setelah adanya persetujuar DPR karena Perpu tersebut telah
menjadi Undang-Undang 3

Memang benar, dari sudut isi sebuah Perpu itu mengatur materi muatan
Undang-Undang. Artinya isi Perpu itu sebenamya adalah Undang-Undang
yang dibuat dalam kegentingan yang memaksa yang alasan-alasannya
merupakan hak subjektif Presiden. Tetapi justru karena dibuat dalam keadaan
genting itulah UUD 1945 melalui Pasal 22 menyatakan bahwa “Perpu itu
harus mendapat persetujuan dari DPR pada masa sidang berikutnya” yang
“apabila DPR tidak menyetujuinya maka Perpu itu harus dicabut atau
dibatalkan,” tetapi “apabila DPR menyetujuinya maka Perpu itu ditetapkan
menjadi Undang-Undang.” Jadi kewenangan Mahkamah untuk menguji Perpu
yang memang bermaterikan Undang-Undang itu hanya dapat dilakukan

0 jhat Putusan Perkera Nomor 138/PUU-VIV2009 tentang Pearmohonan Pengujian Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubshan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindsk Pidana Korups.
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apabila sudah diuji, dinilai, dibahas, atau apapun namanya dalam forum politik
di DPR dan DPR menyetujuinya menjadi Undang-Undang. Jika DPR tidak
menyetujui maka Perpu ifu dicabut tetapi jika DPR menyetujui maka Perpu ifu
ditetapkan menjadi Udang-Undang dan setelah menjadi Udang-Undang inilah
Mahkamah baru dapat melakukan pengujian yudisial atasnya. Di sinilsh letak
imbangan bagi “keadaan genting” itu; artinya karena Perpu berisi Udang-
Undang tapi dibuat dalam keadaan genting maka DPR harus memberi
penilaian atau melakukan pengujian politik (political review) lebih dulu,
apakah akan disetujui menjadi Undang- Undang atau tidak. Kalau sudah
menjadi Undang-Undang barulah dapat diuji oleh Mahkamah.

Saat ini timbul perdebatan, apakah penilajan untuk membert persetujuan
atau tidak atas Perpu oleh DPR dilakukan pada masa sidang berikutnya persis
pada masa sidang setelah Perpu itu dikeluarkan ataukah pada masa sidang
berikutnya dalam arti kapan saja DPR sempat schingga pembahasannya dapat
diulur-ulur. Dalam kenyataannya Perpu yang dimohonkan pengujian dalam
perkara g quo baru dibahas oleh DPR setelah melampaui masa sidang pertama
sejak Perpu ini dikeluarkan Seperti diketahui Perpu 4 quo diundangkan pada
tanggal 22 September 2009, sedangken masa sidang DPR berikutnya (DPR
baru, hasil Pemilu 2009) adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 4
Desember 2009, tetapi Perpu a quo tidak dibahas pada masa sidang pertama
tersebut. Kalau Perpu tidak dapat diuji oleh Mahkamah maka sangat mungkin
suatu saat ada Perpu yang dikeluarkan tetapi DPR tidak membahasnya dengan
cepat dan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, padahal Perpu
tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh sebab
itt menjadi beralasan, demi konstitusi, Perpu harus dapat diuji
konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi agar segera ada kepastian
dapat atau tidak dapat terus berlakunya sebuah Perpu.2”!

Timbul juga polemik tentang adanya Perpu yang dipersoalkan keabsahan
hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak

DY jhat Putusan Perkara Nomor 138PUU-VIV2009 tentang Permokonan Pengujian Persturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tshun 2009 tenteng Parubahan Atas Undang-Undang Nomer 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya meminta agar Pemerintah segera
mengajukan RUU baru sebagai pengganti Perpu. Masalah mendasar dalam
kasus ini adalah bagaimana kedudukan hukum sebush Perpu yang tidak
disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut. Secara gramatik, jika
memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak secara
tegas mendapat persetujuan dari DPR “mestinya” tidak dapat dijadikan
Undang-Undang atau tidak dapat diteruskan pemberlakuannya sebagai Perpu,
tetapi secara politis ada fakta yang berkembang sekarang ini bahwa
“kesemestian” tersebut masih dipersoalkan, schingga sebuah Perpu yang tidak
disetujui oleh DPR (meski tidak ditolak secara nyata) masih terus
diberlakukan sampai dipersoalkan keabsahan hukumnya karena dikaitkan
dengan satu kasus.

Terkait dengan tidak disetujuinya sebush Perpu oleh DPR ada juga
pertanyasan, sampai berapa lama atau kapan sebuah Perpu yang tidak mendapat
persetujuan DPR harus diganti dengan Undang-Undang Pencabutan atau
Undang-Undang Pengganti, Karena tidak ada kejelasan batas atau titik waktu
maka dalam pengalaman sekarang ini ada Perpu yang tidak mendapat
persetujuan DPR tetapi RUU penggantinya atau pencabutannya baru diajukan
setelah timbul kasus yang berkaitan dengannya. '

Dapat terjadi suatu saat Perpu dibuat secara sepihak oleh Presiden tetapi
secara politik DPR tidak dapat bersidang untuk membahasnya karena situasi
tertentu baik karena keadaan yang sedang tidak normal maupun karena
sengaja dihambat dengan kekuatan politik tertentu agar DPR tidak dapat
bersidang. Bahken dapat juga dalam keadaan seperti itu ada Perpu yang
melumpuhkan lembaga-lembaga negara tertentu secara sepihak dengan alasan
kegentingan yang memaksa sehingga ada Perpu yang terus dipaksakan
berlakunya sementara persidangan-persidangan DPR  tidak  dapat
disclenggarakan. Dengan memerhatikan kemungkinan itu menjadi wajar

apabila Mahkamah diberi kewenengan untuk melakukan pengujien atas

Per!:n.l.zq’2

Ppenckanan pilihan atas penafyiran yang demikian memang agak mengesampingkan penafsiran historis
dan gramatik, bahkan keluar dari original intent ketentuan tentang Perpu schagaimana diatur di dalam Pasal 22
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Dalam putusan Nomor 145/PUU-VII2009 Mahkamah Konstitusi telah
mejakukan uji materil terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK. Mahkamah Konstitusi memiliki
beberaps landasan dalam memutus perkara tersebut. Dalam landasan putusan
Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwa : Mahkamah dalam Putusan Nomor
138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 menyatakan, “Menimbang bahwa
Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyatakan. Dalam hal thwal kegentingan yang
memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai
penggantt undang-undang”. Dari rumusan kalimat tersebut jelas bahwa
peraturan pemerintah yang dimaksud pada pasal ini adalah sebagai pengganti
Undang-Undang, yang artinya seharusnya materi tersebut diatur dalam wadah
Undang-Undang tetapi kerena kegentingan yang memaksa, UUD 1945
memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perpu- dan tidak
memberikan hak kepada DPR untuk membuat peraturan sebagai pengganti
Undang-Undang. Apabila pembuatan peraturan diserahkan kepada DPR maka
proses di DPR memerjukan waktu yang cukup lama karena DPR scbagai
lembaga perwakilan, pengambilan putusannya ada di tangan anggota, yang
artinya untuk memutuskan sesuatu hal harus melalui rapat-rapat DPR sehinggs
kalau harus menunggu keputusan DPR kebutuhan hukum secara cepat
mungkin tidak dapat terpenuhi. P

Perpu JPSK ini merupakan salah satu dari 3 Paket yang berkaitan
dengan perbankan dan kekuangan. Dua lainnya adalah Perpu Nomor 2 Tahun
2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
Tentang Bank Indonesia ditetapkan DPR menjadi undang-undang berdasarkan
UU Nomeor 6 Tahun 2009 dan Perpu Nomeor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin
Simpanan yang ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No 7
Tahun 2009.

UUD 1945. Hal ini periu dilakukan justru untuk melindungi kepentingan original intent pasal-pasal dan prinsip-
prinsip lain yang juga ada di dalarm UUD 1945. Pilihan pandangan ini semata-matn didasarkan pada prinsip dalam
mwjagnanmm%ﬁwlémmmmmmmmmgm
melanggar konstitusi tenpa bisa dilurusken atau diuji melalui pengujian yudisial”
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Menurut Jimly Ashiddigie, Perpu sebagai emergency legislation yang
didasarkan pada alasan inner nootstand (keadaan darurat yang bersifat
internal) dalam keadaan (i) mendesak dari segi substansi, dan (ii) genting dari
segi waktunya. Sementara itu, Bagir Manan dalam buku Teori dan Politik
Konstitusi (2004) mengatakan, hal ihwal kegentingan yang memaksa"
merupakan syarat konstitutif yang menjadi dasar kewenangan presiden dalam
menetapkan perppu. Apabila tidak dapat menunjukkan syarat nyata keadaan
itu, presiden tidak berwenang menetapkan perppu. Perppu yang ditetapkan
tanpa adanya hal ihwal kegentingan maka batal demi hukum (null and void),
karena melanggar asas legalitas yaitu dibuat tanpa wewenang. Hal ihwal
kegentingan yang memaksa juga harus menunjukkan beberapa syarat adanya
krisis, yang menimbulkan bahaya atau hambatan secara nyata terhadap
kelancaran menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, muatan perppu
hanya terbatas pada pelaksanaan (administratiefrechtelijk).”** _

Tentang muatan dan cakupan Perpu sendiri, Jimly Ashiddigie
membenarkan pendapat Bagir Manan, bahwa sifat inner notstand sebagai
‘alasan pokok heanya dapat dijadikan alasan ditetapkannya Perpu sepanjang
berkaitan dengan kepentingan intemal pemerintahan yang memerlukan
dulkungan payung hukum setingkat .mdang-undang. Beranjak dari hal-hal
tersebut di atas, jelas bahwa Presiden mempunyai keterbatasan dalam

" menggunakan hak subyektifiya dalam mengeluarkan perpu. Presiden hanya
bisa menggunakan haknya sepanjang berkaitan dengan kepentingan internal
pemerintahan.

Dalam Rencangan Undang-Undang tenteng Pembentukan Peraturan
Perundang-umdangan agar tidak terjadi kembali multi tafsir meka dalam
pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pemerintah Pengpanti Undang-Undang menjadi Undang-Undang, Presiden
harus mengajukan sekaligus 2 (dva) Rencangan Undang-Undang, yaitu:
Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah
Pemerintah Pengpanti Undang-Undang menjadi Undang-Undang apabila
Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat

Pimly Ashiddigie, op.cit., hal. 80-85.
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persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Rancangan Undang-Undang
tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-
Undang, apabila Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang
tersebut tidak mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun rumusan dalam Rancangan Undang-Undang tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah:

(1)
@)

©))

O]

®)

©

Pasal ...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan
ke DPR dalam persidangan yang berikut.

Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan
dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
menjadi Undang-Undang dan rancangan undang-undang tentang
pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan
persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang.

Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut ditetapkan
sebagai Undang-Undang.

Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
tidak mendapat persetujuan DPR dalam mapat paripuma,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut tidak
berlaku. g

Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
tidak mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
rancangan undang-undang tentang pencabutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disahkan menjadi Undang-Undang yang
mengatur segala akibat hukum dari pencabutan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang.

Pasal...

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan
peraturen pemerintah pengganti undang-undang diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
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PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan
sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945) dinyatakan bahwa dalam hal ibwal kegentingan yang
memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai
pengganti undang-undang. Materi muatan Peratyran Pemerintah Pengganti
Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang. Berdasarkan
rumusan dalam Pasal 22 UUD 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang mempunyai hierarki, fungsi, dan materi muatan yang sama dengan
Undang-Undang, tetapi di dalam pembentukannya berbeda dengan Undang-
Undang, '

2. Ketentuan dalam Pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada
Presiden untuk secara subjektif menilai keadaan negara atau hal ihwal yang
terkait dengan negara yang menyebabkan suatu uudang-undang- tidak dapat
dibentuk segera, sedangkan kebutuhan akan pengaturan materiil mengenai hal
yang perlu diatur sudah sangat mendesak schingga Pasal 22 UUD 1945
memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan
Pemerintah-Pengganti Undang-Undang (Perpu). Apabila perpu tersebut telah
dinilai oleh DPR sebagaimana mestinya, akhirnya diterima oleh DPR, barulah
dapat dikatakan bahwa keadaan atau hal ihwal kegentingan yang memaksa
yang menjadi syarat pemberlakuan Perpu yang bersangkutan menjadi keadaan
atau hal ihwal yang memang bersifat kegentingan yang memaksa berdasarkan
penilaian yang objektif atas keadaan atau hal ihwal dimaksud yang dilakukan
bersama-sama oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah.

3. Terdapat tiga unsur penting yang menjadi syarat materiil untuk penetapan
Perpu yaitu: ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak, waktu yang
tersedia terbatas atau terdapat kegentingan waktu, dan tidak tersedia altemnatif
lain atau menurut penalaran yang wajar alternatif lain diperkirakan tidak akan
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dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan Perpu merupakan satu-satunya
cara untuk mengatasi keadaan tersebut.

4. Kectentuan dalam Pasal 22 UUD 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut
dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan kedua pasal tersebut, eksistensi
suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tergantung kepada ada
ataz tideknya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap
pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebﬁt.

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perpu JPSK) dalam Keputusan
Dewan Perwakilan Rﬁk}&t terdapat beberapa penafsiran karepa Dewan
Perwakilan Rakyat tidak secara jelas menolak Perpu JPSK akan tetapi Dewan
Perwakilan Rakyat menyatakan Pemerintah harus mengajukan Rancangan
Undang-Undang tentang Jaring Pengaman sistem Keuangan. Menurut
ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa
Peraturan pemerintah itu herus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam persidangan yang berikut dan jika tidak mendapat persetujuan,
maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Hal tersebut juga sejalan dengan
ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

6. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menentukan pula
bahwa pembahasan rancangan undang-undang tentang Perpu menjadi undang-
undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan
rancangan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat hanya menerima atau
menolak Perpu. Dalam hal rancengan undang-undang mengenai penetapan
Papu menjadi undang-undang ditolak DPR, Presiden mengajukan rencangan
undang-undang tentang pencabutan Perpu yang dapat mengatur pula segala
akibat dari penolakan tersebut. Setelah itu, diperlukan ketegasan sikap dari
DPR apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui Perpu tersebut. Pengajuan
Perpu ke DPR dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang
tentang penetapan Perpu tersebut menjadi undang-undang,
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7. Perpu JPSK ini dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata-nyata

disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya
memi;na agar Pemerintah segera mengajukan RUU baru sebagai pengganti
Perpu. Kedudukan hukum sebuzh Perpu yang tidak disetujui tetapi tidak
ditolak secara nyata tersebut, secara gramatik, jika memperhatikan bunyi Pasall
22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak secara tegas mendapat persetujuan
dari DPR seharusnya tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat
diteruskan pemberlakuannya sebagai Perpu.

8. Supaya tidak terjadi multi tafsir maka perlu adanya ketentuan yang tegas

dalam pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang,
Presiden harus mengajukan sekalipus 2 (dua) Rancengan Undang-Undang,
yaitu: Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang apabila
Peraturan Pemerintah Pemerintsh Pengganti Undang-Undang mendapat
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Rancangan Undang-Undang
tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-
Undang, apabila Peraturan Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang
tersebut tidak mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

n

Saran ~

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas maka dapat disarankan bahwa

Supaya tidak terfjadi multi tafsir maka perlu adanya ketentvan yang tegas yang
mengatur mengenai mekanisme persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat
mengenai penetapan suatu Perpu menjadi undang-undang dan mekanisme apabila
perpu tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Saat ini pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-

undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan saat ini telah
dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut karena telah masuk dalam
daftar prioritas tahunan Program Legislasi Nasional 2011,
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Dalem Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undgngan tersebut perlu dipertegas mekanisme terhadap persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat terhadap penetapan Perpu menjadi undang-undang.
Presiden harus mengajukan sekaligus 2 (dua) Rancangan Undang-Undang, yaitu:
Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemerintah
Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang apabila Peraturan Pemerintah
Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan dari Dewan
Perwakilan Rakyat dan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan
Pemerintah Pemerintah Pengganti Undang-Undang, apabila Peraturan Pemerintah
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut tidak mendapat persetujuan dari
Dewan Perwakilan Rakyat.
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Tentang Jaring Pengaman sistem Keuangan. Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 149, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4907,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972. .

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara
Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor I Tahun 2009 Tentang
Tata Tertib.

Universitas Indonesia
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Rencans pongesaban Persturan Pemorhhh Penggauti Undung-Undang (Perppu) no 4
tentang Jariog Pespuman Sistem Keuangan (JPSK) mevjadi wndang nndaug
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halueh dan target-target monéter. Dwd oded Pemerinidh, maka kami concern kepada pembleyaan yang
pads akhimys skan membebanl fsked kits (APBN}, yang nobibene sdalzh sumber utems bagl
pemitiayssn/perdantan pembengoman untuk keperfingen rakyat Indanesia. Dalas bidang perbankan,
KEBK joga tidak memiliid persn dalam pergaturan dan pengnwasan perbenkan, KSSK hanys
menetsploan perenganan masalah Kkoiditas dan/atat solvabilitey bank yang berdnmpak eistemik.

Langloahvlangicah koardlons ysog siid antare Bank Indonesia dan Pemerininh berkaltan dengan
JESK, samria sekalt ik dismaksidkan untuk smengembil peran dan Lewenargan DPR, akan tetapi fuskru
knrl senemapatien paran strategis Dewan Yaoea lentn hanys dengan persctufuan Dewanlah kami
dapet mengpunaian dane APEN untuk pencsgahen dan penangans krisis .

Selain hal kersebut distes, Bk mieepls kemimghinun adanys anggapan bakwa Menteri
Kepngan sk, mendiik! bevenangsn yang jack bebih huss darj yeng ada selarang dengan adanya
valvabe kooedinest eders: Peerintah dan Benk Indooests. Avggapan ko bolehboleh gaje, hanys perlu
stikndepeckan beliws tdek ada sstu Jragkalpon femimban kewenangen/otocitas Menterl Kewmngan.
Kiewertnggs -dalera koordinas! tersebut karena tidak: kespisahkan darl kewenangin Menterl Keuangan
Wﬁmwmiimiadmummwmm&
dan Sdnk skan, pesoal mendiki formulaformala dan besaran target maupun pelakranasn moneter.’
Tark Jodmesispun, Gdak pefir dan tidak akan pernah beckurang otartes/kewensngannys, hestru
porpadumn/ouibinet! yang terprogren: sotars kepentingan Moneter dan Fiskal dibarapian optimal

Jakerts 16 Depember 2008
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